
 

 
 
 

SALINAN 
 
 
 

 
 
 

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 125/M/2021 

TENTANG 

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR  

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN GENERIK KETATAUSAHAAN  

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI 

 

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang :  a.  bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan aktivitas 

pemerintahan yang optimal, menjamin kelancaran dan 

transparansi penyelesaian suatu jenis kegiatan, serta 

pengendalian kegiatan di unit organisasi Kementerian 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, diperlukan 

Prosedur Operasional Standar Administrasi 

Pemerintahan;  

b. bahwa untuk menyeragamkan Prosedur Operasional 

Standar Administrasi Pemerintahan yang bersifat umum 

dan sebagai acuan bagi unit organisasi dalam pelaksanaan 

aktivitas pemerintahan di Kementerian Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, perlu disusun Prosedur 

Operasional Standar Administrasi Pemerintahan Generik 

Ketatausahaan;  

c. bahwa    berdasarkan    pertimbangan    sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi     tentang     Prosedur     Operasional     Standar 
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Administrasi Pemerintahan Generik Ketatausahaan 

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi;  

 

Mengingat  : 1.   Undang-Undang   Nomor 39 Tahun 2008   tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  

2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);  

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang 

Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 649);  

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 

Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

124);  

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 

Tahun 2019 tentang  Rincian Tugas Unit Kerja di 

Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1728) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 

2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 

tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan 
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Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 269). 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, 

DAN TEKNOLOGI TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL 

STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN GENERIK 

KETATAUSAHAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, 

KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI. 

KESATU : Menetapkan Prosedur Operasional Standar Administrasi 

Pemerintahan Generik Ketatausahaan Kementerian Pendidikan 

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang selanjutnya disebut 

POS AP Generik Ketatausahaan yang terdiri atas: 

1. POS AP Bidang Perencanaan;

2. POS AP Bidang Keuangan;

3. POS AP Bidang Kepegawaian;

4. POS AP Bidang Ketatalaksanaan;

5. POS AP Bidang Kerumahtanggaan;

6. POS AP Bidang Barang Milik Negara; dan

7. POS AP Bidang Persuratan dan Kearsipan,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. 

KEDUA : Seluruh unit organisasi di Kementerian Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk menyesuaikan proses 

penyelenggaraan administrasi pemerintah di unit kerja masing-

masing dengan POS AP Generik Ketatausahaan sesuai dengan 

Keputusan Menteri ini. 

KETIGA     :  Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 386/P/2019 

tentang Prosedur Operasional Standar Administrasi 

Pemerintahan Generik Ketatausahaan di Lingkungan 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 
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KEEMPAT Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Salinan sesuai dengan aslinya, 

Kepala Biro Hukum 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 10 Juni 2021 

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, 

RISET, DAN TEKNOLOGI 

REPUBLIK INDONESIA, 

TTD. 

NADIEM ANWAR MAKARIM 

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, 

Teknologi 

n1 

0221988032001 
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SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 125/M/ 2021
TENTANC
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINTSTRASI PEMERINTAHAN
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOCI

GENERIK KETATAUSAHAAN KEMENTERIAN

DAF'TAR PROSEDUR OPERASIONAI STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN GENERIK KETATAUSAHAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Nomor Bidang Nomor Judul POS AP

A 4.1 POS AP Revisi Anggaran ke DJA/DJPB

4.2 POS AP Revisi Anggaran KPA

A.3 POS AP Penyusunan RKAKL Satuan Keda

A.4

4.5 POS AP Penyusunan Laporan Kinerja Satuan Kerja

A.6 POS AP Pengumpulan dan Pelaporan Data Kinerja Satuan Ke{a

POS AP Pengukuran Data Kinerja Satuan Ke{a

4.8 POS AP Pemantauan Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Satuan Keda

A.9 POS AP Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Satuan Kerja

A. 10 POS AP Pelaksanaan Revisi Informasi Kinerja Satuan Kerja

4.1 1 POS AP Evaluasi Capaian Target Rencana Strategis Satuan Kerja

A.12 POS AP Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Mandiri Satuan Kerja

B KEUANGAN 8.1 POS AP Pendaftaran Internet Banking Untuk Pembayaran Atas Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara

8.2 POS AP Pendebitan Rekening Bendahara Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu

B.3 POS AP Penetapan dan Penerimaan Pemegang Kartu Kredit Pemerintah dan Administrator Kartu l(redit
Pemerintah

8.4 POS AP Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah

E}.5 POS AP Penyerahan Kartu Kredit Pemerintah

PERENCANAAN

POS AP Penyusunan Program dan Anggaran Tahunan
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Nomor Bidang Nomor Judul POS AP

B KEUANGAN POS AP Aktivasi Kartu Kredit Pemerintah

8,7 POS AP Kenaikan Batasan Belanja Kartu Kredit Pemerintah

8.8 POS AP Permintaan Uang Persediaan (UP) Kartu Kredit Pemerintah

E}.9 POS AP Permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) Kartu Kredit Pemerintah

B. 10 POS AP Pertanggungiawaban Uang Persediaan (GUP) dan Tambahan Uang Persediaan (F'IUP) Kartu Kredit
Pemerintah

8.11 POS AP Penggunaan KKP

B.t2 POS AP Pembayaran Tagihan Kartu Kredit Pemerintah

B. 13 POS AP Penyelesaian Keterlanjuran Pembayaran Tagihan Kartu Kredit Pemerintah

B.t4 POS AP Penarikan Kartu Kredit Pemerintah

B. 15 POS AP Pembayaran Penyalahgunaan Tagihan Kartu Kredit Pemerintah

E}.16 POS AP Pelaksanaan Kegiatan

B.17 POS AP Pertanggungjawaban Kegiatan

E}.18 POS AP Pencairan Uang Persediaan (UP)

8.19 POS AP Permohonan Tambahan Uang Persediaan (TUP)

8.20 POS AP Revolving Dana Ganti Uang Persediaan (GUP) dan Pemenuhan GUP Nihil

B.2t POS AP Revoving PIUP/POS Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan (PIUP)

8.22 POS AP Pencairan Langsung Bendahara Pengeluaran (LS - BP)

POS AP Pencairan Langsung Pihak Ketiga (LS - Pihak Ketiga)

C KEPEGAWAIAN POS AP Verifikasi dan Validasi Data PNS Yang Mencapai Batas Usia Pensiun (BUP

c.2 POS AP Pengusulan Pemberhentian PNS Yang Akan Mencapai Batas Usia Pensiun

\-..1 POS AP Pemberhentian PNS Selain Yang Akan mencapai Usia Pensiun

8.6
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Nomor Bidang Nomor Judul POS AP

C KEPEGAWAIAN c.4 POS AP Pengusulan Pindah/Mutasi Jabatan Antar Unit/lnstansi (Unit Kerja Penerima)

c.5 POS AP Penerimaan Pindah/Mutasi Jabatan Antar Unit/lnstansi (Unit Kerja Pemohon)

c.6 POS AP Pengusulan Pindah Jabatan/Mutasi Jabatan di Internal Unit Kerja

c.7 POS AP Pembuatan Karpeg dan Karis/Karsu

POS AP Pengusulan Kenaikan Pangkat

c.9 POS AP Pengajuan dan Pemrosesan Usul Cuti Pegawai

c.10 POS AP Pengusulan Pengaktifan Kembali Dari Tugas Belajar Pegawai dan Cuti Di Luar Tanggungan Negara

c. 11 POS AP Pemrosesan Usul Pemberian Penghargaan Pegawai

POS AP Pengusulan Dokumen Kepegawaian pada Sekretaris Unit Utama/Badan

D KtrTATALAKSANAAN D.1 POS AP POS PenJrusunan Dokumen Prosedur Operasional Standar

D.2 POS AP Pengusulan Kebutuhan Jabatan

D.3 POS AP Pelaksanaan Evaluasi Organisasi

E, KtrRUMAHTANGGAAN E.1 POS AP Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban

8,2 POS AP Pelayanan Tamu Pimpinan

E.3 POS AP Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan Kantor

8.4 POS AP Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

8.5 POS AP Peminjaman Sarana dan Prasarana Kantor

F BARANG MILIK NtrGARA (BMN) F.2 POS AP Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara

t'.J POS AP Pendistribusian Barang Milik Negara

F.4 POS AP Pembukuan Barang Milik Negara

F.5 POS AP Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara

c.8

c.12
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Nomor Bidang Nomor

F BARANG MILIK NEGARA (BMN) F.6 POS AP Penyusunan Laporan Barang Milik Negara

T.7 POS AP Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara

F.8 POS AP Inventarisasi Barang Milik Negara

F.9 POS AP Penataan Daftar Barang Ruangan (DBR)

F.10 POS AP Pemindahtanganan Barang Milik Negara

G PERSURATAN DAN KEARSIPAN G.1 POS AP Pemrosesan Surat Masuk

POS AP Pemrosesan Surat Keluar

G.3 POS AP Pemindahan Arsip

POS AP Pemusnahan Arsip

G.5 POS AP Pengelolaan Arsip Aktif

G.6 POS AP POS Pengelolaan Arsip Inaktif Tidak Beraturan

Judul POS AP
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A. POS AP Btdang Perencanaan
A.1. POS AP Revtst Ke DJ DJPB

Nomot POS AP
Tanggal Pombuatan
Tanggal Revlsl
Tsnggal Efektlf
Dlsahkan oleh

Nama FOS AP : Revlsl Anggeran ke DJA/DJPB
Dasar Hukum: KualtltLast Pelaksanal

l.Memaiami prosedur pelaksanaan revisi anggaran
2.Memahami tugas dan fungsi unit keia
3.tr4emahami peraturan dan ketentuan yang berlaku

1, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
2. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penlrusunan Rencala Kerja dan Anggaran Kementerian

Negara/Lembaga
3. Peraturar Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelalsanaan Anggaian Pendapatan dan Belanja Negara
4. Peraturan Pemedntah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dE r Penganggalan

Pembangunan Nasional
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2Ot2 tentang

Penlrusunan Standar Opeasiona.l Prosedur Administrasi Pemerintalan
6. Peraturan Mented Keuangan Nomot 2OB 1PMK.)2l2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2021
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telai diubah dengan Peraturan Mented Pendidikan dan Kebudayaal Nomor
9 Tahun 2O2O tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaar Nomor 45 Tahun 2019 tentang
Organisasi dan Tata Keda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

8. Peraturan Mented Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 17 tahun 2020 tentang perubalan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46
tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kemente an Pendidikan dan Kebudayaan

Peralatan/ Perlengkapan:Keterkaltan:
1. Disposisi
2. Usulan Revisi Anggaran dan Konsep Revisi Anggaran
3. Konsep Revisi Anggaran yang diparaf
4. Hasil Reviu Revisi Anggaran
5. Usulan Revisi Anggaran yang sudah ditandatangan

Pencatatan dan Pendataan:Perlngatan:
1. Pelalsana bertanggung jawab atas pelal<sanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikatagorikan sebagai

bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana

Dicatat dalam berkas kearsipal masing-masing unit kerja secaia elektronik
dan/atau manual

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

1- POS AP Pemrosesan Surat Keluar
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POS AP Revisi An n ke DJA/DJPB
Pelaksana Mutu Baku

No. Largkah Kegiatan
Penyuaun Retrcana

Keglatan dan Anggaran/
Penyusulr Program,

Anggaran, dan
Pelaporan

Kelengkapan Waktu Xeluaran
loutputl Keterangan

Kepala Subbagian/
Kepala Baglan

Tata Usaha

I Mendisposisikan tugas ke
Subbagian/ Kepala Bagian Tata
untuk melakukan revisi anggaran

Kepala
Usaha

revlstUsulan
anggaran

1O Menit Disposisi, usulan
revisi anggaran

2 Mempelajari disposisi revisi anggaran Disposisi, usulan
revisi anggaran

2 Jam Disposisi, usulan
revisi anggaran

3 Melakukan koordinasi
Penanggungjawab Teknis
melakukan revisi anggaran

dengan
untuk

Disposisi, usulan
revisi anggaran

2 Jam Disposisi, usulan
revisi anggaran

4 Konsep usulan
revisi anggaran dan
Data Pendukung

Menyiapkan dan memproses Konsep
usulan revisi alggaran

Lembar Disposisi,
Surat usulan revisi
anggaran dan data
dukung

3 jam

5 3 jam Revisi
yang

Konsep
anggaran
diparaf

Memeriksa dan memverifikasi Konsep
usulan revisi anggaran

Revisi
yang

Konsep
anggaran
diparaf

6 3 jam Revisi
yang

Konsep
anggaran
diparal

Memeriksa dan
usulan revisi

memverifikasi Konsep Revisi
yang

Konsep
anggaran
diparal

7 Merevisi dan mereviu Konsep usulan revisi
anggaran bersama Biro Perencanaan dan
APIP

Revisi
yang

Konsep
anggaran
diparaf

10 jam Hasil reviu Konsep
Revisi anggaran

t_L

-- t
Mengirim konsep usulan revisi anggaran
ke Setjen untuk ditandatangani

1O Menit Usulan
anggaran
sudah
tangan

Revisi
yang

ditanda

Keterkaltan:
POS AP Pemrosesan
Surat Keluar

Hasil reviu Konsep
Revisi anggaran

() Mengunggah dokumen revisi anggarar
pada aplikasi keuangan yang relevan

Revisi
yang

ditanda

Usulan
anggaraln
sudah
tangan

1 jam Tanda Terima dari
Pusat layanan L)JA

xepala Satker

8
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A.2. POS AP Revisl Anggaran KPA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Nomor POS A?
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektlf
Disahkan oleh

Nama POS AP : Revisi Anggaran KPA
Dasar Ilukum: Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2OL7 tenlall.g Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2018

2. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/ l,embaga

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatal dan
Belanja Negara

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Penl.rlsunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahar

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.O2 /2O2O tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2021
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaal Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Orga,nisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 tahun 20 19 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di
Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 tahun 2020 tentarg perubahan atas Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Ker;a di Lingkungan
Kementerian Pendidikan dal Kebudayaan

1 . Memahami prosedur yang dilaksanakan dalam revisi anggaran
2. Memahami tugas dan fungsi unit kerja
3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

1. Data Pendukung (KAK, RAB dan ADK RKAKL)
2. Disposisi
3. Surat Usulan Revisi Anggaral
4. Konsep Revisi Anggaran
5. Hasil ADK, TOR, RAB (semula menjadi)
6. Dokumen Revisi Anggaran yarg disetujui

Perllgatan : Pencatatan dan Pendataan :

1 . Pelaksala bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukal dan ditetapkan
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, wa-ktu maupun output dikatagorikan

sebagai bentuk kegagalan yang ha-rus dipertanggungjawabkan oleh pelaksala

Dicatat dalam berkas kearsipan masing-masing unit kerja secara elektronik
dan/atau manual
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POS AP Revisl KPA
Pelaksana

Mutu Baku

No. Langkah Keglatan

PPK Kepala Subbagian/
Kepala Baglan

Tata Usaha

Penyusun Rencana
Xeglatan dan

Anggaran/
Penyusun Program,

Anggaran, dan
Pelaporan

KPA Nelengkapan Waktu Keluaran
loutputl

Keterangan

1 10 Menit Surat usular]
revisi anggararr

Mengusulkan revisi alggaral ke
Kepala Subbagian/ Kepala Bagran
Tata Usaha

Data Pendukung
(KAK, RAB dan
ADK RKAKL)

2 Surat usulan
revisi anggaran
dan Disposisi

Mempelajari usulan revisi angga,ran
dan menginstruksikan ke
pelaksana untuk diproses

Surat rrsulan revisi
anggaran

1 Jam

3 Memproses usulan revisi anggaran
dalr menyera-hkan pada Kepala
Subbagian/Kepala Bagian Tata
Usaha

Disposisi, Usulan
Revisi Anggaran,
Data dukung

5 Jam Konsep Revisi
Anggaran dan
Data Dukung

I Memeriksa dal memverifikasi
konsep usulan revisi anggaran

Konsep Revisi
Anggaran dar Data
Dukung

2 jarr, Konsep Revisi
Anggaran dal
Data
Pendukung

Menyetujui dan menandatangani
usulan revisi anggaran

Konsep Revisi
Anggaran dan data
dukung

2 jarr, Revisi
Anggaran yang
disetujui

6 Melal<ukan proses unggah
dokumen revisi anggaran pada
aplikasi keuangan yang relevan

Hasil ADK, TOR,
RAB (semula
meniadi)

1 jam Revisi
Anggaran yang
disetujui

5

jdih.kemdikbud.go.id



A.3. FOS AP PenyuaunEn flI,(A.KL Satuan Nerja (Sstk€r)

KEMENTERIAN PENDIDIXAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Nomor POS AP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revtui

Tanggal Efektlf
Disahkan oleh

Nama POS AP : Penyuaunan RKA-KL Satuan Kerja (Satkerl
Dasar Hukum:

1. Undarg-Undang Nomor l5 tahun 2017 tentarg Anggaran Pendapata.n dan Belaija Negara Tahun Anggaran 2018
2. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang PenJN sun.rn Rencaia Keia dan AngSaran Kementerian Negara/Lembaga
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 talun 2013 tentarlg Tata cara Pelalsanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17'la}r]un2Ol7 tentanq Sinkrolisasi Proses Perenca.traan dan PenAa.nqgaran Pembangunan Naslonal
5. Peraturan Mented Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Refomrasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentaI]g Pen].usunan Staidar

Operasional Prosedur Administrasi Peme ntahan
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentalg Tata Cara Revisi Anggara! Tahun 2021
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaa! Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi da,t Tata Kerja Kemente an Pendidikan

dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah denga-n Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaa.fl Nomor 9 Taltun 2020 tentang
pembahal atas Peraturan Mented Pendidikar da.n Kebudayaar Nomor 45 Tahun 2019 tenta.lrg Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan da! Kebudayaan

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaai Nomor 46 tahun 2019 teotang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkunga! Kementerian
Pendidikai dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 tahun
2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit
lteda di Lingkungan Keaenterian Pendidikafl da.n Kebudayaan

1. Mematrami prosedur yang dilaksanalan dalam pen]'usuna.fl RKA-KL Satker
2. Memahami lugas dan fungsr unir orSanisasi
3. Memahafli peratura! dan ketentuan yang berlaku

Keterkaltan: Peralatan/Perlengkapsn :

1. Disposisi
2. KAK da! RAB
3. Konsep RKAKL
4. Peraturan yang berlaku
5. Pagu Anggaran
6. RKAKL

Pedngatad : Pencatatan detr Pendetaatr :

1. Pelalsana bertanggung jawab atas pelaksanaan altivitas yang telah dibalukan dan ditetapkan
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu bal<u terkait perlengkapan, wattu maupu[ output dikatagorikarr sebagai bentuk kegagalan

yang harus dipertanggungiawabkan oleh pelaksana

Dicatat da.lam berkas kearsipan masing-masing unit keia secara elektronik dan/atau
marual

lKualtlikart Pelaksena :

jdih.kemdikbud.go.id



POS AP Pcnyusunan RI{AKL Satuan Kerja {Satket)
Pelaksana Mutu Baku

No. Langkah Keglatan
Nepala Satker Kepala Subbaglan/

Kepsla Baglan
Tata Usahs

Penyuaun Rcncana
KeglataD dan Anggarsn/

Pcnyuaun Progtam,
Angga.eu, dan Pelaporan

Ketengkapan Waktu Keluaran
loutputl Keterangan

1 Menginstruksikan Kepala Subbagian Tata
/Kepala Bagian Tata Usala untuk
men),usun RKAKL Satker

Disposisi, Pagu Anggaran 10 Menit PaguDisposisi,
Anggaran

2 Menyiapkan bahan
penyusunan RKAKL Satker

pembahasan Disposisi, Pagu Anggaran 2 jam PaguDisposisi,
Anggaran

3 Menyusun konsep RKAKL sebagai bahan
pembahasan

Disposisi, Kertas Kerja,
Rl(A Satker, KAK, RAB,
dan Data Dukung dari
masing-masing kelompok
kerja

25 jam konsep RKAKL dan
Data Pendukung

waktu
menyesuaikan
jumlah output

.1 Memeriksa konsep RKAKL konsep RKAKL dan Da
Pendukung

5 jam konsep RI(AKL yang
disetujui

Memeriksa konsep RKAKL konsep RI(AKL dan Data
Pendukung

5 jam konsep RKAKL yang
disetujui

(i Membahas dan mengkompilasi
RKAKL bersama dengan
Perencanaan/Sestama

konsep
Biro I

t _+_ L konsep RKAKL
disetujui dan
Pendukung

yang
Data

5.jaDl RKAKL dan
Pendukung
dan RAB)

Data
(KAK

7 Finalisasi RKAKL RKAKL dan
Pendukung (KAK
RAB)

Data
dan

5 jam RKAKL dan
Pendukung
dan RAB)

Data
(KAK

ii Melakukan proses entry data RKAKL pada
aplikasi keuangan yang relevaa

RKAKL dan
Pendukung (KAK

RAB)

D data yang telai
diinput pada
aplikasi keuangan
yang relevan

dan
10 jam

jdih.kemdikbud.go.id



A.4. POS AP Pen nan Pro am dan An Tahunan

Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Nama POS AP ; Penyueunan Program dan Anggaran
Tahunan

Dasar Hukum : Kuall{ikasl Pelaksana :

1. Undalg-Undang Nomor 15 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 20 18
2. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penlusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/kmbaSa
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata cara PelaLsanaan Angga-ran Pendapatan dan Belanja Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan

Nasional
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apaiatur Nega-ra Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pen).usunan

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintaian
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.O2|2O2O tenta,j.gTata Caia Revisi Anggaran Tahun 2021
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2Ol9 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaa-n sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Talun
2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

8. Peraturan Menteri Pendidikan darl Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas di lingkungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dart Kebudayaan Nomor 17
Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Rincian
Tugas Unit Kerja di lingkungan Kementeriar Pendidikan darl Kebudayaarr

1. Memahami prosedur penyusunan anggaran tahunan
2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja
3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku

Keterkeltan: Peralatan/Pedengkapan :

1. Konsep data rencana kerja
2. RKAKL

3. Lembar disposisi
4. Rencana pelaksanaan anggaran dan kegiatan/rencala kerja tahunal

Peringatan: Pencatatan dan Pendataan :

1. Pelakssna bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikatagorikan sebagai bentuk

kegagalan yang haius dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

Dicatat dalam berkas kearsipan Unit Keia secara elektronik darl/atau manual

Nomor POS AP l:
Tenggal Pembuatan l:

jdih.kemdikbud.go.id



POa AP Pcnjro.unan ProAhf d.n Arya.*n'r.hun.n

P.dltuu. PtoanE, &aa.nn,
.1.! Pcl.porn/Pclyu.u.

R.!c.6q ltctt.t.n d.n Aa4.no

M.mb.rll.i, disposili kcpada Xcpala Batian/(cpala
Subba8lan Tata Ulaia untuk mcmbuat rcncana
pclahanaan angaran dsn kc8iatan/Encana k.ja

Kons.p dalA rcncana kcrja,
Rr,Al(L, dD lcmbsr disposisi

Konscp dala rencsna kcrja,
RKAKL, dan lcmbar disposisi

2 Mcmb.rikan dispolisi kcpada Pcnwsun Progam,
Ang8sran, dan P€laporan/Pcnyusun Rcncana K€Siatan
dan Anggaran untuk m.mbuat rcncana pclaksanaan
angtaran dan kcSiatsn/r.nc6na kcrja rahunan

Konsp data rencana ker.ja,
Rr.{KL, dan lembar disposisi

Kon$p dala rcncana kerja,
RI{A(1, dan lcmbar disposisi

3 M.ngumpulkan data dan informqsi dari
Pcnanggungjawab Teknis untlrk menyusun ren@a
pelaksanaan an&taran dan kedatan/rencana kella

(onsep data r€ncma kerja
dan RKAIL

Konscp data rcncana kerja
dan RKAKL

.l M.nyusun dan mengqjukan dral rencana pclake@n
anASaEn dan kcgtatan/rcncana kerja s€tiap awaL
tahun setclah DIPA dit.rapkan. Rencana peLakssiaan
a.aSaran dan kegiatqn scsuai DIPA/RKAKL
disampaikan k.pada Kepala Subbaaian/Kepala Bagian

Kons.p data rcncana kcrja
dan RrAKL

2 Hari lierla R.ncana pclaksanaan
anSSaran dan Rr!AKL

Mcn.laah k.ssuaian rcnca.a p.laksanaan anAeamn
dan keSiatan/rcn.ana kcda tahunar bcrdasarkan

Rencana p€laksaan
anSaaran do
kegatan/rcnma k .ja
tahunan dan RhaAI(L

2 Hari Kerja Rcncana p€laksanaan
qnSaaran de
kcsiatan/r€ncana kcrja
tahunan dan RKAKL

Mcmedksa dan mcnctapkan rcncana pclakanaan
an&aaran dan kcsiatan/r€ncana kcria tahunan untuk
dijadikan pcdoman pclaksanaan anSgamn dan keg'atm
Unit Kcrja dalam satu tahun an8SEmn b.rjalm.

Rcncana pclaksanaan
angaaran dan
ke8iatan/rencana kcrja
tanunan dsn RKAKL

Dokumcn
pclaksanaan anSSaran dan
kcgiatan/rcncana kerja
lahunan dan RKAKL yang

7 Mcnerima rcncana pclaksanaan anggaran dan
keSiatan/rencana k rja tahunan yanA telah ditetapkan
oleh(epala Unlt Ker.la scbagal KPA dan menyampaikan
kepada Penang{tu n8jawab 'Ieknis

Dokum.n
pelakan@n anggaran dan
kcsiatan/rencana kerja
tahunan dan R(AKL yang

Dokum.n
p.laksanaan angaarm dan
kcsralan/rencana kerja
tahunan dan R(A(L yang

M.ncrtma r€ncana pclalsanaan anggamn dan
keSiatan/r.ncana kcrja tahunan yang tclah dt€tapksn
olch K.pala Unit Kcda s€bagai KPA dan mcnlampaikm
kcpada Pcnlrsun pmSram, AnSBaEn, dan
P€laporan/Pcnyusun Rcncana Kc8iatan dan AnggaEn

Dokumcn
p€laksanaan anSaaran dan
kearatan/r€ncana kcrja
tahunan dan RKAKL yang

Dokum.n
pclaksanaan anSSaran dan
k.giatan/rcncana kerja
bnunan dan RKAKL Jan8

M.ncrima rcncana pclaksanasn anggaran dan
k giatan/rcncana kcrja tahunan yang t.lqh
ditandatanSani olch Xcpala Unit K.ia sbaAai KP.
Kcmudian mcnganal'3i0 rcncana kerja t8}lunaD masinS
masins subtansi/pokja/bidang, mcnyusun'IOR flm
of ReJele^ce) dan RAB (Rcncana Anaaamn Biaya) dan
mcnSinput RAB kc dalam aplikasi kcuanaan yanS

Dokumcn
pclalsaan anggm dan
kesiatan/r€n@a k.rja
trhunan dan RKAKL yant

I Hari Kcrja Dokumcn
pclaksanaan antaaran dan
kc8ialan/rcncana k rja
tahunan dm RKAKL ymg

I
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A.5. POS AP Penyusunan Laporan Klnerja (Lakir) Satuan Kerja (Satker)
Nomor POS AP

Tanggal PerDbuataa

Tanggal Revlsi

Tanggal Efektlf
Disahkan Oleh

Penyusunan Laporan Klnerja (Lakinl Satuan Kerja
(Satker)

Kuallfikasi Pelakaana :Dasar Hukum :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012

tentang Pedoman Pen),'usunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reiormasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014

Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
lnstansi Pemerintah

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja
di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Sistem Akuntabilitas
Kineda di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

1. Memahami prosedur penyrrsunan Lakin satker
2. Memiliki kemampuan dalam pengoperasian komputer dan teknologi informasi
3. Memiliki kemampuan dalam penulisan
4. Telah mengikuti pendidikan dan latihan penJrusunan Lakin satker
5. Mampu berkoordinasi dalam penyelesaian pelaksanaan tugas

Keterkaitan: Peralatan/Perlelrgkapan :

1. Dokumen rencana strategis dan perjanjian kinerja unit kerja, Laporan Kinerja
unit kerja

2, Dokumen pengukuran kinerja beserta analisisnya
3. Komputer/Printer/Scanner
4. Jaringan internet
5. Data kinerja dari sumber lain yang terkait

Perlngatan : Pencatatar dan Pendataan :

1. Apabila laporan kinerja terlambat dibuat maka unit kerja tidak diikutkan dalam evaluasi dan
pemeringkatan SAKIP

2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikatagorikan
sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana

" 
pFlalza4ha harfardorha i,n,^h ef.r hplaL.ane.n 

^Lfir,ifas 
i,ahd fFlah /lihaLirLah .{r6 ;ifFtahL.-

Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan masing-masing unit kerja secara
elektronik dan/atau manual

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Nama POS AP

1. POS AP Pemrosesan Surat Keluar

jdih.kemdikbud.go.id



Pos AP Pcnyu.unan Lcporan KlnerJr (LAxIItl S.tust lterja {satker}

No. Largkrh Keglata[

Mutu Baku

Xctcrangan

Kcpela subbegl.n/
Kcp.la B.gtrn
T.t. U3ah.

PonS.loh D.ta
PGlek ra.rn
Program den

AnS8rrrn/PcnSohh
Drt.

Pcnyurun Pro8rsli,
An88..rr.n, datl

Pclepor.n/ AnetL
P.rcrcr[.aa,
Ev.lua.l, den

Pcl.porrn

Ttm Rcvlu Lal.ln
Satkcr

Kepala
Satk€t

Pcnladalnlrtn l
Anggsran/

Pcngedmlnlrtr.rl
Uaua

Kclcngkapan Waktu Kclurrar
loutputl

I Menganalisa kemudian
meogkoordinasikan penyusuflafl konsep
l.akin Satker dengan Pcn]-usun Program,
Angg6-ran, dan Pelaporan / An6lis
Perencanarn, Evaluasi, dan Pelaporan dan
Pengclola Data Pelaksanaan Program dan
AnSgaran

Dokumen
Perjanjian
Satker,
dokumen
RKAKL,

Lakin

Kin.da
Renstra,

dan
tentarrg

5 hari Hasil ana.Lsis
capaiafl kineda

') Menyusun konsep Lakin Satker sesuai
peraturan perundangan yang berlaku dan
menyampaikannya ke Kepala
Slrbbagian/Kepala BaSian Tata Usaha

j Hasil analisis
capaign kinerja

5 hari Konsep
Satker

Lakin

3 Menerima dan memeriksa kodsep Lakin
dan menyampalkannya kc Tim Reviu Laldn
Satker

Konsep
Satker

Lakin I hsri Konsep
Satker

Lakin

Melakukan reviu atas konsep L€kin Satker Konsep
Satker

Lakin 2 hari hasil rcviu
trkin Satker
dan formulir
pemyataan
telah direviu

5 Menerima, m€meriksa dart mengesahka.n
konsep Lakin Satker

hasil reviu Lakin
Satker dan formulir
pemyataan telah
direviu

I hari Konsep
Satker

l,akin

o Menerima hasil Lakin Satker yaflg telah
ditandatangani oleh Pimpina.n Satker dan
memerinla}ksn Pen8admtnistrasl
Angga-ran/PeDgadministrasi Umum untuk
mengarsipka.n Lakin Satker

Lakin Satker 30 menit I-akin Satker

7 Menyamparkan hasil Lakin Setker ke Biro l.akin Satker 30 menit Lakin Satker Kctcrk ltrn:
POS AP

Surat Keluar

jdih.kemdikbud.go.id



A.6. POS AP Pe dan Pela Date Ki Satuan Sat
Nomor POS AP
Tanggal Pehbuatan
Tarxggal Rcvkt
TangSal Efcktif
Disahkan oleh

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Nama POS AP . Peaguhpulan datr Pelaporan Data Nlnerja Satuan' Kerla {Satketl
xuallflkasi Pelaksana iDasar Hukum :

1. Memahami tata cara peogumpulan dan pelaporan data kinerja satker
2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja
3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku

I Pereturan Pcmerinteh Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara PenSendalian dan Eveluasi Pelaksanaen Rencana Pembengunan
2 Peraturan Pemerintqi Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penvusunan Reocana Keria dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
3 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4 Peraturan Menleri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kineda Anggaran atas Pelaksanaan Rencana

Ke4a dan AngSaran Kementc an Negara/l,embaga
5 Peratutan Menteri Keua.ngan Nomor 195/PMK.O5/2O18 tentang Pmonitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerisn

Ncgara/kmbaga
6 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunar Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nortlor 5 Tahun 2018 tentang

Tata Cara Penlrusunan Rencana Kerja Pemerintah
7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kcmenterian Pendidikan dan

Kebudayaan sebaSaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan
atas Peraturan Menteri Pendidikan dsn Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Keda Kernenterian Pcndidikan dan
Kebudayaan

8 Peraturan Mcnted Pendidikan dan Kebudayaan Nooo! 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tlrgas Unit Keda di Lingkungan Kemeoterian
Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidiken dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2020
lentanS perubahan atas Peraturan Meflteri Pendidikad dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian T\rgas Unit Kerja di
Lingkungan Kementeaian Pendidikan dan Kebudayaan

9 Peraturan Mented Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Ketuenterian Pendidikan dan
Kebudayaan Tahun 2O2O -2024

Keterkaltan: Peralatan/Perleugkapan :

1. POS AP Pemrosesan Surat Masuk 1. Surat permintaan target dan capaian knerja satker
2. Disposisi
3. Capaian kinerja satker
4. Daftar target kineda (keuangao dan lisik)
5. Laporao Target Kinerja (Keuangan dan fisik)

6. Aplikasi Pelaporafl
7. Dokumen target kinerja satker

Perlngatan ! Pencatataa dan Pendataan :

I. Pelaksana bertanSgung.jawab atas pelaksanaan aldivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan
2. Segala bentuk penyimpangsn atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu, maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang

harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana

Dicatat dalam berkas kearsipan masing-masinS unit keda secara elektronik
dan/atau manual

jdih.kemdikbud.go.id



POS AP Pengumpulan dan Pelaporan Data Klnerja Satker

l{o.

Mutu Baklr

Ket€rangan

Keplla Kepala Subbagtan/
repala Bagl.n

Tata Uraha

Poryurun P"ogtam,
A,Bgaran, dan

Pelaporan/AnaUr
P!!encanaan,
Evalu.rl, dan

Palaporatr

Pcngolah Data/
P.n86lola Data

Pelaklsra.n Program
dan Angg.ran

P.ngadmlnl.tE.l
AngSaran/

P€ngadmlnlrttad
Umum

Kel€nEkapan
(outputl

1 Menerima dan menelaah surat pemintaan
target dan capaian kinerja satker seia
meminta Kepala subbagian/Kepala Bagian
Tata usaha untuk menylrsun target dan
capaian kin€rja satler pada aplikasi p€laporaD

surat permintaan targ€t
dar caFian kineda satler

Disposisi dan Surat
p€.mrltaan t€r8et
dan capaian kinerja

POS AP Pemmscsan

2 Menerima disposisi dari pimpinaD satker
untuk menvusun target kinerja (keuangan
dan fisik) satk€r di 1evel rincian ourput dan
komponen pada aplikasi pelaporan ,ang

Disposisi dan Surat
Frmintaan target satler
dan capaian kineda satker

Disposisi dan Surat
permintaan target
satker dan capaian

3 Menyusun tarset kineda (keuansan dan fisik)
satr<er di level rincian output dan komponen
pada apllkasi pelaporan yang relevdl

I

Disposisi dan Surat
pemiltaan taryet satker
dan capaian kine4a satker

2 hari Daftar tara€t kinerja
(keuansan dan fisik)

Menerima da. memedksa tarSet kineda
(keuansan dan fisik) di level dncian output
dar komponen pada aplikasi Pelaporan
Kenendikbud unruk dipen-ksa dsn dnerirrkasi

Daftd target kinerja
(keuansan dan fisik)

Daftar tarSet kineta
(keuangan dan fisik)
dan konsep laporan
target kinelja

Menerima dan merneriksa konsep laporan
tarset kinerja (keuangan dan Iisik) di level
rin.En oLtplt dan komponen pEdA apukssi
Pelaporan untuk diperiksa dan disetujui

Daftar taryet kineia
(keuangan dan fisik) dan
konsep lapolan taraet
kineia

Kinerla
dan fis ()

Target
(Keuansan

Memerintahkan Penyusun Prc8IIm,
Anggaran, dan Pelaporan/ Analis Perencaoaan,
Evaluasi, dan Pelapora dan Pengolah
Data/Pengelola Data Pelaksanaan Proaram
dan Anga8rEn unruk mer8isi targer kineqa
rkeusnasn dan lisik, satker pada aptikasi

laporan target kinerja

7 Mensisi target kinerja (keuansan dan fisik)
sa*er P3d8 Eplikasi targel kinerja
Kementerian Keuanaan

t

L

target kineta
{keuansan dan tsik)
satke, yang telah
tedsi pada aplikasi
tarset kineda

waktu dapat disesuaikan
denam kondisi
penarikan dara kine4a
pada aplilasi taryet
kherja Kementeflan

a Melaporkan tarset kinelja (keuangan dan fisik)
satker pada aplikasi pelaporan dan
memberjkan dokumen target kircrja satker
kepada pengadministrasi

tarSet kineda (k€uansan
dan fisil() satker yang
tekn terisi pada aplikasi
tarset kinerja
Kementerian Keuangan

lsporan yang telah
diunggah ke aplilasi
taraet kinerja

9 Mengarsipkan laporan target
(keuaneqn dan fisik) satker

dokumen target kineda dokumen laporan
taraet kinerja satker

Langkah Kegtatan

__l

i

I
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A.7, POS AP Pengukuran Data Kinerja Satuan K a (Satker)
Nomor POS AP
Tanggsl Pembuatan
Tanggel Revlsl
Tanggel Efektif
Di8ahkan Oleh

Nama POg AP Pengukuran Data Klnerja Satuan Kerja (satker)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Kualllikasi Pelaksans :Dasar Hukum :

1 Peraturan Pemedntah Nomor 39 T6hun 2006 tenta.ng Tata CaIa PenSendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

2 Peraturan Pemednteh Nomor 90 Tahun 2010 tentang Pen],usunaJr Rencana Kerja darr Anggaran Kementeda! Negara/ LembaSa

3 Peraturan Menteri Keuangan No@or 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kineaa Anggarsn atas Pelaksanaan
Rencana Kerja dan AngSaran Kementerian Negara/ tambaga

4 Peiaturan Mented Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring darr Evaluas Pelaksanaan Anggaran Belanja
Kementerian Negara/ t embaga

5 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencaraan Pembangunan Nasiona.l Nomor 5 Tahun
2018 tentanS Tata Cala Penjrusunan Rencana Kerja Pemerlntai

6 Peraturan Menteri Pendidikai dan Kebudayaan Noaor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Keda Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peratulan Menteri PendidikaJr dan Kebudayaa.n Nomor q Tahun
2020 tentang perubahahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi da-n
Tata Keda KeEenterian Pendidikan da, Kebudayaan

7 PeraturaJr Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 tahun 2019 tentalg Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan
Kementelian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubal dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 17 tahun 2020 tentar8 perubalan atas Peraturan Mented Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 tahun 2019 tentang
Rinciarl Tugas Unit Kerja di Lingkunga! Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Talun 2020 tentalg Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Tahun 2O2O -2024

1. Memaiami tata ca.ra evaluasi pengukuran data kinerja satker

2. Memaiami tugas pokok dan funSsi unit kerja
3. Memalami peraturai dan ketentuan yang berlaku

Keterkaltan: Peralatan/Perlengkapal :

I Disposisi 8. Aplikasi Pelaporan
2 Surat Permintaa! Laporan
3 Data capaian kinerja
4 Hasil evaluasi atas inputan data satker
5 Hasil evaluasi atas inputan data satket
6 Hasil kons€p rekomendasi t-indak lanjut atas hasil nilai kineia EKA dat! IKPA satker

7 Laporan hasil evaluasi kinerja
Pencatatan dan Pendataan :Peringatan:
Dicatat dal6.a berkas kearsipan oasinS-masing unit kerja secara elektronik dan/atau
Itranual

1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaatr aldivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan
2. Segala bentuk penyiEpangan atas mutu baku terkait perlenSkapan, waktu, maupun output dikategorikan sebagai bentuk

kegaga.lan yang harus dipertartggungjawabkan oleh pelaksana

jdih.kemdikbud.go.id



POS AP Data a Satuan

Mutu Baku

Langkrh Kcglatan

Kcp.la Satker

Ketcranaan

xcpd. Aubb.Slan/
KGp1h BrgLn Tat.

Urrh.

PGnyuaun Progrrrn,
ArSguan, d.n

Pcl.porrn/Amlls
PcrctrcDlaa['
Eva.luarl, dra

Pcl.poraa

P.ngoleh D.t./
Pcaa.loh Drt.

Pcl.Ltrman Protrrm
d.n Ang8arrn

Pcrrgadmlnl.tra.l
Argg.rrr/

Pc nSrdmlntttrr.t
Umum

Xelengkrpan Waktu
lottputl

1 Menenma sural permintaan untuk
mengisi capaian kinerja pada aplikasi
pelaporan

perrn Lntaarl
laporan

30 menit
laporan
surat Permintaan

'2 Memberikan disposisi kepada Kepala
Subbagian/Kcpa.la Bagian Tata Usaha
untuk menyiapkan data pengisian
capaia.n kineda pada aplikasi
pelaporan

Data capaian kineda
dan surat permintaan
laporan

t5 menir DGposisi, Data
capaian kineda dan
surat permintaan
laporan

.i Memeriksa dan mengevaluasi nilai
capaian penyerapan anggaran,
konsistensi, capaian keluaran,
efisiensi, nilai kineda EKA, dan nilai
IKPA satker pada aplikasi pelaporan

Disposisi, Datacapalan
kineda dan surat
Permintaan laporan

2 hari Hasil ev.hrasi atas
inputan data satker

Memberikan masukan/tanggapan atas
nilai kinerja EKA dan IKPA setker serta
menJrusun rekomendasi kepada
pimpinan satker sebaSai baharr
pembahasan tindak lanjut

Hasil evaluasi atas
inputan data satker

30 menlt masukan / tanSSapan
ates nilei kineda El(A
dan IKPA satker dan
konsep rckomendasi
turdak lanjut atas
hasil nilai kiflcda EXA
den IKPA satker

5 Melaksanakan pembahasan terkait
rekom€ndasi afahan tindak lanjut atas
hasil nilai kinerja EKA dan IKPA

.______{

I

masukan/ tan8Sapan
atas nilai kineda EKA
dan I(PA satker dan
konsep rekomendasi
tindak lanjut atas hasil
nilai kineda EKA dsn
IKPA satker

3 hari hasil konsep
rekomendasi tindak
lanjut atas hasil nilai
kiflerja EKA daJl IKPA
satker

a) Merumuskan hasil pembelasan terkait
rekomendaai arahan tind6* lanjut atas
hasil nilai kinerja EkA d8i IKPA

J hasil konsep
rekomendasi tind€k
lanjut atas hasil nilai
knerja EKA dan IKPA
satl<er

3 hari hasil konsep
rekomendasi tindak
lanjut atas hasil nilai
kineda EKA dan IKPA
satker

7 Mcmcdksa hasil rumusan rckomendasi
tlndak lanjut atas hasil nilai kineda
EKA dan IKPA satker

hasil konsep
rekomendasi tindak
lanjut atas hasil nilai
kineda EL? dan IKPA
satl<er

t hari hasil konsep
rekomendasi tindak
lanjut atas hasil nilai
kinerja EKA dan IKPA
satker

a Memeriksa hasil rumusan rekomendasi
tindak lanjut atas hasil nilai kineria
EKA dan IKPA sstker

hasil konsep
rekomendasi tindak
lanjut atas hasil nilai
kinerja EIG dan IKPA
satker

I hari rekomendasi tindal
lanjut hasil
pemantau6n
pclel€anaan progmm

--_-]

l
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Kete.anaanl{o. Lanakah Kcgtatan

Xcpal, Settcr Kcprle SubbrSl.n/
Kcprle BrSren Trtr

U.aha

Pcnyu.un Progrrm,
Anggeran, dan

Pclapotu/Analt!
Pcacncrnaatr,
EY.lua.l, dan

P.hDoren

Pcngohh Drtr/
Pcngclola Date

P.lakrarsrn Proanh
drr Anggenn

Pcrgadmldlrtnrl
aaA8aren/

P.ngadmlnt.t!a.i
Uttrum

Kelergkapan XGlua.an
lotltputl

9 Mclakukan v.rifikasi data scsuei fa.l(ta
di lapangan

I

rekomendasi tindak
lanjut hasil

pelaksanaan program

I hari laporan hasil verifrkasi
date kineda

10 Melakukan analisis data hasil temuan
di lapanga.n dan menyusun konsep
rekomendasi

laporan hasil lerifikasi
data kinerja

I hari analisis data kinerja

1l Memeriksa konsep rekomendasr
tindaklanjut hasil verifikasi lapangan
serta menyampaikan ke pimpinan
satker

konsep laporan hasil
eva.luasi kineda

analisis data kineda t hari

t2 Memberikan arahsn tindak lanjut hasil
rckomendasi

sJaharr sebaSai bahan
masukan dalam
pcnyusun laporan
hasil evaluasi kinerja

konsep laporan hasil
evaluasi kineda

I Jam

l3 Melakukan tindak l€njut hasil
rekomandasi sesua.r arahan pimpinan
satker sebaSai dasa, penlrusunan
lapomn hasil evaluasi

arahan sebagai bahan
masukan dalam
penyusun lapom, hasil
evaluasi

t hari konsep laporan hasil
evaluasi kinerja

14 Menyusun Iaporan hasil evaluasi konsep laporan hasil
evaluasi kineda

3 hari laporan hasil evaluasi
kinerja

15 Melaporkan hasll evaluasr pada
aplikasi pelaporan dan memberikan
dokumen laporan hasil evaluasi satker
kepada peDsadministrasi

I

laporan hasil evaluasi
kioerja

15 menit laporan yang telah
diunggah ke aplikasi
pelaporan

l6 laporan yang telah
diunggah ke aplikasi
pelaporan

15 menit dokumen laporan
hasil evaluasi kineda
satlcr yang
diarcipkan

t"- --

I

Mengarsipkan laporan hasil evaluasi
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A.8. POS AP Pemantauan Peleksrnaar Program, Keglatar,dan Anggara,n Satusn Kerja (Satker)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Nomor POS AP
Tanggal PembuetaD
Tanggal Revist
Tenggal Efekttf
Dtsahkan Oleh

Pemantauatr Pelaksaaaan Program, Keglatan, dan
' Arrgg.r.r, Satuan Keda (satker)

Dasar Hukum : Kualiflkasl Pelaksana :

I Peraturan Pemerintah Nomor 39 Taiun 2006 tentang Tata Caia Pengendalian dalr Evaluasi Pelalsanaan Rencana
2 Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Pen)'usunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/l,embaga
3 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kineria Instansi Pemerintah
4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan

Rencana (erja dan Anggaran Ketrrenterian Negara/l,embaga
5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Pmonitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja

Kementerian Negara/ kmbaga
6 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun

2018 tentang Tats Cara Penyusunan Rencana Kerla Pemerintai
7 Peratursn Menteri Pendidika! dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Olganisasi dan Tata Kerja Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan s€bagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9
Tahun 2020 tentang perubahaian atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

8 Peraturan Menteri Pefldidikan dan Kebudayaan Nomor 46 tahun 2019 tentang rincia, Tugas Unit Kerja di Lingkungan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 tahun 2019 tentang
Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

9 Peraturan Mente Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementedan Pendidikan dan
Kebudayaart Tahun 2O2O -2024

1. Memahami tata cara pemantauan pelaksanaan program kegiatan onggaran
2, Memahami tugas pokok dan fungsi unit ke4a
3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku

Ketetkalten : Per&latan/Perlengkapan :

1. DIPA satker
2. Disposisi
3. Telaahan DIPA satker
4. Surat permintaan laporan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran
5. Aplikasi Pelaporan

Peringatan : PeEcatatan dar Pendataan :

1. Pelalsana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang tetah dibakukan dan ditetapkan
2. Segala bentuk p€nyimpargan atas mutu baku terkait perlengkapan, waltu, maupun output dikategorikan sebagai bentuk

kegagalan yang harus dipertanggundawabkan oleh pelaksana

Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan masing-masing unit keqja secara elektronik
dan/atau manual

Itema POS AP
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POS AP Pemantauan Pelaksanaan tan, dan n Satuan a Satker

LanSkrh Xcglatan

Kepala Satker x.prl subb.Al.n/
Kcprl BrAhn

Tetr U..h.

Pcdyu.un ProSram,
Arg8.ran, dan

Pcleporan/ An.ll.
Pcrcncanera,
Evalurtl' dan

P.hporan

Pcn8ohb
Drtr/PcngGlol.

Date Plhkaaaarn
ProSram drn

AnSSrren

Pcng.dmlnlrtt rl
AngSir.n/

PcnS.dmlnl.t!.rl
Umul[

Kelengkapan Keluamn
lOutputl

X€t€rangan

t 2 h{ri Disposbi dan Telaahan
DIPA satker

Men€rima dan menelaah DIPA satker tahun
anggeran berjalan serta heminta (epala
Subbagian/Kepsla Basian Tata Usalla untuk
menyusun konsep laporan p€la-l.ssns-an
program, keaiatsn ds anaaaran setiap bulan,
triwulan, semester dan tahunaJl

Menerima diBposisi dali pimpinan satker untuk
menyusun konsep laporan pelaksanasn
pro$am, kegiatan dar anggaran setiap bulan,
triwulaE. smester dan tahunen

Disposisi. Sural
permintaan laporan
pelaksanaan proSram.
kesiatan &n anggaran

Disposisi dan Surat
pe.mintaan laporun
pelaksanaan program,
kegiat8n den angSaran

3 Menyusun kons€p laporan capaian kinerja
pelaksanaan program, kesiataD dan aDggaran
satker setiap bulan, triwulan, s€mester dsn

Disposisi dan Surat
permintaan laporan
pelaksnaan program,
kegiatan de mggaran

konsep lapomn capabn
kineria pelaksaraar
program, keSiabn dsn
egaaran stker besrta
dats dukungnya

+ Mencrima konsep lapor€n capabn kinerja
pclaksanaan program, kegialan dan ongaaran
sstl(er s€tiap bulan. tri*.trlan, s€mcster dan
tahunan untuk dipcriksa dan diverinkasi

konsep laporan capaian
kinerja p€lalsanasn
proSrda, keaiatan dan
anSgaran satker bes€rta
data dukungnya

konsep laporan capaian
kineda pelaks€naan
proSram, keaiatan dan
angaaran satker bes€rta
data dukungnya

konsep laporan capaian
kiDerja pelsl<sanaan
proSram, keaiatan dan
angSaran satker beserta

laporan capaian kinerja
pelaksanaan progam,
kegiatan &n anggaran
satker b€serta data
dukunSnya

M.n€rima kons€p laporan capakn kinerja
pelaksanaan program, kesiatan dan ansAarsn
satker setiap bulan, triwulan, s€mcst€r dsn
tahunan untuk diperiksa dan disctujui

laporan capaim kinerja
pelaksanaan pro8rami
kegiatEn dan anggaran
satl{er beserta data

disposisi, laporan capaian
kinerja pelakssnaan
proSrsjn, keSiatan dan
anxsaran satker beseta
data dukungnya

Memerintahkan P€ngolah Data/Pengelola Data
Pelal<sanaah Program dan Angg8ran untuk
melaporkan capaiEn kine a satker pada aplikasi

Melaporkan cap&ian kinerja satker pada aplikasi
pelaporan dan membcrika. dokumen laporan
kinerja salker kepada pengadministrasi

disposisi, laporan capaian
kinerja p€laks6na6n
proSram, kegiatan dan
anSgamn sstl<er bcs€rta
data dukungnya

laporan capaian kinerja
pelakanaan proSram,
kegiatan dsn anssaran
satker yana telah diunSSah
ke aplikasi pelaporan

Menaarsipkan laporsn capaian kineria satler Iaporan caparan kinerja
p€lakssnaan p.o8ram,
keaiatan dan angSarsn
satker yang relsh diunSSah
ke aplilasi p€lapoEn

15 mcnh dokumen lapor6n capaian
kinerja sat](er yanS

I

___]

)
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KEMENTERJAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Nomor PoS AP
Tanggal Pembuatan
Tarrggal Revl8t
Tanggal Efektlf
Disahkan oleh

, Evaluasl Pelakaanaan Progrsm, Keglatan, Anggatan Satuarr
' Kerja (Satker)

Desar Hukum i Xuallflkasi Peleksena :

1 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendatian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembanguna.n
2 Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusuna.n Rencana Kera dan Anggaran Kementerian Negara/L€mbaga
3 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kine{a lnsta.nsi Pemerintah
4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Eva.luasi Krnerja Anggaran atas Pela.}sanaan

Rencana Kerja da.n Anggaian Kementerian Negara/Lembaga
5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentan8 Pmonitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja

Kementeria.n Negara/ Lembaga
6 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Per:encanaan Pembangunsn Nasional Nomor 5 Tahun

2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun
2020 tentang perubahan atas Peratura.n Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata
Keda Kementedan Pendidikan dan Kebudayaan

8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 talun 2019 tentang rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan
Kementerian Pendidikan dan Keblldayaan sebagaimana tel6l diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 17 tahun 2O2O ter,la,rg peruba}Ian atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Noflor 46 taiun 2019 tentang
Rincian T\rgas Unit Ke{a di Lingkuogan Kementeda.n Pendidikan dan Kebudayaan

9 Peraturan Medteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Ke&enterian Pendidikan dan
Kebudayaan Tahun 2020-2024

1, Memahami prosedur monitoring dan ev€luasi pelaksanaan progr:am, kegiatan, dan anggaran
2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit ke4 a

3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlakr.r

Keterkaiten i Peralatan/Perlengkapsn :

1. POS AP Pemrosesan Surat Masuk 1

2

3

5
6

Surat permintaan laporan
Disposisi
l,apomrl hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan dan anggararl satker
Rekomendasi araian tindal{ lanjut hasil pemantauan pelaksanaan prograrn
Lapomn hasil verifikasi tindak lanjut hasil pemantauan pelaksanaan prograrn

Aplikasi pelaporan
Perlngatan : Pencatatan dan Pendataan

1. P€laksana bertanggung jawab atas pela]<sairaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu, maupun output dikategorikan sebagai bentuk

kegagalan yang harus dipeftanggungjawabkan oleh pelaksana

Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan masing-masing unit keda secara el€ktronik
dan/atau manual

A.9. Pos AP Evaluesi Pelaksanaan Program, Keglatan, Anggaran Satuan Kerja (Satker)
t,

t,

Nama POS AP

jdih.kemdikbud.go.id



POS AP Evaluast Pelsksanaaa Ke

Peleksana Mutu Baku

No. Langkah Keglatan

Kepala Satk€r K.pela Subb.gtan
/NGpele Beglen

Tata Uraha

Penyuaun PrograE,
Atrggerra, daa

Pclrpom!/
Pcnyuau[ Rencana

Kctlataa daa Angfarar

Pcngohh Dato/
Paagcloh Drta

PelekleDara
Progred dea

AnSSal.n

PclgadElnlstrast
Anggrrrn/

PeagsdElnlatreal
UEu6

Kel€ngkepen Waktu Ncluaratr
lO'jtputl KeteratrSan

I Menerima surat permohonan laporan
hasil evaluasi pelaksanaan progam,
kegiatan, dan angSaran satker

surat permintaan
laporan

30 menit sufat permintaan
laporan

Kcterkaltatr:
POS AP Pemrosesan
Surat Masuk

,2 Memberikar disposisi kepada Kepa.la
Subbagian/Kepala Bagi6-n Tata Usaha
untuk menyiapkan laporar hasit
evaluasi pelaksanaan program,
kegiata!, den anggaran satker

surat pernintaan
laporan

I5 meDit konsep laporan
hasil evaluasi

Menganalisis lapora,
pelaksanaan progam,
aJr88AJ6n satker

hasil evaluasi
kegiatar, dan

konsep laporan
hasil evaluasi

2 hari konsep laporait
hasil evaluasi

Menyusun rekoroendasi arahan tindak
lanjut hasil evaluasi pelaksanaan
ProSram, kegiatan, dan angga.ran

konsep laporaJt
hasil evaluasi

2 hari konsep rekomendasi

5 Melaksa-nalan pembahasan terkait
rekomendasi arahan tindak lanjut hasil
evaluasi pelakssnaan prograrn!
kegiatan, dan angSa,ran

hasil konsep
rekomeodasl

konsep
rekomeodasi

3 hari

() Merumuska,l hasil pembahasan terkait
rekomendasi arahan tindet lanjut hasil
evaluasi pelaksanaan prograrIl!
kegiatan, darr anggaran

3 hali hasil konsep
rekomendasi

T

t hasil konsep
rekomendasi

7 Meuleriksa hasil rumusart lekoEendasi
tindak lanjut hasrl evaluasi
pelaksanaart program, kegiatan, dan
anSgaran

I hari hasil konsep
rekomendasi

hasil konsep
rekomendasi

MeEeriksa hasil rumusan reko&endasi
tindak lanjut hasil evaluasi
pelaksanaan program, kegiatan, dan
anggaran

hasil konsep
rekomendasi

I hari rekomen.tasi tindak
lanjut hasil
pemantauan
pelaksanaan
program

.J

I
B
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Pelakaana Mutu Baku

Keterangan

dokumen laporan
hasil evaluasi

No. Langkah Xeglatar

Mengarsipkan laporan
pelaLsana6r progranf,
anggaran

hasil evaluasi
kegiatan, dan

Kepala gatker Kepala Subbaglarl
/Kepala BaSlan

Tata Usaha

Penjruau[ Program,
A[8garan, dea

Pelapora!!/
Penyuau! Rencatra

Keglatan darr Anggaratr

Petrgolah Data/
Pengelola Data
Pelakaanaan
Program dan

Anggsra!

Kelengkapan Waktu Keluaran
loutputl

Melalukan verifikasi data sesuai faLta
di lapangan

rekomendasi
tindak lanjut hasil
pem arntau arn

pelaksanaan
program

t hari hasillapora.!r
verifikasi

10 Melakukan aralisis data hasil temuan
di lapangan da.rr menprsun konsep
rekomendasi

t

hasrllaporan
veriflkasi

t hari analisis data

t1 MenJrusun rekomendasi tindaklanjut
hasil verifl<asi lapangan serta
menyampaikan ke pimpinan satker

analisis data t hari konsep laporan

t2 Memberikan araharl tindak lanjut hasil
rekomendasi

konsep laporan
hasil evaluasi

l jaIn arahan
baha,1-r

d16m
laporan
evaluasi

sebagai
masukan

penlrusun
hasil

13 Melakukan tindak lanjut hasil
rekoDendasi sesuai arahan pimpinan
satker sebagai dasar penyusunan
laporan hasil evaluasi pelal<sallaa.n
prograrn, kegiatan, dan arlggaral

ara11aJ1 sebagai
batran masukarn
dlam pen,'usun
laporan hasil
eva.luasi

t hari konsep laporan
hasil evaluasi

11 Menj^lsun laporan hasil evaluasi
pelalsanasn progla,n, kegiatar, dan
anSgar:ar

konsep laporan
hasil evaluasi

3 hari hasilIaporan
evaluasi

L5 Melaporkan hasil evaluasi pada aplikasi
pelaporan dan memberikan dokumen
laporan hasil evaluasl satker kepada
pengadministrasi

hasillapora-n
evaluasi

lapora.n yang telah
diungga ke aplikasi
pelaporan

16 dokumen laporan
hasil evahrasi
kinela satker kinerja satLer

diarsipkan

Pengadmlnl8traBl
Arxgga.arr/

Pengaddrlnlatrasl
Umua

----------1
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A.lO. POS AP Pelakaanaan Revlal Informasl Xtnetja Satuan Kerja (Sstker)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

[omor PoS AP
Tanggql Pedbuatau
Tanggal Revkt
Tanggal Efekttf
Dlsahkan Oleh

lVama POS AP

Dasar Hukum : Kuallflkasl Pelakaana :

I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor I tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004 tentarg Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara
4 Peraturan Mented Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penyusunan

Standar Operasionai Prosedur Administrasi Pemerintahan
5 Peraturan Menteri Pefldidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Ta-hun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemente an

Pendidikan dan Kebudayaan sebaSarmana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun
2020 tentang perubahahan atas Peraturan Menteri Pendidiksn dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentaog Organisasi dan
Tata Keda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

6 Pe.aturan Mented Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 rahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Keia di Lingkungan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentei Pendidikan dan I(ebudayaan
Nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 taiun 2019 tentang
Rincian Tugas Unit Ker.ja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Taiun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Tehun 2O20-2024

8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah

1. Memahami prosedur pelaksanaan revisi informasi kinerja
2. Memahami tugas pokok ddn lungsi Llnrt organisasi
3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku

Keterkaltan: Peralatan/Perlengkapan :

1 DIPA satker
2 Telaahan DIPA satker
3 Dokumen Renstra Kemendikbud
4 Konsep target dan informasi kinerja
5 Laporan target dan informasi kine{a satker

Perltrgatan:
1. Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibal<ukan dan ditetapkan
2. Segala bentuk peryimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu, maupun output dikategorikan sebagai bentuk

kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana

Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan masing-masing unit kerja secara elektronik dan/atau
manual

: Pelaksanaan Revbl Informasl Klnerja Satuan KstJa (Satker)

Pencatatan dalr Pendataan :

jdih.kemdikbud.go.id



POS AP Pelakanaan Revl.t Inlormast Ktnerja Satke!

IVo. Langkah K€glatan

Mutu Baku

Xeterangan

X€pala Satksr Kopala Subbaglan
/xopala Bagtan

Tata Usaha

Ponyuiun Program,
Anggaran, dan

Pelaporan/
Pcnyu.un Rolrcana

K€glatan dan Anggaran

P€ngolah Data/
Pcngelola Dita

Pelahanaan Program
dan Anggarar

Pergadmlnl'tr l
Anggaran/

Pongadmlnl.trarl

Kelengkapan IVaktu
loutputl

I Menerima dan menelaah DIPA satker tahun
anggaran bedalan serta meminta Kepala
Bagian/Kepala Subbagian Tata Usaha untuk
melakukan penelahaan kesesuaian informasi
kinerja tahun beijalan dengan dokumen
Renstra Kemendikbud pada Tahun AngSaran
beialan

DIPA satker t hari Disposisi dan
Telaa.han DIPA satker

2 Menerima disposisi da.ri pimpinan satker untuk
melakukan penelahaan kesesLraian target dan
inlormasi kineia tahun bedalan dengan
dokumen Renstra Kemendikbud pada Tahun
Anggaran berjalan

Disposisi, Telaahan
DIPA satker, dan Data
serta Dokumen Renstra
Kemendikbud

2 Hari Renstrs. Tahun
Anggaran bedalan dan
Hasil penelahaan
keeesuaian informasi
kin€rja

3 Menyusun target dan informasi kinelja tahun
berjalan yanS sesuai dengan dokumen Renstra
Kemendikbud pada Tahun Anggaran berjala.n

Renstra Tahun
Anggarar be4aian dan
Hasil penelahaan
kesesuaian informasi
kine4a

2 hari konsep target dan
informasi kinerja

M€nerima dan meme ksa konsep target dan
informasi kinerja tahunan

konsep ta.get dan
informasi kinerja satker

konsep tarSet dan
jnloimasi kine{a

Menerima dan memeriksa konsep target dan
informasi kinerja untuk disetujui

konsep target dan
in{ormasi kineda satker

t hari tar8et dan inlormasi
kineda satker

6 Memerintahkan PenSolah data/Peng€lola Data
Pelaksanaan Pro8ram dan Anggaran untuk
mengisi target dan infonnasi kinerja satker
pada apljkasi pelaporan

target dan informasi
kinerja satker

l0 menit Disposisi dan targ€t
dan inforrnasi kine{a

7 M€ngisi target dan informasi kineda satker
pada aplikasi pelaporan

Disposisi dan target dan
informasi kineda satker

t hari tarSet dan informasi
kineda satker yang
telah diunggal pada
aplikasi pelaporan

a Melaporkan target dan informasi kinerja. satker
pada aplikasi p€laporan dan memberikan
dokumen laporan target dan informasi kinerja
satker kepada pengadminislrasi

tareet dan informasi
kine4a satker yang telah
diunggah pada aplikasi
pelaporan

15 menit laporan target dan
informasi kine{a

Mergarcipkan target dan informasi kineda laporan target dan
informasi klnerja satker

I 5 menit dokumen target dan
inlormasi capaian
kineda satker yang
diarsipkan

r
l
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A.11. POS AP EvaluEal Capalalr Target Rcrxcaaa gtrategb (Renstral Satua[ KerJa (Satker)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Itomor POS A?
Tanggal Pembuat.r
Tanggd Revt3l
Tarugal Efctttf
Dt$hkan oleh

Nama POS AP Evaluasl Capala! Target Rencana atrategts (Renstra) Satuan Kcda (Satkerl

Dasar Hukum : Kualiflkesl Pelaksana r

t Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
2 Peraturan Pemeriirtah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Keia dan Anggaran Kementerian Negara/LembaSa
3 Peraturan Menteri Keuanaan Nomor 214IPMK-O2/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinelja Anggaran atas Pelaksanaan

Rencana Ke4a dan AnSgaran Kementerian Negara/kmbaga
4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentanS MonitorinS dan Evaluasi Pelaksanaan Aflsgaran Belanja

Kement€rian Negara/ L€mbaga
5 Peraturan Mente Perencanaan Pembengunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun

2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudalaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Or8anisasi dan Tata Keda Kementerian

Pendidikan dan K€budayaan sebagaimana telah diubah denSsn Peraturan Mente Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun
2020 tentang p€rubahahan atas Peratu.an Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan
Tata Keda Kementerian Pendidikafl dan Kebudayaan

7 Peraturan Menteri Pendidikan dan K€budayaan Nomor 46 tahun 2019 tertang Rincian Tugas Unit Keia di LingkunSan
Kementerian Pendidikan dan (ebudayaan sebagaimana telah diubah den8an Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Mente Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 talun 2019 tentanS
Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

8 Peraturan Merteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Tahun 2020 2024

I Memahami prosedur pelaksanaan evaluasi capaian target renstra satker
2. Memahami tuaas pokok dan fungsi unit kerla
3. Memahamj peraturan dan ketentuan yanS berlaku

Keterkaitarx : Petalatan/ Perlengkaparr :

1 POS AP Pemrosesan Surat Masuk 1. Surat p€rmirtaan laporan
2. Disposisi
3. Data capaian target Renstra
a. Rekomendasi arahan tindak lanjut hasil evaluasi capaian target Renstra satker
5. Laporan hasil evaluasi capaian tarSet Renstra satker
6. Aplikasi pelaporan

Pcrlngatan : Pencatqtan dan P€ndataan :

1. Pelaksana b€rtanSgung jawab ata6 pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan
2. SeAalia bentuk penyimpanAan atas mutu baku terkait perlengkapan, waLtu, mar.rpun output dikateSorikan sebagai bentuk

kesagala]r yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana

Djcatat dan didata dal6m berkas kearsipan masing masing unjt keia secara elektronik dan/atau manual

jdih.kemdikbud.go.id



Pos AP EvEluarl Cspalan Talget ReDcana StrateAl. (Re tE) satuan xelja (Eatker)

Langkah Keglatan

Kepd. aubbagl.n/
Kopala B.gran Tsta

Pengol.h D.t./
Pengolola Dat.

Petak.amrn PtoInD

P6nyu.un Program,

Penyu.un RenceDa

PeMngggundasab

l Mercrima surat permohonan laporan hasit
evaluasi .apaian tdget Ren8ba satker

surat permintaan sumt permintaan
laporan dan disposisi POS AP l,emrose8an

) MeDberik€n disposisi kepada K€p61a
Subbagim /K.pala Bagim Tata Usaha untuk
nenyiapkan laporan hasil evaluasi capai@
target Re.sra saU<er

taporan dan disposisi

l Mem€rintahkan P€ngohn dak/P.ngeloia
Data Pela.hsanaan ltogram de AnSgaran dan
PenyusuD proaram, mgAaran, dan pelaporan
untul m.nlasun laporm hasil evaluasi
capaian target Renstra satter

aurat permintaan
laporan dan disposisi

surat pemintlm
Iapord dm disposisi

Nlengumpulkan data terkait laporan hasil
evaluasi capaim ttrget Renstra saller

disposisi, surat
permintad laporm,
dm data capaian

- M€nganalisis dan m€nlusun kons€p lapolm
hasil evaluasi capaian t Aet Rcnstra stker

data capaim tdget 3 hdi konsep laporan hasil

M.nwsun rekomendasi ar6nan tindak lanjut
hasil evaluasi capaim traet Renstra satker

T'

kons€p laporan hasil kons.n r.k.merdasi

M€laksmaka! pcmbahassn
,ekon€ndasi eanm tindal< lanjut
€valuasi capaid tdget Ren8ta satkcr

I konsep rekomendasi

il M€rumuskan hasil penbahasd
rekoD.ndasi aranan tindst ldjut
€valuasi capaian ttr8er Renslra satker

I

T

hasit konsep

Mem.riksa hasil rumuse rekomeodasi
tindek lanjut hasil evaluasi capaian tuAet

I h.ui

surat permintaan
laporan dan disposisi

Y
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Lang&.h K.gtatu

K.pd. aubb.drs/
X.pd. a.d.n T.t.

Pcryohh D.t./
P.ng6lol. Irrta

Pcl.k..n..n Ptugr.n

P.nyu.ua Prcg.a,

P.qiu.un R.rcanr

P.n.nt8au.alrs.b

MeEcriksa hasil rumus€n
tindak lanjut tusil .v6lua8i

I hdi rckomcndad tindak
lanjut haiil cvqluasi
capaian tarSct Rensha

lt Mclakukan vcrifrkasi data s.suai fakta di rekom.n.hsi ti..luk
Ianjut hasil .valuasi
caPaian tar8.t

I htri laporan hasil verifi kasi

l2 M.lakukan analisis data hasil t.Eu€n di
lapantm dm nefl,nrstrn kons.p r.komcndasj

til Mcncrima dan aemeriksa data hasil temuan
dm menyusuD rekomendasi tnrdallanjut
h6sil vcrifikasi lapmgan $rta mrnyMpaikm
ke pimpina etl(er

kons.p laporan hasil
evaluasi dm kon*p

1:l Mencrima dan ncE.riksa kon&p
r.komcndasi tindal<la.njut hasil v.rifikasi dan
m.mbcrikan amhe tindak lanjut has

konscp laporan hasil
evsluasi dsn konscp

lj*

l5 Melairukan tindak lenjut hasil rekonendasl
sesuai arahan pimpinm satk€r sebaaai dasar
p.nvusunsn lEporm ha$l evEluasi evAlussj
capaian target Rensha satker

aiahan ebagai
bahd hasuk,n
daI8E pcnwsun
lapord ha8il cvaluasi

laporan tindal lanjut

M€nyuoun konscp laporan hasil cva.luasr
caPaian ta4ct Rcnstra satler

lapor& tindak la.njut kons.p laporan hasil
cvaluasi capaian tsget

t'/ M.nerima dan Demerika koflsep laporai
haBil evaluasi capaim ttra.t Rcnstra satkcr

konscp laporan hasil
evaluasi capaim
tarSet Renarra stk.r

konscp lapor€n hasfl
cvalu$i capaian ta.rget

Mcncrima da.rl mcEc.iksa kons.p laporan
hasil cvaluaoi capaisn tsgct R.nstra satkcr

korsp lapora.n hasil
evaluasi .apaian
targct Rcnstra satkcr

laporan hesil .valuasi
capairn t rSct Rcnstra

M.laporkan hasil cvaluasl pada aplikasi
pelaporan dan membcrikan dokumcn laporsn
haeil evaluasi capaiai targct rcnstla etker
kepada pcngadminisuasi

laporu hasil evaluasi
capaim tarSet

laporm ydg telah
diun&tah ke aplikasi

I l.l Mcn8dsipkan laporan hasil .valuasi capaie
teSct rcnstfa satter

dokun.n laporm
has,l evaluasi
caPaian tarSct

dokulrcn lapor€n hasil
cvatuasi cva.luasi
capaie tar8.t Renstra
satl.r yang diesipkm

to

-Y'
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A.12. POS AP tvaluasl Slstem Aluntabllltas Ktnerja Irstansl Pemerlntah (SAXIP) Mandlrl Satuan Kerja (Satker)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMPRINTAHAN

Nomor POS AP

Tenggel Pedbuatan

Tanggal Rewlsl

Tanggal Efekttf
Dlsahkan Oleh

Nama POS AP
Evaluasl Slstem Akuntabllttas KlnerJa Inatansl Pemedntah
(SArIP) Mandtrt Satuan Nerja (Satk6r)

Dasar Hukum : Kuallfikasl Pelaksana :

1. Peraturan Pemerintal Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan da.n Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Taiun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Mente Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refolmasi Birok.asi Nomor 35 Tahun 2012 tentang

Pedomaa Peny'usunal Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah
4. Peraturan Mente Pendayagunaan Apar.atur Negala dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 Tentang
Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

6. Permendikbud Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementedan Pendidikan
dan Kebudayaan

7. Peratu.an Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan dar Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di
Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mented
Pendidikan dan Kebudayaal Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubalan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan

9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

1. Memahami prosedur evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mandid
2. Memahami tugas dan fungsi unit organisasi
3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku

Keterkaltan: Kclengkapan r

1. Laporan Kinerja 7. Lemba-r Hasil Evaluasi SAKIP Mandiri
2. Rencana Strategis 8. Hasil Analisis Implementasi SAKIP
3. Rencana Kinerja
4. Perjanjian Kine{a
5. Dokumen Pengukuran dan Evaluasi Kine{a
6. Rencana Aksi atas PK Tahun bedalan

Penceteten den Pendeteen :

1. Apabila laporan kineta terlambat dibuat mal<a urit kerja tidak diikutkan dalam evaluasi da]1 pemeringkatan SAKIP
2. Pelaksana bertarggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang teiah dibakukan dar ditetapkan.
3. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu, maupun output dikategorikan sebagai

bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana

Dicatat dar didata dalam berkas keaisipan masing-masing unit kerja secara elektronik
dan/atau manual

Perlngatan :

jdih.kemdikbud.go.id



POS AP Ehlua.l6t.t.m 
^kurtrbrxtu 

Kln.rJ. In.t.!.i P.E.!lnt.n {saxlPl Mr.dtir srtlM K6rJr {a.tl.i)

P.ltoLl D.t /
P.ra.loL Drt

P.Ll-!.a Proa6 de

P.lturo Proare,
a!98.m, dE PGhDou/

Aa.tt. Poaerr.n,
E .h..t, d.a PGLDou

I l L€Fd }on.rj. Tahu.

,. Rcn@a St6t.Ai. Tahun rclcvan
3. Rcn@ Kin.rja Tahunan Tahun

a. Pc.lmjie Kincrja Tahun
b.iald y6n8 tclah ditandatangei
5. Rcncana Akli at8! PK Tahun

6, Dokum.n Pcngukulan dan

7, POS t.rkait P.n8umpulan Data
Kin..j6l EvElueli Int fral
8, Dokum.n R.ward and
Puni$h.nt P.gewei
9. Notula rapat t.rk it
10,Surat P.myalun Pimpinan

11, Dokum.n p.ndukung lainnya
12. RIGKL dan DIPA tahun

13. Dokum.n lain yang r.l.van

Hasil AnalisisM.ngamlie kcmudian h.ngk@rdinasika
sg.nda p.nilaiaa Ev.lu.!i Kin.rla d.ngm
P.njlluo Prcgram, Angaarm, du
Pclapomn/An.lir P.r.n.ancm, Evalursi dM
P.lapo.an dan P.ngolah Data/Pcng.lola Data
Pclak$Daan PrcA.am dan Anggamn

) M.lakuk& K@rdin..i dalah d"Sk"
Fnsuapulm dorum.n ('n.rja Satk.r &.ua
PGElutu Ftund.ntan y.na t.rbaru du
6.ry@paikanny. k. &pala Subbasi6/K.p.ra

Hasil Anali3b Impl.m.m6si SA(lP

3 M.n.rima dan h.h..ike (.l.nakapa, Dara
Kin..ja dan m.nyamp6ikannya kc Kcpala Satkcr

R.kapitula.i Data Kincrja

R.kapitulasi D6la (in.rja LcmLar Hasil EvaluasiM.lakukan cvaluasi SAKIP Mandiri bcrda&rkan
dokum.n p.ndukung tc.kait p.ny.l.ngaa.aan
SArIP m.laluiAplikasi Evaluasi SA(IP Mandiri

M.ny.Ehkan L.mba. Ha.il Evalu$i SAIOP
Mandiri k.pada Kcpala Sark.r

Lembar Hasil Evaluasi SAKIP

M.n.ima, o.mcrike dan h.nympakd
L.mbar Hdil Evalua6i SA(IP Mddiri k.Fda
Kcpala Bagian /Subbagian Tata U&ha

L.mbor Ha.il Evalua.i SAXIP Lembor Hasil Evaluasi

M.ngeBipkan Hssil Evalulsi Mandiri SalLer dan
dimhpaikin k.pada stdk lal.Lr

L.hba. Ha.il Evalua.i SA(IP

I
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B. POS Bidang Keuangan
8.1. POS AP Pendafltaran Internet Ban Untuk Pemb aran Ataa Pen rall ran Penda AN

Nomor POS AP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revlsl

Tqngga.l Efektlf
Disahkan Oleh

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Nama POS AP
Pendaftaran Internet Banklng Untuk Pembayaran
Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanla Negara

Atas

Dasar Hukum : Kualillkasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor l Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undalg Republik lndonesia Nomor l5 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaar-r dan Tanggung

Jawab Keuangan Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45

Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belalja Negara
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23O1PMK.O5/2O|6 tentang Perubahar Atas Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 162/PMK. 05/2016 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan
Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

6. Peraturan Mented Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan
darl Kebudayaan Nomor I Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikaa dan
Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Keia di
Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2O2O tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan

1. Memahami pendaftaran Internet Banking untuk pembayaran atas pengeluaran anggararl
pendapatan dan belanja negara

2, Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja
3, Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku

Xeterkaitan: Peralatan/Perlengkapan I

1. SK KPA Pengelola Keuangan dan SK Bendahara/KPA
2, SK Pengelola Internet Banking satker dan dokumen kelengkapannya
3. User ID dan password Internet banking
4. Formulir internet banking
5. Email, Alat Entry Token, dan Token PIN standar

Perilgatan: Pencatata! dan Pendataan :

1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikatagorikan

sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungiawabkan oleh pelaksana.

Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan Unit Kerja secara elektronik dan/atau manual

dan

jdih.kemdikbud.go.id



POg AP Pendaftsratr Internet Beakltrg Untuk Pembayaran Ataa Pengelueran Anggeren Pendapatan dan BelanJa Nogaia

No. Langkah Kegleten

Pelaksana Mutu Baku

I(eterangan
l(epala Satuan

NerJr sebagal KPA
PPX/

Bendah.rel
Peagelole
Keuangan

Administrator

XelengLapan Waktu Keluaran
lotltputl

I Menetapkan administrator, maker,
approver, dan releaser untuk pengelolaan
intemet banking di lingkungan satl<er

SK KPA Pengelola
Keuangan dan SK
Bendahara / KPA

60 Menit SK Pengelola Intemet
Banking sat](er

l. Administrator da! Maker ada.lah
Pengelola Keuangan
2. Approve! adalah KPA/PPK
3. Releaser adalah Bendahara

') Mengisi dan menandatangani formulir
peodaftaia.n di benk umum tempat satker
membuka rekening operasional
BeodEhara/Pengelola Keuangan

SK Pengelola Intemet
Banking satker dan
dokumen
kelengkaparnya

60 Menit Formulir internet
banking yang sudah
tedsi

Dokumen kelengkapan:
1. KTP
2. Kartu Pegawai
3. NPWP Satker

3 Menerima token, user id, dan password daii
bank untuk administator, maker, approver,
dan releaser

Formulir intemet
balking yang sudah
terisi dan disetujui oleh
KPA daJl Bank

5 Menit User ID dan password
Internet banking

Mendaftaikan PPK/BP untuk mendapatka!
fasilitas internet banking
Menerirna token dan PIN Approver dan
Releaser untuk pelaksanaan transalsi
intemet banking

User lD dan password
lntemet banking

30 menit Token PIN

Menerima token PIN, user id dan password User ID dan password
lntemet banking

l0 Menit Alat Entry Token dan
Token PIN standar

Akun Maker untuk Bendahara/ Pengelola
Keuangan : sebagai sarana melakukai
pembuatan tagihan/hansaksi nontunai ke
rekening penerima

Akun Approver untuk PPK/Bendahara :

sebagai sarara untuk menyetujui
pembaya-ran nontunai ke rekening
penedma yalrg dilakukan oleh
Bendahara/ Pengelola Keuarlgan

Akun Releaser urtuk PPK/KPA:sebagai
sarala untuk mencairkan nontunai da.ri

rekening Bendaharan ke rekening
penyedia/pene fta dana

6 Mengaktivasi dan membuat akun Maker
(Bendahara/ Pengelola Keuangan) dan a-kun
Approvd (PPK/Pengelola Keuangsn),
Releas€r (Pengelola Keuangan) da!
melakukan aktivasi nomor PIN Approver
dan Releaser pada kana.l intemet banking

Email, Alat Entry
Token, dan Token PIN
standa,

30 Menit lnternet ba.nking satker
yang sudah teraktivasi

mengaktivasi dengan cara mengubah
password standar

jdih.kemdikbud.go.id



B-2. POS AP Pendebitan Rekenin Bendahara Pe uaran /Bendahara Pe luaran Pembantu
Nomor POS AP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif
Dlsahkan Oleh

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Pendebitan Rekenlng Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran Pembantu

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1 . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45

Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 162/PMK. 05/2016 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada
Satuan Keda Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata
Keda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Keda Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit
Kega di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Mented Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit
Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

1. Memahami prosedur Pendebitar rekening Bendahara
2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja
3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku

Keterkaltan : Peralatan/Perlengkapan :

1. POS AP Pendaftarar Internet Banking untuk Pembayaran Non Tunai 1. Rekap penerima dana
2. Surat Perintah Bayar (SPBy)
3. Rekening Bendahara/ Pengelola Keuangan
4. Print out pemindahbukuan dana/transfer
5. Approval melalui internet banking

Peringatan: Pencatatan dan Pendataan :

1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output

dikatagorikan sebagai bentuk kegagalal yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

Dicatat dan didata da-lam berkas kearsipan secara elektronik dan/atau mailual

Nama POS AP

jdih.kemdikbud.go.id



POS AP Pendabitan Rekening Bendahara/Pengelola Neuangan melalui Interret Banking

Langkah Keglatan

Pelaksana Mutu Baku

Ketetangan
Bendahara/

Pcagclola Xeuangan
Kepala Unlt k€rja

.ebagat NPA/
PPK Ata8 Nama KPA

Kcpala Utrit kerja

Kelengkapan Waktu Keluatan
loutputl

Menerbitkan Surat Perintah Bayar (SPBy)

dan menyampaikan Surat Perintah Bayar
(SPBy) dilampiri dokumen pendukung

Rekap penerima dana 60 Menit Surat Perintah Bayar
(sPBy)

Xctcrklltatri
POS AP Pendaftaran
Intemet Banking
untuk Pembayalan
Non Tunai

2 Melakukan pengujian atas Surat Perintah
Bayar (SPBy)

SPBy dan dokumen
pendukung

30 Menit Surat Perintah Bayar
(SPey) yang telah
dilakukan pengujian

Menginput data transaksi pembayaran
non tunai dan melakukan proses
pendebitan rekening Bendalara/Pengelola
Keuangan dengan menggunakan Internet
Banking yang disediakan oleh Bank
Umum

Rekening
Bendahara/ Pengelola
Keuangan

30 Menit Notilikasi pendebitan

5 Membe kan persetujuan atas proses
pendebitan rekening yang dilakukan oleh
Bendahara/Pengelola Keuangan dengan
menggunakan Internet Banking yang
disediakan oleh Bank Umum. Kemudian
memindahbukukan dana/transfer ke
rekening penerima

Approval melalui
internet banking

60 Menit Notifikasi
pemindahbukuan

7 Menandatangani bukti pemindahbukuan
dana/transfer yang dihasilkan (print out)
dari kanal internet banking

Print
pemindahbukuan
dana/transfer

out l5 Menit Print out
pemindahbukuan
dana/transfer yang
telah ditandatangani
oleh KPA/PPK atas
nama KPA dan BP/BPP

No.
PPK

I

3
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8.3. POS AP Penetapan dan Penerlmean Pemegang Kartu Kredlt Pemerlntah dan Administrator Kartu Kredlt Pemerlntah

Tanggal Revlsi

Tanggal Efektif
Disahkan Oleh

Penetapan dan Penerlmaan Pemegang Kartu Kredlt
Pemerlntah dan Admlnlsttator Kartu Kr€dit Pemerintah
(KKP)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Kualiflkasl Pelaksana :Dasar Hukum :

1. Memahami prosedur Penetapan Pemegang Kartu
Administrator Kartu Kredit Pemerintah

2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja
3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku

Kredit Pemerintah dan1. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2O18 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemefintah Nomor 45

Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belania Negara
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2O18 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan

Kartu Kredit Pemerintah
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mented
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2O2O tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja
di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 tahun 2019 tentang Rincian T\lgas Unit Keqa di Lingkungan
Kementerian Pendidikan dan Kebudavaan

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan ;

1. Daftar Usulan Pemegang KKP
2. Daftar Usulan Adminisfator KKP
3. Surat Keputusan atas Daftar Usulan Pemegang KKP
4. Dokumen peianjian kerja sama
5. Surat Perjanjian
6. Berita acara serah terima KKP

1. POS AP Penerbitan KKP

Pencatatan dan Pendataan :Peringatan :

1

2 Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikatagorikan
Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan

sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oieh pelaksana,

Dicatat dalam berkas kearsipan masing-masing unit kerja secara elektronik dan/atau
manual

Nomor POS AP

Tanggal Pcmbuatan

Nama POS AP

jdih.kemdikbud.go.id



POS AP Penetapan dan Penerlmaan Pemegang Kartu Kredlt Pemerintah dan Administrator Kartu Iftedit Pemerintah (KKP)

No. Langkah Keglatan

Pelaksana Mutu Baku

Neterangs,nPPK Kepal& Satuan
Nerja sebagal KPA

Pemegang
KKP

Kelengkapan ltrIaktu Keluaran
loutputl

I Membuat dan menyampaikan
Usulan Pemegang KKP dan
Administrator KKP

Daftar
daftar

Daftar usulan
nama calon
Pemegang KKP
dan Daftar Usulan
Administrator KKP

60 Menit Daftar usulan
nama calon
Pemegang KKP
dan Daftar Usulan
Administrator KKP

a. Daftff Usulan Pemegang KKP
paling sedikit memuat:

1) Nama dan NIP;
2) Tempat dan tanggal lahir:
3) Jabatan;
4) Kewenangan;
5) Batasan belanja (limit)

belanja KKP;
6) Alamat email;

b. Daftar Usulan Administrator
KKP paling sedikit memuat

l). Nama dan NtP;
2). Tempat dan tanggal lahir;
3). Jabatan;
4). Alamat email;

2 Menerima dan memeriksa Daftar Usulan
Pemegang KKP dan Administrator KKP

Daftar usulan
nama calon
Pemegang KKP
dan Daftar Usulan
Administrator KKP

10 Menit Daftar usulan
nama calon
Pemegang KKP
dan Daftar Usulan
Administrator KKP
yang telah
disetujui

Membuat konsep Surat Keputusan
Pemegang KKP dan Administrator KKP
serta menyerahkan kepada KPA

Daftar usulan
nama calon
Pemegang KKP
dan Daftar Usulan
Administrator KKP
yang telah
disetujui

30 menit konsep Surat
Keputusan
Pemegang KKP
dan Administrator
KKP

1 Menetapkan Daftar Usulan Pemegang
KKP dan Administrator KKP dalam Surat
Keputusan KPA

konsep Surat
Keputusan
Pemegang KKP
dan Administrator
KKP

10 Menit Surat Keputusan
Pemegang KKP
dan Administrator
KKP yang telah
ditandatangani

Keterkaitan:
POS AP Penerbitan KKP

3
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8.4. POS AP Penerbltan Kartu Kredit Pemerintah
Nomor POS AP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revlsl

Tanggal Efektif

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Penerbitan Kartu Kredlt Pemerlntah (KKPI
Dasar llukum : Kuallllkasl Pelaksana :
1. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
5. Peraturan Menteri Keuangan No. \96/PMK.O5/2O18 tentang Tata Cara Pembayaran dan

Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Ke4a
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit
Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit
Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

1. Memahami prosedur Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah
2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja
3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku

Keterkaitan: Peralatar/Perlengkapan :

1. Disposisi
2. Surat Permohonan Penerbitan KKP
3. Surat Referensi
4. Fotokopi NPWP, fotokopi NPWP, fotokopi Surat Persetujuan Besaran UP

dari KPPN
5. Hasil Verfikasi Surat Permohonan Penerbitan KKP

Perlngatan: Pencatatan dan Pendataan :

I
2

Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan
Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output
.:1i1.^+^d^-it.^- --1^^-^i t^6h+,,r- 1,--^-^1^- ,,^-- L^-,,- ..ii-^-+^---.--;^,.,^r^r.^- ^t-1^ --r^1.^^-^

Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan secara elektronik dan/atau
manual

Dlsahkan Oleh

Nama POS AP

jdih.kemdikbud.go.id



POS AP Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah (KKP)

No. Langkah Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganKepels Unlt kerje
sebagal KPA

PPK Kelengkapan Waktu Keluaran
lolttputl

1 Memerintahkan PPK untuk membuat Surat
Permohonan Penerbitan KKP

Disposisi 1O menit Disposisi

2 Meny:sun dan mengajukan Surat
Permohonan Penerbitan KKP kepada Kepala
Unit kerja sebagai KPA untuk
ditandatangani

a. Surat referensi;
b. formulir aplikasi Kartu Kredit
Pemerintah dari bank
berkenaan;
c. fotokopi Kartu Tanda
Penduduk yang masih berlaku;
d. fotokopi NPWP;
e, fotokopi Surat Persetujuan
Besaran UP dari KPPN;
f. fotokopi surat keputusan
penunjukkan KPA

30 Menit Surat Permohonan
Penerbitan KKP beserta
dokumen pendukung

3 Memeriksa Surat Permohonan Penerbitan
KKP dan memerintah PPK untuk memproses
Surat Permohonan Penerbitan KKP ke Bank
Kartu Kredit Pemerintah

Surat Permohonan Penerbitan
KKP beserta dokumen
pendukung

1 Hari kerja Surat Permohonan
Penerbitan KKP beserta
dokumen pendukung

I Menyampaikan Surat Permohonan KKP ke
Bank Kartu Kredit Pemerintah agar
dilakukan verifikasi

Surat Permohonan
KKP beserta
pendukung

Penerbitan
dokumen

6 Hari Keda Hasil verfikasi Surat
Permohonan Penerbitan
KKP beserta dokumen
pendukung

Mcnerima penerbitan KKP Hasil verfikasi Surat
Permohonan Penerbitan KKP
beserta dokumen pendukung

1 Hari
hari kerja

a. Kartu Kredit
Pemerintah
b. rekapitulasi
Penerbitan KKP
c. tanda terima KKP

jdih.kemdikbud.go.id



8.5. POS AP Per halr Kartu Kaedlt Pemerinteh
Nomor POS AP

Tanggal Pombuatan

Tanggal Revlsl

Tanggal Efektif
Dlsehkarl Oleh

Penyerahan Nartu Kredit Pemerlntah (KKPI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Nama POS AP

Dasar Hukum : Kuallfikagl Pelaksana :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung

Jawab Keuangan Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45

Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
5, Peraturan Menteri Keuangan No. 196/PMK.Os/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu

Kredit Pemerintah
6, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tetah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di
Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian
Pendidi kan dan Kebudayaan

1. Memahami prosedur Penyerahan Kartu Kredit Pemerintah
2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja
3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku

Keterkaitan :

1. Surat Perjanjian Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah
2. Kartu Kredit Pemerintah
3. Berita Acara Serah Terima KKP
Pencatatan dan Pendataan :Peringatan :

1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikatagorikan

sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggunglawabkan oleh pelaksana.

Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan Unit Kerja secara elektronik
dan/atau manual

Peralatan/Perlengkapan :

jdih.kemdikbud.go.id



POS AP Penyerahan Kartu Kredit Pemerlntah (KKPI

No Langkah Keglatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan
Kepsla Unit Kerja

Sebagai KPA
Pemegang KKP Kelengkapan Waktu Keluaran

loutputl

I Menyerahkan Kartu Kredit Pemerintah
kepada Pemegang Kartu Kredit Pemerintah

Surat Perjanjian
Penggunaan Kartu
Kredit Pemerintah

1 Hari kerja a. Kartu Kredit
Pemerintah
b. Berita Acara Serah
Terima KKP
c. Surat Perjanjian
Penggunaan KKP

Surat Perjanjian Penggunaan Kartu
Kredit Pemerintah, yang paling sedikit
memuat:
1). Definisi/pengertian;
2). Maksud dan tujuani
3). Ruang lingkup perjanjian;
4). Penerbitan dan penerimaan KKP;
5). Penggunaan KKP;
6). hak dan kewajiban para pihak;
7). Personal Identification Number
(PIN);

8). batasan belanja (limit) KKP:
9). pemegang KKP;
10). Penghentian perjanjian;
1 1). Sanksi; dan
12). Penyelesaian perselisihan

2 Menandatangani Berita Acara Serah
Terima KKP dan Surat Perjanjian
Penggunaan KKP

a. Kartu Kredit
Pemerintah
b. Berita Acara Serah
Terima(BAST) KKP
c. Surat Perjanjian
Penggunaan KKP

60 Menit a. Kartu Kredit
Pemerintah
b. BAST KKP yang telah
ditandatangani oleh
Pemegang KKP
c. Surat Perjanjian
Penggunaan KKP yang
telah ditandatangani
oleh Pemegang KKP

Menandatangani Berita Acara Serah
Terima KKP dan Surat Perjanjian
Penggunaan KKP

a. Kartu Kredit
Pemerintah
b. BAST KKP yang
telah ditandatangani
oleh Pemegang KKP
c. Surat Perjanjian
Penggunaan KKP yang
telah ditandatangani
oleh Pemegang KKP

60 Mcnit a. Kartu Kredit
Pemerintah
b. BAST KKP yang
ditandatangani oleh
Pemegang KKP dan KPA
c. Surat Perjanjian
Penggunaan KKP yang
ditandatangani oleh
Pemegang KKP dan KPA

___l
3

jdih.kemdikbud.go.id



8.6. POS AP Aktivasi KKP

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Nomor POS AP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisl

Tanggal Efektif
Dlsahkan Oleh

Nama POS AP Aktlvasl Kartu Kredlt Pemerlntah (KKP)

Dasar Hukum : Kualiflkasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
5. Peraturan Menteri Keuangan No. 196lPMK.OS l20 18 tentang Tata Cara Pembayaran dan

Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit
Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit
Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

1. Memahami prosedur Aktivasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP)

2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja
3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku

Keterkaltan : Peralatan/PerlergLspan :

1. Informasi pengajuan aktivasi KKP
2. KKP yang telah diaktivasi
3. Nomor PIN

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

I . Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output

dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

Dicatat dalam berkas kearsipan Unit Kela secara elektronik dan/atau
manual
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POS AP Aktivasi Kartu Kredit Pemerlntah (KKP|

No. Langkah Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganAdmlnlstrator
KKP

Pemegang
KKP

Kelengkapan Waktu Keluaran
lOutput)

1 Mengajukan aktivasi KKP dan permintaan PIN
ke Bank Kadu Kredit Pemerintah

lnformasi
pengajuan aktivasi
KKP

15 Menit lnformasi
pengajuan aktivasi
KKP

Melalui call center/layanan pesan
singkat (Short Message Serulce )/ sarana
lainnya

2 Menerima informasi KKP yang telal diaktivasi
dan nomor PIN KKP dari Bank Penerbit KKP

a. KKP yang
telah diaktivasi
b. Nomor PIN

1 5 Menit a. KKP yang
telah diaktivasi
b. Nomor PIN

3 Membubuhkan tanda tangan pada kolom
tanda tangan lsignature panell yang terdapat
pada bagian betakang Kartu Kredit Pemerintah

a. KKP yang
telah diaktivasi
b. Nomor PIN

15 Menit a. KKP yang
telah diaktivasi
b. Nomor PIN

a. Pemegang KKP merahasiakan
nomor kartu, PIN, Card Verificatton
Value (CWl dan masa berlaku Kartu
Kredit Pemerintah

b. Pemegang KKP dilarang
memberikan informasi mengenai data
diri dan transaksi Kartu Kredit
Pemerintah kepada siapapun.

c. Pemegaag KKP memilih merchant
Transaksi Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik (e-commerce) yang
menyediakan fasilitas keamanan untuk
transaksi secara daring.

d. Penggunaan KKP menjadi tanggung
jawab secara pribadi pemegang KKP
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B.7. Kenalkan Bataaan Be Kartu Kredlt Pemerlntah
Nomor POS AP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektlf
Dlsahkan Oleh

KEMENTERIAN PENDIDII{AN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PROSEDUR OPRASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAJIAN

Nama POS AP Kenalkan Batasan Belenja Kartu Kredit Pemerlntah (KKPI

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelakaana :

1. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentalg Keuangan Negara
2. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

45 Talun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.O5/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan

Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah
6. Peraturan Menteri Pendidikan darl Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri
Pendidikan dart Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dalr Tata Kerja Kementeriar
Pendidikan dart Kebudayaan

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaar Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian T\rgas Unit
Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan darr Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2O2O lenlang Perubahan atas
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian T\rgas Unit
Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikarl dan Kebudayaan

1. Memahami prosedur Kenaikan Batasan Belanja KaJtu Kredit Pemerintah (KKP)
2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja
3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

1. Surat Pengajuan kenaikan batasa-n belanja (limit) KKP
2. Informasi Dersetuiuan kenaikall batasan belania (limit) KKP

Peringatan: Pencatatan dan Pendataan :

l. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output

dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan Unit Keda secara elektronik dan/atau
manual

jdih.kemdikbud.go.id



POS AP Kenalkan Bataaan Belanja Kartu Kredit Pemerintah

No. LengLeh xetlatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan
Admlnistrator Kartu
Ikedlt Pemerlntah

I{epela Unlt l.etje
Sebegat BPA

Kelengkapan Waktu Keluaran
lotttputl

1 Mengajukan kenaikan batasan belanja (limit) Kartu
lcedit Pemerintah kepada KPA untuk
mendapatkan persetujuan

Surat Pengajuan kenaikan
batasan belanja (limit) KKP

30 Menit Surat Pengajuan
kenaikan batasan
betanja (limit) KKP

Permintaoi kenaikan batasan belanja (llrnitll
KKP secara sementara, adminisuator KKPI
harus m e n gi nform asikan:
a. nllar kenaikan batasan belanja (limitl
Kartu tft edir Pemenntah lsemula-menjadi) ;

b. periode kenalkan batasan belanja (hmll)
Kartu lkedit Pemerintah {mulai-bera}dir) ;

da.n
c. nomor d€JI nama KaJtu lftedit
Pemedntah,

Permintaan kenaikan batasan belania (timit)
KKP secara permaneo, administrator KKP
harus menginlormasikan:
a. nilai kenaikai batasan belanja (limit)
Ka.rtu Icedit Pemerinteh (semula menjadi);
b. periode permanen; da.n

c. nomor dan narna Kartu tkedit
Pemerintalt,

2 Memberikan persetujuan/menolak pengajuan
kenaikan batasan betanja (limit) Kartu lkedit
Pemerintah

Surat Pengajuan kenaikan
batasan belanJa (limit) KKP

60 Menit Surat Persetujuan
kenaikan batasan
belanja (limit) K(P yang
telah ditandatangani

3 Melyampaikar permintaan kenaikan batasan
belanja (limit)KKP secara sementara atau
permanen kepada Bank Kartu Kredit Pemeintah

Sulat Persetujua,
kenaikan batasan belanja
(limit) Kl(P yang telah
ditaidatangani

I Hari kerja Pengajuan kenaikan
batasan belanja (limit)
KKP yanS telah
dita.ndata.ngad

Melalui surat elektronik dan/atau saJara
tercepat lainnya kepada Ba.nk Penerbit KKP

Menerima persetujuan kenaikar batasan belanja
(limit) KKP dari Bank penerbit KKP

Informasi persetujuan
kenaikan batasan belarja
(Iimit) KKP

60 Menit Persetujuan kenaikan
batasa.n belanja (lilllit)
KKP dafi Bank penerbit
KI{P

Total batasan belanja (limit) Kartu lGedit
Pemerintah yang diberikan oleh Bar*
Penerbit KKP paling banyak sebesar UP KKP
yang telah disetujui

i
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8. POS AP Permlntaan U Persediaan U Kartu Kredlt Pemerlntah
Nomor POS AP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektlf
Disahkan Oleh

KEMENTERIAN PENDIDII{AN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAH

Nama POS AP
Permlntaan Uang PeEediaan (UP) Kartu Kredlt
Pemerintah (KKPI

Dasar Hukurn : Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Nega-ra
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor l Tahun 2OO4 t€ntang Perbendahalaan Negara
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 talun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45

Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggararl Pendapatan dan Belanja Negara
5. Peraturan Menteri Keuangan No. 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan

Kartu Kredit Pemerintah
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendidikan dar Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rinciar T\rgas Unit
Ke{a di Lingkungan Kementerian Pendidikal dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendidikan darl Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Pendidikan darr Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian T\rgas Unit
Ke4a di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

1. Memahami prosedur permintaan Uang Persediaan
Pemerintah (KKP)

2. Memahami tugas pokok darl fungsi unit kerja
3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku

(UP Kartu Kredit

Keterkaltan: Peralatan/Perlengkapan :

1. Da,ftar Rincian Penggunaan UP
2. Surat Pemyataan UP

Pencatatan dan Pendataan :Peringatan:
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan a.l(tivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output

dikatagorikan sebagai bentuk kegagalal yang harus dipertanggungiawabkan oleh pelaksana.

Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan Unit Keda secara elektronik
dan/atau manual
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POS AP Peimlntaan Uang persedlaan (UP) Xartu Nredtt Pemerlntah (KI(P)

No. Langlah Keglatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganPengelola
Keuangan Bendahara PPK

Kepala Utrlt Kerja
Bebagat KPA

Kelengkapan Waktu KGluaran
loutputl

1 Menyampaikan rincian kebutuhan
persediaan (UP) KKP

uang Daftar Rincian
Penggunaan UP

60 Menit Daftar Rincian
Penggunaan UP

'2 Menyampaikan rincian kebutuhan uang
persediaan (UP) KKP dari masing-masing
Pengelola Keuangan

Daftar Rincian
Peng{unaan UP

60 Menit Daftar Rincian
Penggunaan UP

3 Mencantumkan kebutuhan UP KKP dalam
Surat Pernyataan UP untuk disampaikan
kepada KPA

Daftar Rincian
Penggunaan UP

60 Menit Surat Pernyataan
UP

4 Menandatangani Surat Pernyataan UP dan
menyerahkan Surat Pernyataan UP ke PPK

Surat Pernyataan
UP

10 Menit Sulat Pernyataan
UP ditandatargani
oleh KPA

5 Mengajuksn Surat Pemyataan UP ke KPPN Surat Pernyataan
UP ditandatangani
oleh I(PA

60 Surat Pernyataan
UP ditandatangani
oleh KPA

() Menerima Persetujuan besaran UP KKP dari
KPPN

Surat Persetujuan
Besaran UP KKP

1 Hari Kerja Surat Persetujuan
Besaran UP KKP
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8.9. POS AP Permintaan Tambahan U Peraediaan Kertu Kredit Pemeriltah
Nomor POS AP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif
Dlsahkan Oleh

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAH

Nama POS AP
Uang Peraediaan (TUP)Permlntaan Tambahan

Kartu Kredlt Pemerlntah

Daaar Hukum :

1 . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
5. Peraturan Menteri Keuangan No. 196/PMK.O5/2O18 tentang Tata Cara Pembayaran dan

Penggunaan Kartu Kredit Peme rintah
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
7. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

8. Peraturan Menteri Pendidikan dal Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit
Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimara telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit
Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

1. Memahami prosedur permintaan Tambahan Uang Persediaal (TUP ) Kartu
Kredit Pemerintah (KKP)

2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit keaa
3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

1. Surat permohonan persetujuar TUP
2. Rencana nilai batasan belanja flimit) TUPKK
3. Rincian pengeluaran yang akan dibiayai dengan TUP KKP yang

ditandatangani oleh KPA dan BP
4. Surat Permohonan TUP KKP

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

l. Pelaksana bertanggung jawab atas pela-ksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapaa, waktu maupun output

dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan Unit Kerja secara elektronik
dan/atau manual

Kuallfikasi Pelaksana :
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POS AP Permlntaan Tambahan Uang Persedlaan (TUP) Kartu Kredit Pemerintah

No. Langkah Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganPPK KPA Kelengkapan Waktu Keluaren
lo',tputl

1 Mengajukan permohonan persertujuan
tambahan uang persediaan (TUP) l(KP kepada
KPA

Surat permohonan
persetujuan TUP
dengan disertai:
a. Rencana nilai
batasan belanja (limit)
TUP KKP
b. Rincian pengeluaran
yang akan dibiayai
dengan TUP KKP yang
ditandatangani oleh
KPA dan BP
c. Rencana periode
penggunaan batasan
hPlenia llirnir) TI IP KKP

Surat Permohonan
TUP KKP

2 Memeriksa dan memberikan persetujuan
tambahan uang persediaan (TUP) KKP untuk
diajukan kepada KPPN

Surat Permohonan TUP
KKP

15 Menit Permohonan
persetujuan TUP yang
ditandatangani oleh
KPA

3 Menerima persetujuan sebagian atau seluruh
tambahan uang persediaan (TUP) KKP melalui
penerbitan Surat Persetujuan Pemberian TUP
KKP

Persetujuan TUP 1 Hari Kerja Surat Persetujuan
Pemberian TUP

120 Menit
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8.10. POS AP Pertan awaban Ua Persedlaan G dan Tambahan U Persediaan Kartu Kredlt Pemerintah
Nomor POS AP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektlf
Disahkan Oleh

Pertanggungiawaban Uang Persediaan (GUP) dan
Tambahan Uang Persedlaan (PTUP) Kartu Kredit
PeInerintah

KEMENTERIAN PINDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Kualifikasi Pelaksana :Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keualgal Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintal'r

Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
5. Peraturan Menteri Keuangan No, 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan

Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit
Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaal sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2O2O tenlar\g Perubahan atas
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit
Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

1. Memahami prosedur pertanggungjawaban Uang Persediaan (GUP) dan
Tambahan Uang Persediaan (PIUP) Kartu Kredit Pemerintah (KKP)

2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja
3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku

Keterkaltan : Peralatan/Perlengkapan :

Tagihan (e-billing)/Daftar tagihan sementara
Surat Tugas/ Surat Perjalarlan dinas/perjanjian/kontrak
SPP dan SPM GUP/PIUP KKP
Daftar Pengeluaran Riil {DPR
Daftar Pembayaran Tagihan (DPl) KKP
SPBy dan dokumen pendukun
SP2D

1

2

4
5
6
7

Peringatan: Pencatatan dan Pendataan :

Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan Unit Kerja secara elektronik dan/atau
manual

1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu bal<u terkait perlengkapan, waktu maupun output

Nama POS AP
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POS AP

No. Langkeh Kcglatan KeteranganPemegang
KKP PPK Bendahara PPSPM x€lengkapan Waktu Kclurr.n

loutputl
1 Mengumpulkan dokumen pengeluaran dan

menya.rnpaikan Da.ftar Pengeluaran riil
beserta dokumcn pendukunS kepada PPK
setelah tagihan/daftar tagihan sementara
ditcrima dari Bank Penerbit KKP

Dokumcn pengcluaran berupa:
a. Tagihan (c-billing) /Dsftar
tagihan scmentara;
b. Surat ThSas/Surat
Pedalanan
dinas/perjanjian/kontlak;
c. Bukti-bukti pengeluaran

120 Menit Daitar Pcngeluaren Riil (DPR)
dan dokumen pendukung

2 Melakukan pengujiah dan pengesahan atas
DPR beserta dokumen pendukuognya dan
menerbitkan DaJtar Pembayarsn Tagiha.n
(DPI) KKP

Daftar PenSeluaran Riil (DPR)
dan dokumen pendukung

30 Menit Daftar Pembayaran Tagihan
(DPI) KKP

3 Menerbitkan Surat Pedntah Bayar (SPBy)
dan menyampaikan Surat Perintai Bayar
(SPBy) dilampiri dokumen pendukung

DaJtar Pembayaran Tagihan
(DPI) KKP

30 Menit SPBy dan
pendukung

dokumen

Melakukan penSujian atas SPBy SPBy dan dokumen pendukung 30 Menil Surat Perintah Bayar ISPBy)
yanS telah dilakukan
pengujian

5 Mengajukan perrnintaan p€nggantian UP/
TUP (GUP/PTUP KKP

SPBy, daftar pungutan/
potongan pajak/ bukan pajak
atas taSihan dalam SPBy,
beserta dokumen penduL:ung

3O Menit Pcrmintaan Penggantian UP/
Pcrtanggungiawaban TUP
(CUP/PrUP)KKP, Surat
Perintah Bayar (SPBy),
dokumen pendukung

6 Menerbitkan SPP GUP/PIUP KKP dan
Menyampaikan SPP CUP/PIUP beserta
dokumen pendukung

Permintaan PengSantian UP
KKP, Sumt Perintah Baya,
(SPBy), dokumen pendukung

30 Menit SPP GUP/PIUP
dokumen pendukung

Memeriksa SPP GUP/PIUP
dokumen pendukung serta
SPM CUP/PIUP KKP Ke KPPN

KKP dan
menerbitkan

SPP dan SPM GUP/PIUP KKP
dan dokumen pendukung serta
ADK

30 Menit SPM dan ADK

8 Mencrima email dsn SP2D dari KPPN dan
menyampaikan copy SP2D kepada BP

SP2D 5 Menit s l,_21 )

I SP2D 5 Menit SP2I)

dan Temb.hrn Kartu Kredtt Peflertntah

l

Menerima copy SP2D dari PPSM
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B.11. POS AP Pen AN KKP
Nomor POS AP

Tanggal Pembuatal

Tanggal Efektif
Dtsahkan Oleh

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Penggunaan Kartu Kredlt Pemerlntah (KKPI

Dasar Hukum : Kualllikasi Pelakeana ;

1. Undang-Undalg Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Talggung Jawab Keuangan Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
5. Peraturan Menteri Keuangan No. 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaraa dan Penggunaan

Ka-rtu Kredit Pemerintah
6. Peraturan Menteri Pendidikan darl Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimala telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peratural Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Keqa Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan

7. Peraturan Menteri Pendidikal dan Kebudayaal Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit
Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendidikal dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tenta,ng Rincian Tugas Unit
Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaal

Keterkaltan : Peralatan/Perlengkapan :

1. Berita Acara Serah Terima (BAST) dan KKP
2. KKP
3. E-Billing/daftar tagihan sementara
4. Surat tugas/surat perjalanan dinas/surat perjanjian/ kontrak
5. Bukti-bukti pengeluaral

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

1. Pelaksana bertarggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.
2. Segala bentuk penyimpanga-n atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output

dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

Dicatat dalam berkas kearsipan Unit Ke{a secara elektronik dan/atau manual

Tanggal Revisi

Nama POS AP

1 . Memahami prosedur Pembayaral Tagihan Kartu Kredit Pemerintah (KKP)
2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit ke{a
3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
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POS AP Pen aan Kartu Kredlt Pemerlntah

Pelaksana Mutu Baku

No. Langkah Kegiatan
Waktu Keluaran

lOutputl

Keterangan
Pemegang

KKP
PPK Kelengkapan

1. Menerima dan memeriksa KKP dari
KPA

Berita Acara Serah
Terima (BAST) dan
KKP

10 menit KKP yalg sudah
terverifikasi

2 Melakukan aktivasi KKP
membubuhkan tanda tangan
kolom tanda tangan KKP

dan
pada

KKP yang sudah
terverifrkasi

t hari KKP yang sudah
aktif

3 Dokumen bukti
transaksi KKP meliputi:
E-Bi11ing/daftar tagihan
sementara, surat
tugas/surat perjalanan
dinas/surat perjanjian/
kontrak dan bukti-bukti
pengeluaran

Melakukan transaksi KKP
mengumpulkan dokumen
transaksi KKP

dan
bukti

KKP yang sudah
aktif

t hari dokumen bukti
transaksi KKP

Daftar
Pengeluaran Riil
dan dokumen
bukti transaksi
KKP

Menyerahkan bukti-bukti transaksi
pengeluaran dan menyampaikan
Daftar Pengeluaran Riil kepada PPK

dokumen bukti
transaksi KKP

21an

5 Menerima bukti dokumen transaksi
KKP

Daftar
Pengeluaran Riil
dan dokumen
bukti transaksi
KKP

10 menit Bukti dokumen
transaksi KKP

I

4
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8.12. POS AP Pembayaran Taglhan Kartu Kredit Pemerlntah

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Nomor POS AP

Tanggel Pembuatan

Tanggal Revlsl

Tanggel Efektlf
Dlsahkan Oleh

Nema POS AP Pembayaran Tagihen Kartu Kredlt Pemerlntah (KKP)

Daaar Hukum :

1 . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaar Negara
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

45 Tahun 2013 Tentarg Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
5. Peraturan Menteri Keuangan No. 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan

Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Pendidikan darl Kebudayaal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2O2O tentang perubahan atas Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian T\rgas Unit
Keqa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaal Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit
Keria di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudavaan

1 . Memahami prosedur Pembayaran Tagihar Kartu Kredit Pemerintah (KKP)
2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit ke{a
3. Memalami peraturan dan ketentuan yang berlalu

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

1. SPM GUP/PTUP
2. Tanda terima e-SPM
3. SP2D yang telah terverifikasi
4. Dana
5. Bukti transaksi pencairan darta dan rekening bank Bendahara
6. Tanda bukti pendebitan dan rekening bank pengelola keuangan/BPP

Perlngatan : Pencetatan dan Pendataan :

1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output

dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan Unit Kerja secara elektronik dan/atau
manual

Kualiflkasl Pelaksana :
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POS AP Pembayaran Taglhan Kartu Kredlt Pemerlntah

No. Langkah Keglatan
Pelaksana Mutu Baku

Keterangan
Bendahara

Pengelola
Keuangan/BPP

Kelengkapan Waktu
Keluaran
loutputl

1 Menerima dan mengidentifikasi
pemberitahuan pencairan SP2D

SPM GUP/ PIUP dan
tanda terima e-SPM

10 menit SP2D yang telah
terverifikasi

2 SP2D yang telah
terverifikasi

l jarn Dana dan bukti
transaksi
pencairan dana

3 Melakukan pendebitan
Bendahara ke rekening
Keuangan/BPP

rekening
Pengelola

Dana, bukti
transaksi
pencairan dana
dan rekening barrk
Bendahara

l Hari tanda
pendebitan

bukti Paling lambat 1 (satu) hari
kerja setelah pencairan
dana SP2D diterima/masuk
ke rekening BP

4 Melal<ukan Pendebital rekening Pengelola
Keuangan/BPP ke rekening Bank Penerbit
KKP

tanda t ukti
pendebitan dan
rekening bank
pengelola
keuangan/BPP

1 Hari tanda
pendebitan

bukti Paling lambat 1 (satu) hari
keria setelah pencairan
dana SP2D diterima/masuk
ke rekening BPP

Pendebitan rekening BPP
dilakukan sejumlah tagihan
yang harus dibayar
sebagaimana tercantum
dalam DPT KKP dengan
menggunalal:
a. Layanan perbankan

secara elektronik:
1). Internet banking

atau
2). Kartu debit

b. Cek/bilyet giro

Menerima pencairan dana SP2D
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8.13. POS AP Pen lesalan Keterla uran Pemb
Nomor POS AP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revlsl

Tanggal Efektlf
Disahkan Oleh

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Nama POS AP
Penyelesalan Keterlanjuran Pembayaran Taglhan
Kartu Kredlt Pcmerlntah (KKP)

Daaer Hukum : Kualllikast Pelaksana :

1. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
5. Peraturan Menteri Keuangan No. 196/PMK.O5/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan

Penggunaan Kartu lftedit Pemerintah
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Orga:nisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

7. Peraturan Menteri Pendidikaa dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit
Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendidikan dar Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit
Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

1. Memahami prosedur Penyelesaian Keterlanjuran Pembayaral Tagihan
Ka-rtu Kredit Pemerintah (KKP)

2. Memahami tugas pokok dar fungsi unit kerja
3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku

I(eterkaitan: Peralatan/Perlengkapan :

1. Surat Penyetoran kembali atas kelebihan pembayaran tagihan
2. Dokumen Informasi keterlanjuran pembayaran tagihan yang telai disetujui
3. Kartu Kredit Pemerintah
Pencatatan dan Pendataan :Peringatan :

1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelalsanaan aktivitas yang telah dibal<ukan dan ditetapkan.
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output

dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkal oleh pelaksana.

Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan secara elekronik dan/atau marlual

Kartu Kredit Pemerlntah

jdih.kemdikbud.go.id



POS AP Pe lesalan Ke uran Pem Kartu Xredit P6merhrtah

Pelaksana Mutu Baku

No, Langkah Kegiatan
Adtnlnlstrator
Xartu lG€dit
Pemerllrtah

PPX BPP Kelengkapan waktu Ncluaian
loutputl Keterangan

1 Meminta penyetoran kembali atas kelebihan
pembayaran tagihan

a. nilai
keterlanjuran
pembayaran;
b. nomor dar
nama kartu kredit
pemerintah;
c. buktlbukti
pembayaran/
pemindahbukuan
yang sah; dan
d. nomor rekening
Bendahara dan/
atau rekening yang
ditunjuk untuk
penyetoran kembali

15 Menit Surat Penyetorar
kembali atas
kelebihan
pembayaran tagihan

2 Memberikan persetujuan penyetoran kembali
atas keterlanjuran pembayaran yang melebihi
tagihan/haknya

Surat Penyetoran
kemhali atas
kelebihan
pembayaran tagihan

30 Menit Surat Penyetoran
kembali atas
kelebihan
pembayaran tagihan
yang telah
ditandatangani

3 Menerima persetujuan da-ri PPK atas
penyetoran kembali aras kererlanjuran
pembayaran yang melebihi tagihan/haknya
kepada Bank Penerbit KKP

Dokumen Informasi
keterlanjuran
pembayaran tagihan
yang telah disetuiui

Dokumen Informasi
keterlanjuran
pembayarar tagihan
yang telah disetujui

4 Penyetoran kembali
kelebihan tagihan

1 Hari Kerja lnformasi
pengkreditan
rekening

15 menit

Menerima informasi pengkreditan rekening
dan kelebihan tagihan dari Bank Penerbit KKP

I
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8.14. POS AP Penarlkan Kartu Kredlt Pemerlntah

KEMENTTRIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Nomor POS AP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revlel

Tanggal Efektlf
Di8ahkan Oleh

Nama POS AP Penarlkan Kartu Kredlt Pemerlntah (KKP)

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor l Tahun 2004 tentang Perbendaharaar Negara
3. Undang-Undaag Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 talun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
5. Peraturan Menteri Keuangan No. 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan

Kartu Kredit Pemerintah
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata

Keda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendidikan dall Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaal

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Talun 2019 tentang Rincian Tugas Unit
Ke{a di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tetah diubal dengan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Pendidikan dal Kebudayaal Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit
Ke{a di Lingkungan Kementerian Pendidikan da.Ir Kebudayaan

1. Memahami prosedur Penarikan Kartu Kredit Pemerintah (KKP)
2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja
3. Memahami peraturan darl ketentuan yaJrg berlal<u

Keterkaltan : Peralatan/ Perlengkapan :

I
2
3
4

Daftar Pengelua-ran Riil Kegiatan Operasional
Belary'a Modal
Surat Peringatan Penyalahgunaan KKP
Surat Penarikan Kartu Kredit Pemerintah

Peringatan : Pencatatan dan Pcndataan :

1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah diba-kukal darr ditetapkan.
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output

dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang ha,rus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

Dicatat dan didata dalam berkas kearsipal secara elektronik dan/atau manual

Kualillkasl Pelaksana :
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POS AP Penarlkan l(artu Kredlt Pemerlntah

No. Langkah Kcglatatr

Pelaksana Mutu Baku

KeterangenPPX I(epal. Unlt Karja
sebagal KPA

Pemogang KKP Nelengkapan Waktu Xeluaratr
lafip*l

1 Melalukan verilikasi atas indikasi
penyalahgunaan KKP dan menyampaikan
kepada KPA

Daftar Pengeluaran
Riil Kegiatan
Operasiona-l,
Belanja Modal,
Perjalanan Dinas
KKP

30 Menit hasil ve fikesi
terhadap Daftar
Pengeluararr Riil
Kegiatan
Operasional,
Belaija Modal,
Perjalanan Dinas
I{KP

2 Menerbitkan
Pemegang KKP

Surat Peringatan kepada Hasil verifikasi
terhadap Daftar
Pengeluaran Riil
Kegiatan
Operasional,
Belanja Modal,
Perjalanan Dinas
KKP

30 Menit Surat Peringatan
Penyalahgunaan
KKP

Surat Peringatan diterbitkan dengan
ketentuan:
a. Surat Peringatan Pertama
melakukan penyalahgunaan KKP
untuk pertam kalinya;

b. Surat Peringata! Kedua
diterbitkan da-lam hal Pemegang KKP
mengulangi penyalaigunaan KKP

3 Menerima surat peringatan penyalahgunaan
KI(P dari KPA

Surat Pedngatan
Penyalahgunaan
KKP

30 Menit Surat Peringatan
Penyalahgunaan
KKP

4 Menerbitka! Surat Penarikan KKP dal:!
menyampaikan surat penarikan KKP kepada
Bank Kartu Kredit Pemerintah

Sulat Peringatar
Penyalahgunaan
KKP

30 Menit Surat Penarikan
KKP

Menerbitkan Surat Penarikan Kartu
Kredit apabila Pemegang KKP telah
menerima Surat Peringatarr Pertama
dan tidak menyelesaikan
kewaj ibalnya atau Pemegang KKP
telah menerima Surat Peringatan
Kedua

() Menutup Kartu Kredit Pemedntah atas nama
pemegang KKP yang melakukan
penyalahgunaan

Surat Penaikan
Kartu Kredit
Pemerinta-h

I Hari Keria Penutupan Kartu
Icedit Pemerintah

r

l
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B.15. P'OS AP Pem aralt Kartu Kredit Pemerinteh
NoEror POS AP

Taaggal Pembuatrtt

TsnEgel Efekttf
Dleahkan Oleh

Pembayaran Penyalahguaaan Taglhan Kartu
Kredlt Pemcrlntah IKKPI

KEMENTERIAN PENDIDII{AN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Nama POS AP

Daser Hukum : Kuallflkasl Pelaksana :

1. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
I2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
]3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Talggung Jawab Keuangan Negara

4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 talun 2018 tentang Perubahan Atas Peratural Pemerintah Nomor
45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

5. Peraturan Menteri Keuangan No. l96lPMK.OSl2O18 tentang Tata Cara Pembayaran dan
Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata
Keda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang peruba-tran atas Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit
Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit
Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

1. Memahami prosedur Penyalahgunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP)
2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja
3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku

Peralatan/Perlengkepan :Keterkaitan :

Disposisi
Rekening BP
Rekening Bank Penerbit KKP
Notifikasi pendebita

1.

2

4
Pencetatan dan Pendataan :Peringatan :

1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output

dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan secara elektronik dan/atau
manual

Tanggal Revlal

jdih.kemdikbud.go.id



POS AP Pembayaran Penyalahgunaan Kartu Kredlt Pemerlntah (KKP)

No. Langkah Keglatan

Pelr.ksena Mutu baku

KoteraoganKepala Unlt Kerja
sebagal

KPA

Pemegang
KKP

Bendahara Kelengkapan qraktu Xeluaran
loutputl

I Memerintahkan Pemegang KKP
pembayaran atas penyalahgunaan KKP

agar Disposisi 10 menit Disposisi

Membayar sejumlah nilai tagihan yang
menjadi kewajibannya kepada Bendahara
Pengeluaran secara tunai

L- Rekening BP 1 Hari Kerja Notifikasi
pendebitan

Pemegang KKP yang
melakukan
penyalahgunaan KKP

3 Melakukan pendebitan rekening Bendahara ke
rekening Bank Penerbit KKP

Rekening Bank
Penerbit KKP

1 Hari Kerja Notifikasi
pendebitan

a

t--
tl
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B,16. POS AP Pelaksanaan Ke tan
Nomor POS AP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efekttf
Dlsahkan Oleh

Pelaksanaan Kegiatan

KEMENTERIAN PTNDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

t{ama POS AP

Kualifikasi Pelaksana :Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 20O4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anqsaran Pendapatan dan Belania Negara
5. Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05l2Ol2 tentarrg Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata

Keia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit
Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2O2O terllang Perubahan atas
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit
Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

1. Memahami prosedur pelaksanaan kegiatan
2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja
3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku

Peralatan/Perlengkapan :Keterkaltan:
l. Rencana pelaksanaan anggaran
2. Rincian Anggaran Biaya (RAB) kegiatan
3. Surat Tugas pelaksanaan kegiatan

Perlngata.n : Pencatatan dan Pendataan :

1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output

dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harrs dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

Dicatat dalam berkas kearsipan Unit Kerja secara elektronik
dan/ atau manual

jdih.kemdikbud.go.id



POS AP Pelaksaraau Keglatan

No. Lengksh l(cglatan

PelalBerra Mutu Baku

Kctemngan

Pejabst P6mbuat
Xol ttmcn IPPX)

PeJabat
Pengadaen

BarrnS/Jara

Pemrggungjawab
Tekat

Peng.dmt ltra.t
Umum/

Pcagedmlnlrtrrrl

Kepsla Untt
I{erja

.cbagrl XPA

Bcndahara Kelengkepan Wektu

I Memerintahkan Pejabat Pencadaan
Barang/Jasa untuk menenrukan tempat
pelaksanaen keaiatan d€n k.perluan kegiatan
sesuai Rcncana Pelaksanaan Anggaran dan
Kegiatan yant tclah dishkan oleh I{PA

I

Rencana pelaksanaan
angaa.an dan
k giatan bulanan
yang telah diparaf
dan telah

Rincian Angaaran
Biaya (RAB) kegialan

Melak'rkan koordiDasi dengan
PenanSSun8jawab Teknis meng€nai
lokasi/tempa! p.laksanaan kegiatan dan
keperluan keaiaran.

l

I

Rincian An8gamn
Biaya (RAB) keSiatan

2 Hari Kerja

pelaksanaan k€Siatan

3 Menyiapkan kontrak penSadaan barang/jasa
dan menpnlorrnaslkao lokasi pelaksanaan
kegratan kepada PenanAguneiawab Teknis
serta memlasilitasi k€butuhan pelaksanan

pelaksanaan kegiatan

t Hari K€rja

pelak8anaan kceiaLan

Fasilitasi kebutuhan
pelaksanan keajatan,
mielnya ruang sidmg dan

Menyusun daftar peserta
kegeEn/undEn8an dan/at,u narasumber

pelaksanaan kcgiatan

15 Menit Dafta. nama peserta
kceiaun/ 

'rndangandan /atau narasumber

M€mbuat konsep surat tugas/surat undangan
s€suai dcngan tempat/lokasl pelalsanaan
kesiatan yang telah ditcntukan ol€h Pcjabat
Pensadaan BaransJjasa

Daftar nama peserta
kegiatan /undanSan
dan /ara!

(onsep Sura! Tugas
p.lak aan kegiatan

Memeriksa dan memberi paraf kons€p surat Kons.p Surat Tugas
peLaksan@ kcgiatan

5 Menit Kon&p Surat Tugas
p€laksanaan kegiatan

7 Memeriksa dan menerima/menolak sural
tugas/surat undanAan pelaksanaan k€giatan.

Konscp Surat Tuaas
pelaksanaan keSiatan

1 Hari Kerja Sural Tugas
pelaksanmn k.giatan
yans tclah

Apabila ditolak maka surat
rugas/surat 

'rndanaandisampaikan kembali kcpada
koordinaLor Fungsi untuk
duakukan perbaikan.

Apabila diterima, maka
Kepala Biro i(euugan dan
BMN menandatanSani surat
tugas/surat undangan den
menyampaikan kembali
kepada Koordinator Fungsi
unruk melaksanalan

Neluaren
loutputl

2
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Pelaklana Mutu Baku

l(ct.renganNo. Langkah Kegtatan lottcputl
Pejabet Pcmbuat
xomttmcn (PPKI

PeJabat
P€ngadaaa

Berang/Ja.a

Peneqgunglawrb
Teknls

Pengadmlnirtnst
Umum/

Pcng.dmlnl.trell

Repda Untt
Kcrja

sobagal I(PA

Bendahata lblengkrpan

a Memberi nomor sumt tusas/sumt undansan
rang telah ditandatanaani oleh Kepala unit
K.rja dan m€ndistribusikm surat rugas/sumt
undanaan kepada pcsrta
kesiatan/undansan/narasumber

SuratTugas
pclalsanaan kegiatan

15 M.nit Surat tugas
pclakanaan k€glatan
yanS &lan

Menyampaikan suml tug6o yang telall
ditandalanAani ol€h Kcpala Unit Kc,ja kepada
PenanSsunejawab Teknis (asli) dan mensarsip
rumr rugas ranS relan dlEndat3nS6n,

Surat tuSas
pclaksanaan keEiatm
yang telah

15 Menit Sual tugas yang telah

Menyampaikan suml tuSas yang telah
ditandatangmi oLeh Kepala Unir Ke.ja
kepada PPK dan melaksanakan kegiatan
sesuai dengan surat tugas yang tfls}1
ditanda6naani oleh (epala Unit K€rja

Su.at Tugas
pelaksanaan kegiatan
yanS &lah

I Hari Kerja/
1-3 Hei

Kerja

Surat Tugas
pelal<sanaan kesiatan
ya.S telah

l1 Menerima Surat Tu8as ydg ditandatmgmi
oleh (.pala Unit Kerja dan memcrintahkan
Bendohara membayukan kegiatan dengan
mekanisme UP atau LS, kemudian Membuat
RAB lRen,ana AnSaaran Bia!€) dan Datrtr

Surat Tugas
pcla&sanaan keSiatan
yans telah
ditandatangani (Asli)

dan Rencana
Angsaran Biaya {RAB)

Surat Tugas
pelaksanaan kegiatm
yanA telah
ditandatantan (Asli)

dan Daitar Norminatii
yana telab

t2 Melakukan pembayamn kcgiatan kepada Surat Tugas
pelaksanaan keSiatan
yanS relah
ditandatdgan (Asli)
dan Daftar Norminatif
yana telah

I Han Kerja Arsip Sural Tugas
pelaksanaan keSiatan
yang r€lah
ditandatangan dan
Arsip kwitansi/bukti

--l
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8.17. POS AP Pe waban Ke tan
Nomor POS AP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Rewlsl
Tanggal Efektlf
Dlsahkan Oleh

KEMENTERTAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Nema POS AP Pertanggung,awaban Ke glatan

Daaar Hukum : Kuallflkasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undans-Undans ReDublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentans Perbendaharaaa Neqara
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belania Negara
5. Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.O1l2012 lentaleg Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaal Nomor 45 Talun 2019 tenta-ng Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudavaan Nomor 45 Tahun 2O19 tentanq Orqanisasi dan Tata Keria

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit
Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaal sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rinciar Tugas Unit
Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

1. Memahami prosedur pertangllungiawaban kegiatan
2. Memahami tusas Dokok dan fungsi unit keria
3. Memahami peraturar darr ketentuan vanq berlaku

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

1. Laporan kegiatan
2. Arsip

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Dicatat da-rr didata dalam berkas kearsipan Unit Kerja secara elektronik1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksaaaan aktivitas yarrg telah dibakukan dan ditetapkan.
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waltu maupun output

dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggunglawabkan oleh pelaksala.

jdih.kemdikbud.go.id



POS AP Pertanggungiawab&n Keglatqn

No. Langkah I(eglatan

Pelaksqna Mutu Baku

Xeterangrn
Penanggunglawab

TeknlB
PPK Xepala Unlt K€rJa

sebagal KPA
Pengadmlnistraal

Perauratan/
Pengadmlnlatrasl

Umum

Kelcngkapan Waktu Neluaran
loutputl

I Membuat, mempertanggun&jawabkan, dan
menandatzrngani laporan kegiatan yang telah
dilatsanakan, dan menyampaikan laporan
kegiatan kepada PPK

laporan kegiatan 7 Hari laporan kegiatan yang
ditandatangani oleh
Penanggungjawab
Teknis

2 Menerima dan memeriksa laporan kegiatan
dari Penangguogjawab Teknis dao membuat
rekapitulasi laporatr pelaksanaar anggaran

laporan kegiatan yang
dikndatangani oleh
Penanggungjawab
Teknis

30 Hari laporan kegiaten yang
ditandatangani oleh
Penanggungjawab
Teknis (asli) dan
rekapiflrlasi laporan
pelaksanaan anggaran

3 Menerima laporan kegratan dan rekapitulasi
laporan pelsksanaan anggaran

laporan kegiatan yang
ditandatangani oleh
Penanggungajwab
Teknis (asli) dan
rekapitulasi laporan
pelaksanaan angga.ran

1 Hari laporan kegiatan yang
ditandatangani oleh
Penanggungjawab
Teknis (asli) da.n
rckapitulasi lapora.n
pelaksanaan anggamn

4 Mengarsip laporan pelalsanaan kegiatan laporan keSiatan yang
ditandatangani oleh
Pena.nggungajwab
Tekrds (asli) dan
rekapitulasi lapora-n
pelaksanaan anggaisn

l Hari Arsip
laporan
kegiatan

rekapitulasi
pelaksanaan

jdih.kemdikbud.go.id



8.18. POS AP Pencalran Persedlaan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Nomor POS AP
Tanggal Pembuatan
Tenggal Revlsl
Tanggal Efekuf
Disahkan Oleh

Nama POS AP Pencalran Uang Persedlaan (UP)

Dasar Hukum : Kualllikasl Pelaksana :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dari

Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
5. Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.OSl2Ol2 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belalja Negara
6. Peraturan Menteri Pendidikan dal Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Pendidikal dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Ke{a
Kementerian Pendidikan da.rl Kebudayaan

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang funcian Tugas Unit
Kerla di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit
Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

1. Memahami prosedur pencairan UP

2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja
3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku

Xeterkaitan : Perelatan/Perlengkapan :

1. Dokumen perhitungal besaran UP
2. SPP UP
3. SP2D UP
4. ADK SP2D U
5. Surat pengajuan dana UP dan daftar rincian distribusi dana

Perlngatan : Pencatatan dan Pendataan :

1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output

dikatagorikal sebagai bentuk kegagalal yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

Dicatat dan didata dalam
dan/atau manual

berkas kearsipan Unit Keda secara elektronik

jdih.kemdikbud.go.id



POS AP Pencalran Ueng Petledlaan (UP)

No. Lengkeh I(etlatan
Pelaksana Mutu Baku

Bcndahara PPK PPSPM Kcpals U t KcrJr
rcbegrl KPA

Pcrgclola
Kcurngen

(.lengkap.n Waktu KGlurrar
loutP,ltl

1 Mcnyuaun d6n menyampaikan perhitungan
kebutuhan UP kcpad6 PPK bcrdasarkan
rercana kcSiatan yanS tclah dbusun

Dok. perhitungan
bcsaran UP

180 Menit Dok. pcrhitungan
bcaaran UP

2 Mcnerbitkan dan men8ajukan SPP UP kcpada
PPf}PM

Dok. perhitungajl
besaran UP, SPP
UP dan dokllmen
pendukurlg

30 Menit Dok. pcrhitungan
tresaran UP. SPP

UP dan dokumen
pendukung

Dokumen pendukung I

1, DIPA
2. POI(
3. TOR,
3. Specimen Ttd
4. RckeninS,
5. SK Pejabat Perbendalsraan
6. SK Pejabat Pengadaan dan
Penerima Barang

3 Menerima dan mcmeriksa SPP-UP ds,
dokumen pendukung. Kemudian
mcnyampaikan SPM dan ADK kepada KPPN
untuk diterbitkan SP2D

Dok. perhitungan
besaran UP, SPP
UP dan dokumen
pendukung

30 Menit SPM, ADK, SPP

UP dan dokumen
pendukung,

.1 Menarik data SP2D dari Aptikasi OM-SPAN dan
mcnginput nomor SP2D pada aplikasi SAS.
Kcmudion menyampaikan ADK SP2D tersebut
kepada Bcndahara

SP2D UP 30 Menit ADK SP2D UP

Menerima ADK SP2D dan dsna UP dari Bank
Op.rasional. Kemudian menyampaikarr
pengajuan persetujuan pelrdistribusian dana
UP kepada KPA melalui aplikasi perbarkan

ADK SP2D UP 120 Menit Surat pcngajuan
dana UP, dattar
rincion distribusi
dana,

Memberikan persetujuan pendistribusiai dana
UP

Surat pengajuan
d€na UP. daltar
rincian distribusi
darlB,

1 Hari Ke{a

7 Menerima pcrs€tujuan pendistribusian dana
UP dari KPA dan mendistribusikan dana UP
kepada Pengelola Keuangan

Rekening kora.n 10 Menit

i.! Menerima dana UP dari Bendaha.ra l Hari Rekening koran

Rekening korail

Rekening koran

Rckening koran

jdih.kemdikbud.go.id



B.19. POS AP Permohonan Tambahan .I'U I'

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

lYomor POS AP
Tenggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Dlsahkan Oleh

Nama POS AP Permohonan Tambahan Uang Persedlaan (TUPI

Dasar Hukum : Kuallfikasi Pelaksena :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undalg-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 45 tahun 2013 tentarig Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belalja Negara
5. Peraturan Menteri Keuangan No. 19O/PMK.05 l2O\2 tentangTata Cara Pembayaral Dalam Rangka

Pelaksanaan Angga-ran Pendapatan dan Belanja Negara
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaal Nomor 45 Tahun 2019 tentalg Organisasi dan Tata

Keda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaal sebagaimala telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan darl Kebudayaan

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaal Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit
Keqa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Pendidikal dal Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit
Keria di Lingkungan Kementerial Pendidikan dan Kebudayaan

1. Memahami prosedur permohonan Uang Persediaan (UP)

2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit keqa
3. Memahami peraturan dan ketentuan vang berlaku

Peralaten/Perlengkapan :

I
2

4
5

Rencana kegiatan dan dana
Daftar rekap kebutuhan TUP
Persetujuan TUP
SPP TUP
SP2D UP

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

1 . Pelaksana bertanggung iawab atas pelaksanaan al<tivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output

dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungiawabkan oleh pelaksana.

Dicatat dan didata da-lam berkas kearsipan Unit Kerja secara elekffonik
dan/atau ma;rual

Peruedlaan

Keterkaltan :

jdih.kemdikbud.go.id



POS AP Permohonan Tambahan Ucng Per3ediaan ITUPI

r{o. Langkrh XGglrt.n

Pel.krana Mutu Baku

Kcterangs'lPcnrnagunAl rb
TcLnl.

N.p.h Unlt
f.rjr rcbrgrt

XPA

PPK PPSPM Pengcloh
xcurngan l(clcngkspro Wdktu xclurt.n

lo'Itputl
I Membuat dan mcngqjukan rencana kegiatan

dan rincia.rr rcncana penggunaan dana TUP
Rcncana kegiaterl
den dana

120 Menit Rencana kegiatan
dan dana

) Menyetujui/menol6-k rencana kegiatan dan
rincian rencana penggunaan dana TUP

Rencana kegiatan Rencana kegiatan
dan dana

3 Mcmbuat da-ftar rekap kebutuhan TUP dan
menyampaikan permintaan persetujuan TUP

Rencana kegiatan
dan dana

30 Menit Rencana
pengajl'lsn TUP

Menedma dan rneoandatan8ani usulEin
rencana pengajuan TUP dari PPK dan
menyampaikan k.pada KPPN

DaJtar rekap
kebutuhan TUP

l5 Menit Persetujuan TUP

Menerima p€rmintaan percetujuan TUP yang
tclah disctujui oleh KPPN dan menyerahkan
kcpada PPK

Persetujuen TUP 15 Menit Persetujuan TUP

u Mcnyiapkan dan mcnerbitan SPP TUP dan
dokumen kelengkapan, sarta rnenandatanSard
SPP TUP

SPP TUP dan
dokumcn
pendukung (Surat
Pemyataan TUP,
Surat Parsctujuen
daii KPPN, dan
RAB)

I Hari Keda SPP TUP dan
dokumen
pendukung (Surat
Pemyataan TUP,
Surat Persetujuan
dari KPPN, dan
RAB)

7 Menerima dan memeriksa SPP TUP dan
dokumen pendukung. Meoerbitkar SPM,
menandarangani SPM. da, mengafsip
dokumcn SPM dan dokumen pendukung.
Kemudian mcnyampaikan SPM dan ADK
kepada KPPN \rntuk diterbitkan SP2D

SPP TUP dan
dokumen
pendukung (Surat
Pemyataan TUP,
Surat Persetujuan
dari KPPN, dan
RAB)

l0 Menit SPM, ADK, SPP
TUP dan dokumen
pefldukung {Surat
Pemyataan TUP,
Surat Persetujuan
dari KPPN, den
RAB)

a Men6rik data SP2D dari Aplika$i OM-SPAN dan
menginput nomor SP2D pada aplikasi SAS darl
mcnyarnpaikan ADK SP2D tersebut kepada
Bendahara

SPP TUP dan
dokumcn
pendukung (Suret
Pemyataan TUP,
Surat Percetujuai
dari KPPN, dan
RAB)

10 Menit SPM, ADK, SPP
TUP dan dokumen
pendukung (Surat
Pemyataan TUP,
Surat Persetujuan
dari KPPN, dan
RAB)

I

l Hari

jdih.kemdikbud.go.id



Pelaklana Mutu Baku

Kct€tcnginro. Langkah Xegtrten PclranSgunglreab
T6knt.

XGp.h Unlt
KGrJr icbrgrt

HPA

PPX PPAPM
Kel.ngkaprn \f,aktu Rcharan

lo,/tpllrl

Pctrg.lola
Xcuait8an

Mencrima ADK SP2D dan dana TUP dar:i Bank
Opelasional

SP2D UP 30 Menit ADK SP2D UP

l0 Menerima dana TUP dari Bendaiara ADK SP2D UP 120 Menit ADK SP2D

v

jdih.kemdikbud.go.id



B.2O. Revol Dana Gantl U Persediaan dan Pemenuhan GUP Nihil

Tanggal Pembuatan
Tanggal Revlsl
Tanggal Efektlf
Dlsahkan Oleh

Nama POS AP
Revolvlng Dana Gantl Uang Persedlaan (GUPI dan
Pemenuhan GIJP Nthtt

DasarHukum: Kualifikasl Pelaksana :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan NegaJa
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentalg Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaa-n Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 45 tahun 20 13 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nega-ra
5. Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05 /2012 ler,tal;lg Tata Cara Pembayaran Daiam Rangka

Pelaksaaaal Angga-rarr Pendapatan dan Belalja Negara
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit
Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit
Kela di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

1. Memahami prosedur Revolving Dana Ganti Uang Persediaan
Pemenuhal GUP Nihil

2. Memahami tusas pokok dan funesi unit keria
3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku

(cuP) dan

Keterkeitan : Peralatan/Perlengkapan :

K-uitansilliuEti pembelian yang telah disahkan PPK beserta faktur p4aK
Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Surat Perintah Bayar (SPBy)
Bukti penyetoran pajak
Daftar Rincian Permintaan PembayaJar (DRPP)

1

2

4
5

Pedngatan : Pencatatan dan Pendataan :

1. Pelaksana bertarggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibal<ukan darr ditetapkal.
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output

dikatagorikar sebagai bentuk kegagalal yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

Dicatat dan didata dalam berkas kearsipal Unit Keqa secara elektuonik dan/atau

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Nomor POS AP

jdih.kemdikbud.go.id



POS AP Re Dana Gantl U Persedlaen G dqn Pemeluhan GUP Nlhil

Pelakaans Mutu Baku

!{o LanSkah Keglatan
PPK Bendahara PPSIPM Kelengkapan l(clurran

loutputl

KGterangan

I Menerbitkan Surat Perintah Baysr (SPBy) dengan
dilampiri dokumen pendukung dan membubuhkan
tanda tanga-n pada kuitarsi/buldi pembelian tainnya

kuitansi/bukti pcmbelian
yang telah disahkan PPK
beserta faldur pajak, SSP,
dan nota/bukti
penerimaar barang/jasa
atau dokumen pendukung
lainnya yang diperlukan
yang telah disahkan
PPK

10 merut Surat Perintah
(sPBy)
kuitansi / bu kti
pcmbelian,
pajak dan SSP

faktur

Bayar
dan

2 Metakukan pengujian terhadap seluruh SPBy dan
bukti pendukungnya yang diketuarkan oleh PPK

Surat Perintah Baya,
(SPBy) dan kuitansi/ bukti
pembelian, faktur pajak
dan SSP

3 jam Surat Perintah Bayar
(SPBy) yang sudah
diuji, kuitansi/bukti
pembelian, faktur
pajak SSP

3 Melakukan pemungutan/pemotongan pajak atas
tagihan dalam SPBy dan menyetorkan ke kas negara

Surat Perintah Bayar
(SPBy) dan bukti
pcnyetoran pajak

Surat Perintah Bayar
(SPBy) yang sudah diuji,
kuitansi/bukti pembelian,
faktur pajak dan SSP

1O menit

I Melakukan pembukuan atas SPBy Surat Perintah Bayar
(SPBy) dan bukti
penyetora! pajak

60 menit a. Transalsi
pembukuan yang
sudah terinput dalam
aplikasi bendahara
b. Daftar Rincian
Permintaan
Pembayaran (DRPP)

5 Melakukan konfirmasi pajak ke KPPN Transaksi pembukuan
yang sudah terinput dalam
aplikasi bendahara

60 menit konfirmasilembar
pajak

Waktu

jdih.kemdikbud.go.id



Pelakaana

No. Langkah Kegiatar!

Mutu Baku

Keterangan
PPK Bendahara PPSPM Kelengkapen Waktu Keluaran

loutputl
6 60 menit Buldi Surat Perintah

Bayar (SPBy) yang telah
dibayar

Melakukan pembayaran atas SPBy yang diajukan
oleh PPK

Surat Perintah Bayar
(SPBy) yang sudah
dipotong dan bukti
penyetoran tagihan ke kas
negara

7 Bukti Surat Perintah Bayar
(SPBy) yang telah dibayar

10 menit Buldi Surat Perintah
Bayar (SPBy) yang telah
dibayar

Menyerahkan bukti pengeluaran dan SPBy kepada
PPK

Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) GUP,
DRPP , kuitansi dan
bukti pendukung
lainnya

a Membuat darr menerbitkar Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) GUP ke PPSPM

Bukti Surat Perintai Bayar
(SPBy) yang telah dibayar,
DRPP , kuitansi dan bukti
pendukung lainnya

6O menit

9 Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) GUP,
DRPP, kuitansi dan bukti
pendukung lainnya

21am SPP ditandatanganiMelakukan pengujian dan pemeriksaan SPP

1. SPM yang telah
ditandatangani
disampaikan ke KPPN
agar terbit SP2D
2. Menyimpan dokumen
SPM beserta dokumen
pendukungnya

10 Menerbitkan dan menandatangani SPM SPP yang telah diuji 1O menit SPM yang
ditandatangani

lelah

Bendahara menerima
derra GUP dari bank
operasional

rl Menginput dan memeriksa SP2D yang telah
diterbitkan oleh KPPN

SPM yang
ditandatangani

telah 5 Menit Nomor dan tanggal
SP2D GUP yang telah
diinput dalam aplikasi
yang disediakan
Kemenkeu

jdih.kemdikbud.go.id



8.21. POS AP PTUP/PiOS Perta awaban Tambahan U Persedlaen

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Nomor POS AP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revlsi
Taaggal Efektlf
Disahkan Oleh

Nama Ptos AP Revovhg PTuP/Pertarggunglewebatr
Tambahan Uang Persedlaan IPIUP)

Kuall{lkasl Pelaksana :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
5. Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.O5/2O12 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2O20 tentang perubahan atas Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dan Kebudavaan

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit
Keqa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit
Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

1. Memahami prosedur Revoving PIU P/ Pertanggungjawaban
Tambahan Uang Persediaan (PTUP)

2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit keria
3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku

Keterkaltan : Peralatan/Perlengkapan :

1. Surat Perintah Bayar (SPBy)
2. Billing setoran
3. Kuitansi/ bukti pembelian yang telah disahkan PPK
4. SPP PTUP yang telah diuji
5. SPM PTUP yang telah ditandatangani
6. Aplikasi Bendahara

Perlngatan : Pencatataa dan Pendataan :

1 . Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output

dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yalg harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

Dicatat dalam berkas kearsipan Unit Kerja secara elektronik dan/atau
manual

Dasar llukum :

jdih.kemdikbud.go.id



POS AP Revovl PTUP/ awaban Tambahaa Ua Peraedlaan

No. Langkah Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan
PPK B€ndahara PPSPM Kelengtapan '$Iaktu Kclueran

loutputl

l Menerbitkan Surat Perintah Bayar (SPBy) dengan
dilampiri dokumen pendukung dan membubuhkan
tanda tangan pada kuitansi/bukti pembelian lainnya

kuitansi/bukti pembelian yang
telah disahkan PPK beserta
faktur pajak, SSP, dan
nota/bukti penerimaan
barang/jasa atau dokumen
pendukung lainnya yaig
diperlukan yang telah disahkan
PPK

10 menit Surat Perintah Bayar
(SPBy) dan
kuitansi/bukti
pembelian, faktur pajak
dan SSP

2 Melakukan pengujiar terhadap seluruh SPBy dal
bukti pendukungnya yang dikeluarkan oleh PPK

Surat Perintah Bayar (SPBy) dan
kuitansi/bukti pembelian,
faltur pajak dan SSP

3 jam Surat Perintah Bayar
(SPBy) yang sudah diuji,
kuitansi / bu kti
pembelian, faktur paja.k
SSP

3 Melakukan pemungutan/pemotongan pajat atas
tagihan dalam SPBy dan menyetorkan ke kas negara

Surat Perintai Bayar (SPBy)
yang sudai diuji, kuitansi/bukti
pembelian, faktur pajak dan
SSP

10 menit Surat Perintai Bayar
(SPBy)dart bukti
penyetora!! pajak

-+ Menyetorkan sisa dana PTUP yang tida-t( digunakan
ke kas negara

Billing setoran 1O menit Bukti setor dana PIUP
yang tidal digunalan

Melakukao pembukuan atas SPBy Surat Perintah Bayar (SPBy) dan
bukti penyetorar pajaL

60 menit a, Transaksi pembukuan
yang sudah terinput
dalam aplikasi
bendahara
b. Daftar Rincian
Permintaan Pembayaran
(DRPP)

6 Melal<ukan konfirmasi pajal< ke KPPN Transa-ksi pembukuan yang
sudai terinput dalam aplikasi
bendahsra

60 menit lembar konfirmasi pajak

7 Melakukan pembayalan atas SPBy yang diajukan
oleh PPK

Surat Perintah Bayar (SPBy)
yang sudal dipotong dal bukti
penyetoran tagihar ke kas
negara

60 menit Bukti Surat Perintah
Bayar (SPBy) yang telah
dibayar

,un

jdih.kemdikbud.go.id



Pelaksana

No.

Mutu Baku

Keterangan
PPK Bendahara PPSPM Nelengkapan Waktu Keluarau

lolJtputl

{J Menyerahkan bukti pengelusran dan SPBy kepada
PPK

Bukti Surat Perintah Bayar
(SPBy) yang telah dibayar

1O menit Bukti Surat Perintah
Bayer (SPBy) yang telah
dibayar

g Membuat dan menerbitkan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) PIUP ke PPSPM

Bukti Surat Perintah Bayar
(SPBy) yang telah dibayar, DRPP

, kuitansi dan bukti pendukung
lainnya

60 menit Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) PTUP,
DRPP , kuitansi dan
bukti pendukung
lainnya

10 SPP PIUP yang telah
diuji ditandatangani
PPSPM

Melakukan pengujian dai pemeriksaan SPP PrUP Surat Permintaan Pembayaran
(SPP) mUP, DRPP, kuitansi dan
bukti pendukung lainnya

2 jam

l. SPM PrUP yang telah
ditandatangani
disampaikan ke KPPN
agar terbit SP2D Nihit
2. Menyimpan dokumen
SPM PIUP beserta
dokumen pendukungnya

11 Menerbitkan dan menandatangani SPM PfUP SPP PIUP yang telah diuji 1O menit SPM PIUP yang telalr
ditandatangani

12 Memeriksa dar, menginput SP2D Nihil yang telah
diterbitkan oleh KPPN

SPM PTUP
ditandatangani

yang telal 5 Menil Nomor dan ta.nggal SP2D
Nihil yang telah diinput
dalam aplikasi yang
disediakan Kemenkeu

Langkah Kegtatan

-l
L-

jdih.kemdikbud.go.id



B.22. POS AP Pencairan Bendahara Pe uaran BP
Nomor POS AP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revlsl
Tanggal Efektif
Dlsahkan Oleh

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Nama POS AP
Pencalran Langsung Bendahara Pengeluaran (LS -
BP}

DasarHukum: Kualiflkasi Pelaksana :

1. Undang-Undalg Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Targgung Jawab Keuangan Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Peruba-han Atas Peraturan Pemerintah Nomor

45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
5. Peraturan Menteri Keuanga-n No. 19O/PMK.O5/2O12 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka

Pelaksaiaar Anggaran Pendapata-n dan Belanja Negara
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi darr Tata

Kerja Kementerian Pendidikan dal Kebudayaal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaal Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan

7. Peraturan Menteri Pendidikan darl Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit
Kerja di Lingkungal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit
Keqa di Lingkungan Kementeriar Pendidikan dal Kebudayaan

1. Memahami prosedur Pencairan Langsung Bendahara Pengeluaran (LS -

2. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
3. Memahami tugas spokok dan fungsi unit keia

Peralatan/Perlengkapan :

1. Surat Perintah Pembayaran (SPP LS-Bendahara)
2. Ddlar Norminatif yang telah ditandatangani oleh PPK dan Benda,hara
3. SPM yarg telah ditardatarlgarr
4. Arsip Data Komputer (ADK)

5. SPM LS BP yang telah ditandatangani
6. Rekening koral

Pedngatan : Pencatatan dan Pendataan :

1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibal<ukan dan ditetapkan.
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu bal<u terkait perlengkapan, waktu maupun output

dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang hafl-rs dipertanesungiawabkan oleh pelaksana.

Dicatat dalam berkas kearsipan Unit Kerja secara elektronik da;n/atau
manual

Keterkaltan :

jdih.kemdikbud.go.id



FOS Pencalran Langsung Bendahara Pengeluaran (LS-Bendahara)

No. Langkah Keglatan Pelaksana Mutu Baku Ketersngan
PPK BendahEra/

Bendahara
Pengeluaran

PPSPM Kelengk!pan llralrtu Keluaran
loutputl

1 Menguji dan menandatangani surat buktl
meogenai hak tadh kepada negara. Kemudian
mengajukan dan menandatangani dokumen
pendukunS SPP LS-Bendahara

a. Dafta-r Nominatif
b. Dokumen pcndukunt
lainnya yang sai sesuai
dengan jenis pembayareJr

60 Menit a. DaJtar Nominatif yanS
telah ditandatangani oleh
PPK
b. Dokumen pendukung
lainnya yang sah s

'2 Melakukan pengujian dokumen perdukung atas
tr€nsaksi yang akan dibebankan

a. Dafta, Nomioatif yang
telah ditandatangani oleh
PPK
b. Dokumen pendukung
lainnya yang sah

a. Daftar Nominatif yang
telah ditandatangani oleh
PPK d6n Bendahara
b. Dokumen pendukunt
lainnya yang sah

3 Menerbitkai dan menandatangani SPP LS-
Bendahara/Bendahara Pen8eluaran. Kemudian
menyampaikan SPP Ls-Bendahara/Bendahara
Pengeluaran dan dokumen pendukung yang sah
kepada PPSPM

a. Surat Perintah
Pembayaran (SPP LS-
Bendahara)
b. Daftar Norminatif yang
telah ditandatangani oleh
PPK dan Bendahara
c. Dokumen pendukung
lainnya yang sah

60 Menit a. Surat Perintsh
Pembayaran (sPP LS-
Bendaha.ra) yang tel6h
ditandatanSan
b. DaJta-r Norminatif yang
telal ditandatanSani oleh
PPK dan Bendaha-ra
c. Dokumen pendukuog
lainnya yang sah

Melakukan pengujian da-rt pemeriksaan SPP a. Surat Perintah
Pembayaran (SPP LS-
Bendahara) yang telah
ditandatangan
b. Daftar Norminatif yant
telah ditandatangani oleh
PPK dan Bendaha.ra
c. Dokumen pendukunt
lainnya yang sah

30 Menit a. SPM yant telah
ditandatangan
b. Arsip Data Komputer
(ADK)

Melakukan pengujian dan pemeriksaan
meliputi proses;
l Menerima dan memeriksa SPP da-n

dokumen pendukung

2. Mengembalika.lr dokumen SPP LS
beserta lampirannya kepada PPK jika
dianggap tidal bena-r atau kuraog
lengkap

3. Menerbitkan SPM, menandatanganl
SPM, dan menga.rsip dokumen SPM dan
dokumen pendukung

4. Menyampaikan SPM dan ADK
kepada KPPN untuk diterbitkan SP2D

I
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No. Langkah Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan
PPK Bendahara/

Bcndahara
Pengeluaran

PPSPM Kelengkapan Waktu Keluaran
loutputl

Menerbitkan dan menandatangani SPM LS
Berldalara/ Bendahara Pengeluaran

a. SPM yang telah
ditandatangan
b. Arsip Data Komputer
(ADK)

10 Menit ADIi Menyampdkan ADK dan SPM kepqda
KPPN

6 Menginput dan memeriksa SP2D yang telah
diterbitken oleh KPPN

Nomor dan tanggal SPzD
LS BP yang telah diinput
da.lam aplikasi yant
disediakan Kemenkeu

SPM LS BP yang telah
ditandatangani

5 Menit

7 Menyetorken kelebihan uang LS
Bendahara/ Bendahara Pengeluaran ke kas
negara. Kemudiar menerima ADK SP2D dari
PPSPM dan menerima dana I-S dari Bark
Operasional untuk membayarkan kegiatan

Rekening Koran Lepora.n
PertangSungjawaban
anggaran

rekening koran 60 Menit

T
?

IF
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8.23. POS AP Pencalran La Pihak - Plhak Ke
Nomor POS AP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revlsi
Tanggal Efektif
Dlsahkan Oleh

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Narna POS AP Pencalran Langsung Plhak Kettga (LS - Pthak Ketiga)

Dasar llukum : Kuallfikasl Pelaksana :

1. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 17 Tahun 2O03 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Ta-nggung Jawab Keuangan Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerinta-h

Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
5. Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.0512O12 tenlal].g Tata Cara Pembayaran Dalam

Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
6. Peraturan Menteri Pendidikan darl Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan

Tata Keia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang funcian Tugas Unit
Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2020 tentalg Perubahan atas
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit
Ke{a di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

1. Memahami prosedur Pencairan Langsung Pihak Ketiga (LS-Pihak Ketiga)
2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit keia
3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku

Keterkaltan : Peralatan/Perlengkapan :

1. Konhak dan Dokumen Pendukung Kontrak
2. Surat Perintah Pembayaran (SPP LS-Pihak Ketiga)
3. SPM yang telah ditandatangan
4. Arsip Data KomDuter (ADK)

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu bal<u terkait perlengkapan, waltu maupun output

dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

Dicatat dan didata dalam
dan/atau manual

berkas kearsipan Unit Keia secara elektronik
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POS AP Pencalran La Plhak Ket LS - Pthak
Pelaksana Mutu Baku

No. KeterangenLengkah Kegiatan PeJabat
Pcngeda&n

PPX PPSPM Kelengkapan Waktu Keluaran
(Output)

l MenyiapkaJr dokumen pengadaar Barang/Jasa
yang lengkap dan sa}l

a. Kontrak
b. Dokumen
Pendukung Kontrak

30 Menit a. Kontrak yang telah
ditandatangani pihak
berwenang
b. Dokumen
Pendukung Kontrak
yang sah

2 Menerima dail memeriksa dokumen dari panitia
pengadaan Barang/Jasa. Kemudian merekam dan
mendaftarkan data kontrak ke dalam aplikasi SPP
dalr mengirimkannya ke KPPN sebelum proses
pencairan

a. Kontrak ya-ng teloi
ditandatangani pihak
berwenang
b. Dokumen
Pendukung Kontrak
yang sah

30 Menit a. Surat Perintah
Pembayaran (SPP LS-
Pihak Ketiga)
b. Dokumen
Pendukung Kontrak
yang sah

3 a. Surat Perintah
Pcmbayaran (SPP LS-
Pihak Ketiga) yang
telah ditandatangani
b. Dokumen
Pendukung Kontrak
yang sah

Mengajukan dokumen SPP LS Pihak Ketiga kepada
PPSPM

a. Surat Perintah
Pembayaran (SPP LS-
Pihak Ketiga)
b. Dokumen
Pendukung Kontrak
yang sah

l5 menit

4 Menerima dan memeriksa SPP dan dokumen
pendukung,

60 Menit Surat Perintah
Pembayaran (SPP LS-
Pihak Ketiga) beserta
data dukung yang telah
diverifikasi

a. Surat Perintah
Pembayaran (SPP LS
Pihak Ketiga) yang
telah ditandatangani
b. I)okumen
Pendukung Kontrak
yang sah

SPM, menandatangani
dokumen SPM dan

Menerbitka.rt
mengarsip
pendukung.

SPM, dan
dokumen

Surat Perintah
Pembayaran (SPP LS-
Pihak Ketiga) beserta
data dukung yang telah
diverifikasi

15 menit a, SPM yang telai
ditandatangan
b. Arsip Data Komputer
(ADK)

() Menyampaikan SPM dan ADK kepada KPPN untuk
diterbitkan SP2D dan agar Barlk Operasional dapat
melakukan pembayaian kepada Pihak Ketiga

a. SPM yang telai
d itandatangalt
b. Arsip Data Komputer
(ADK)

60 Menit Nomor dan tanggal
SP2D LS Pihak Ketiga
yanS telah diinput
dalam aplikasi yang
disediakan Kemenkeu

Pihal Ketiga menerima
dana LS Pihak Ketiga
dari bank operasional_l--
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C. POS AP Generik Bldsng Kep€gewalaE
C.1. POS AP Veriflkasl dan Vallda8l Data PNS Yang Akan Mencapel Batas Usla Pen8tun (BUP)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Nomor POS AP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revl6t
Tanggel Efektlf
Dkahke! Oleh

Name POS AP ' Verllikesi dan Valldasi Data PNS Yang Akan Mencapal
Batas Usla Penelun (BUP)

Daaar Hukum: Xuelilikasl Pelak6ana:
1. Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda atau Duda Pegauai

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Peme ntah Nomor 17 Tahun 2O2O tentang Perubahafl atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Adminisrasi Pemerintahan

5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembedan Pertimbangan Teknis Pensiun
Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil

6. Peraturan Mented Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Ke.ja Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah denga.n Peraturarl Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9
Tahun 2020 tentang Perubahai atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Trrgas Unit Kerja di Lingkungan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagarmana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang
Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementeian Pendidikan d8n Kebudayaan

1. Mampu mengolah data kepegawaian

2. Memahami peraturan dair ketentua.n tentang kepegawaian
3. Memahami prosedur pelaksanaan verfifikasi dan validasi data PNS yang akan mencapai BUP
4. Mery,ahami tugas dan lungsi unit kerja

Keterkaitan: Peralata! /Perlengkapan:
1. POS AP Pemrosesan Surat Keluar
2. POS AP Pemrosesan Surat Masuk

1. Data Kepegawaian
2. DaItar Nominatif Pegawai

3. Daftar PNS yang akan mencapai BUP
4. Surat Pengantar

Peringatan:
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, wal<tu maupun output dikategorikan sebagai bentuk

kegagalan yang ha.rus dipertanggungiawabkan oleh pelaksana.

Dicatat dan didata dala.n berkas kearsipan masing-masing unit kerja secara elektronik dan/atau
manual

Pencatatan dan Pendataan:
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POS AP Veriflkasl dan Validasl Data PNS Yang Ataa Mencapal Batas Usla Peaslun (BUP)

No, Langkah Keglatan

Pelakaal!a

K€terangatr
PengadminlEtrasi

K€pegawaian/
Pengelola

Kepegawaian

Kepala Subbagian/
Kepala Baglan

Tata UEaha

Kcpala
Unlt Kerja

Kelengkapan Kcluaran
loutptttl

I Membuat daftar PNS yang mencapai
Batas Usia Pensiun (BUP) 1 (satu)
tahun terakhir

data pegawai 1O Menit daftar
akan
BUP

PNS yang
mencapai

2 Mengumpulkan dan memeriksa
berkas PNS yang akan mencapai BUP

daftar PNS yang
akan mencapai BUP

kelengkapan
berkas usul
pensiun

3 Menerima daftar nominatif PNS yang
akan mencapai BUP 1 {satu) tahun
kedepan dari Biro SDM

kelengkapan berkas
usul pensiun

15 Menit daftar nominatif
PNS yang akan
BUP

Penerimaan daftar nominatif
PNS yang akan mencapai BUP
1 (satu) tahun kedepan pada
tahun berjalan

4 Memverifikasi dan memvalidasi daftar
nominarif PNS yang akan mencapai
BUP

daftar nominatif
PNS yang akan BUP

30 Menit daftar nominatil
PNS yang akan
BUP

- Bila terjadi perbedaan data
maka mengajukan usul
perbaikan daftar nominatii
PNS yang akan pensiun
dengan melampirkan data
pendukung

5 Membuat konsep surat pengantar
pengiriman daftar nominatif PNS
yang akan mencapai BUP

daftar nominatif
PNS yang akan
BUP, form surat
pengantar, data
dukung

10 Menit surat KGtcrkaltatr:
- POS AP Pemrosesan Surat
Keluar

Memeriksa dan memaraf konsep
surat pengantar

konsep
pengantar

surat 1O Menit konsep
pengantar

surat KetGrLrltatr:
- POS AP Pemrosesan Surat
Keluar

7 Memeriksa dan menandatangani
konsep surat pengantar

konsep
pengantar

surat 5 Menit surat pengantar Ketcrtalta!:
- POS AP Pemrosesan Surat
Keluar

fJ Mengirimkan berkas dan surat
pengantar pengiriman daftar
nominatif PNS yang akan mencapai
BUP ke Sestama/Kepala Biro SDM
secara elektronik

surat pengantar 5 Menit tanda terima X.t!rliltaD:
- POS AP Pemrosesan Surat
Keluar

Mutu Baku

Waktu

2O Menit

konsep
pengantar

6
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C.2. POS AP Pengusulen Pembethentlan PNS Yang Akan Mencapal Uaia Penstun (BUP)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISBT, DAN TEKNOLOGI
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Norro. POS AP
Tanggal PeEbuatan
Taaggal Revtst
Tatrggal Efekttf
Dlsahka! Oteh

Nama POS AP : Penguaulan Pemberhentlan PNS Yang Akan
Mencapal Usla Penslun (BUP)

Daser Hukuln: Kuallflkrsl na:
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda atau Duda Pegawai
2. Undang-Undan8 Nomor 5 Tahun 2014 tentarg Aparatur Sipil Negara
3. Peraturan Pemerintah Nomor ll Tahun 2017 tentarg Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah denga!

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentarg Perubahan atas Peraturan Pemerintai Nomor ll Taiun 2017 tentang
Manajemen Pega\rai Negeri Sipil

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apaiatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
PenJn-rsunan Standar Operasiooal Prosedur Administrasi Pemerintahan

5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Peoberian Pertimbangan Teknis Pensiun
Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Talun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun
2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan
Tata Kelja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Ke{a di Lingkungan
Kementedan Peodidikan dan Kebudayaan sebagaimsna telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 17 Tahun 2O2O tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomo! 46 Tahun 2019 tentang
Rincian Tu8as Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

1. Mampu mengolah data kepegawaian
2. Memahami peraturan dan ketentuan tentang kepegawaian
3. Memahami prosedur pelaksanaan pengusulan pemberhentia! PNS yang

mencapai Batas Usia Pensiun (BUP)
4. Memahami tugas dan fungsi unit kerja

Keterkaltan: Peralatan/ Perlengkapan:
1. POS AP Pemrosesan Surat Masuk
2. POS AP Pemrosesan Surat Keluar

1. Daftar Nominatif PNS yarg akan mencapai BUP
2. DCPC
3. SAPK
4. Konsep Surat Pengantar
5. Surat PengantaJ

Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
1. Pelaksana bertanggung.iawab atas pelaksanaan al<tivitas ysng telah dibakuksn dan ditetapkan.
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk

kegagalan yang harus dipertanggungjawabka! oleh pels-Lsana.

Dicatat dafl didata dalam belkas kearsipan masing-ruasing unit kerja secara
elektronik dan / atau marual
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POS AP P€nguaulen Pemberhcatlaa PNS Yeng Akar Mencepel Usla P.n6lua (BUP)

No Langlrrh Neglatan

Pelaks&aa Mutu Baku

Keterangaa
PcngedElniatlaal

KepcfewoleD /
Pctrgclola Kcpcgawelan

Kepala Subbagla!/
Kcpele Baglsrl

Tata U6ahe

Kepala
UDlt Kcda

I(elcnSkapen Wektu Keluaren
loutputl

L Menerima daftar ooEinatif PNS yang
a.kan mencapai BUP I (satu) tahun ke
depan dari Biro SDM bes€rta Daftar
PeSawai Calon Penerima Pensiuo (DPCP)

Daltar nominatif PNS yang
akan aencapai BUP I {satu)
tahun ke depan, DPCP

10 Menit Dg.ftar noainatif PNS
yang akan dencapai
BUP 1 (satu) t6hun
kedepan, DPCP

) Menyarnpaikai DPCP kepada PNS yang
bersa-nSkute! untuk ditandatarga.ni

DPCP 20 Menit DPCP

3 Meoerima DPCP
ditandatan8ani oleh
Penerima Pensiun

yairS
Pegawai

telah
Calon

DPCP 15 Menit Penerimaai daftar nominatif
PNS yang a-kai mencapai BUP I
(satu) tahun kedepan pada
tahun beialan

4 Melakukan pereErajaan data lupdating
data) DPCP dal:r menginput usul melalui
Sistem Aplikasi Pelayana-n Kepegawaian
(SAPK)

Daftar noEinatif PNS yalg
drencapai BUP 1 tahun
kedepan, DPCP, SAPK, SK
CPNS, SKKP, SXP 1 Tahun
terakhir, Surat Pernyataan
tidak s€dang oenjalani
hukurnan disiplin tingkat
s€dang/berat, Surat
Pemyataan tidak pem€h
dijatuhi hukumai pidana

30 Menit Data PNS yaig
Eencapai BUP

Bila terjadi perbedaart data
aaka mengajukan usul
perbaika, daftar nominatif PNS
yang 6.kan pensiun denga!
aelarxpirkan data pendukung

5 Me@buat konsep suiat pengantar
pengiriman usul pemberhentian PNS
yang mencapai BUP

daJta.r nominatif PNS yang
akan BUP, form surat
pengantar, Data PNS yang
mencapai BUP

10 Menit konsep
penSantaf

surat

Memeriksa dan memaral (memverifikasi)
konsep surat pengantar

konsep surat pengajrto,r 10 Menit konsep
penSantar

surat

7 Memeriksa da.n menandatangani konsep
sulat pengant4r

konsep surat pengantar 5 Menit surat pengantar

I M€ngirimkan berkas dan surat pengantar
usul pemberhentran PNS yang mencapai
BUP ke Sestama/Kepala Biro SDM
aecara elektronik

surat pengantar 5 Menit tanda terima LctarLaltani
- POS AP Peoros€san Surat
Keluar
- POS AP Pemrosesan Surat
Masuk

DPCP

--]

6

I

I
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C.3, Pos AP Pemberhentlan PNs Selain Yang Akan mencapai Usia PenBiun

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Nomor POS AP
Tanggal Pembuat!!
Tanggal Revlsl
TengSel Efektif
Dlsahkaa Oteh

Nama POS AP :Pengusulan Pemberhentlar PNS aelaln
yang akan Mencapal Usla Penslun

Dasar Hukurn: Kualilikasi Pelaksana:
1. Undarg-Undalg Nomor l1 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda atau Duda Pegawal
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
3. Peraturan Pemerinta}l Nomor l1 Tahun 2017 tefltang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimara telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor I I Tahun 20 17 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apaiatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
PenJnlgunan Standai Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahsn

5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedomai Pemberiar Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai
Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 TaIun 2Ol9 tentang Orgarisasi den Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan s€bagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun
2020 tentang Pembahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Talun 2019 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pendidika! dan Kebudayaan

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan
Kementerian Pendidikan dai Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturalr Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 17 Taiun 2020 teotang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang
Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

1. Ma.rnpu mengolah data kepegawaian
2. Memahami peraturan dan ketentuan tentang kepegawaian
3. Memahami prosedur peliaksanaarr pengusula! pemberhentian PNS setain

yalrg al<Ell pensiun
4. Memahami tugas darl fungsi unit ke a

Keterkaltan: P€ralatan/Perlengkapsn:
1. POS AP Pemrosesan Surat Masuk
2. POS AP Pemrosesan Surat Keluar

l. DcPc
2. SAPK
3. Konsep Surat Pengantar
4. Surat Pengantar
5. Kelengkapan berkas sesuai jenis Pemberhentian

Perlngatan: Pencatatan dan Pendataan:
1. Pelalsana bertanggunB.iawab atas pelal.sa,laan aktieitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapa!, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk

kegagalan yang haJus dipertanggungiawabkar! oleh pelaksana.

Dicatat dan didata dalam berkas kea-rsipan masing-masing unit kerja secara
elektronik dan/ atau manual
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POS AP Psngu.ul.n P.mb.rh.ntler PNS Selatn Yatrg Akan m.nc.p.t U.ts Pcn.lull

Langkah Keglat.n

Mutu Baku

P.ra..lmlnl.tr..l
x.p.arxrtrn/

PonS.loh Itup.gr-.trn

KGp.h aubbagt.n/
K.p.h Brgtrn

Trtr U.rhr

Kopal.
Untt xcrja lotttputl

I Menyampaikal Daltar PcSawei Cslon
Pencrima Pcnaiun (Drcq kepada PNS
yang mcngq,ukan usul pemberhcntian
untuk ditandatangani

Daftar nominatif PNS yanS aken
diLrsulkan pcmberhentian

10 Menit DPCP

2 Menerima DrcP yanS
ditandatangani oleh Pegawai

relah DPCP 20 Menit DPCP yang Budah
ditandatangani

3 Mclakukan peremajaan d^ta lupdating
dara) DPCP den menginput usul rnelalui
Si8tem Aplikasi Pelayanan K€pe8awaian
(SAPK)

DPCP, SAPK, SK CPNS, SKKP,
SKP 1 Tahun terakhir, Suret
Pernyataan tidek scdang
menjelani hukuman disiplin
Lingkat sedang/berat, Surat
Pcmyataan tidak pemah
diiatuhi hukuman pidena

30 Me.it Da.ta PNS yang
diusulkan untuk
pemberhentian

Bila terjedi perbedaa[ data maka
mengajukan usul perbaikan dengan
melampirkan data pendukunS

.1 Menyertakan kelengkapan berkas sesuai
syeret pcmberhcntien PNs

Data PNS yang diusulkan untuk
p€mbarhentien, Dokumen
kelcngkapan scsuai jenis
p€mbcrhcntien yeng di6jLrkan

15 Menit Data pemberhcntien
PNS yanS sudah
lenSkap

Kelengkapan bcrkas :

l. Pemberhentisn Atas Permintaan Sendiri :

Surat Pcrmohonan Pengunduran dari YBS
diatas metcrai
2. Pemb€rhentian kar.na meninggal :

- Akta Kematian/ SK Kernatian dari
kelurahan

- Surat Ket€rangan Janda/Duda dari
kelurahan
3. Pemberhentian karena tidak cakap
Jesmani/Rohani: Su€t Keterangan dari Tim
Pen8uji Kesehatan dari Rumah Sakit yang
ditunjuk
4. Pemberhentian karena hilang : Surat
Keterangan dari Kepolisian

Membuat konsep surat pengantar
pengiriman usul pemberhentian PNS

Data pemberhentian PNS yang
sudah lengkap, form surat
pengantar

lO Menit konsep
pengantar

6 Memeriksa dan memaraf (memvenfikasi)
kons€p suret pengantar

konscp surat penSantar I0 Menit
pengantar

Memeriksa dan menandatanSani kons€p
surat PcnSentar

kons€p surat pengantar 5 Menir

a Mengirimkan berkas dan surst pengsntar
usul p€mberhentian PNS ke
Sestama/Kepela Biro SDM se€ara
elektronik

surat pengantar 5 Menir N.t.rhltrrl:
' POS AP Pemrosesan Surat Keluar
- POS AP Pemrosesan Surat Masuk

-_.l
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C.4. POS AP POS Pe Pludah/Mutasl Jabatan Artar Unlt/InEtanEi(Unit Penerima
Nomor POS AP

Tenggal Pembuataa
Tatrggal Revlsl
Talggal Efektlf
Dhehkrn Oleh

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

POS Pengusular Plndah/Mutaai Jabatan
Antar Unit/Instarsl (Untt KerJa Penerlma)

Daaar Hukum : Kualifikasi PelakEana :
l. Urdang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatu. Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor ll Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Nege Sipil sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1l Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Netara dan Reformasi Birokrasi Nomoi 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penlrusunan Standar Operasiona.l Prosedur Administrasi Pemerintaha!

4 . Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 20 I 9 tentang Tata Caia Pelaksanaan Mutasi
5. Peratural Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi da,l Tata Kerja KementeriaJr

Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telal diubah dengan Peratulan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Norror 9
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tefltang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Peodidikan daJl Kebudayaan

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rinciar T\rgas Unit Kerja di Lingkungan
KementeriaJr Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Xebudayaan Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubalan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46
Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dalr Kebudayaan

1. Memahami proses mutasi antar unit atau instarsi
2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja
3. Mampu mengolah data kepegawaian
4. Memahami peraturan dan ketentua! yang berlal<u

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapen :

1. POS AP Pemrosesan Surat Keluar 1. Surat Usul Mutasi/Pindah
2. Disposisi
3, SK TUKIN
4. Surat lrlos Butuh
5. Surat Pemyataan Pelepasan
6. SKP 2 Tahun Terakhir
7 Bahan Rapat
8. Konsep dan Surat Jawaban

Peringatan: Pencatatan dan Pendataan :

l. Pelaksara bertanggung jawab atas pelaksanaan altivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.
2. Sege-la beotuk penyimpangan atas rnutu baku terkait perlengkapan, waltu maupun output dikategorikan sebagai bentuk

kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan masing-masing unit kela
elektronik dan/ atau manual

t,

t,

Naa. Pos AP 
l,
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POS AP Pe ulan Ptrdah/Mutasl Jabatan Antar Unlt/Iastansl Ualt Ke Penerima
PelaksanaNo. L.ngkah Kegtatan

Kepala
Unlt KerJ.

Nepala Subbagtan/
Kepala Bagtan

Tata U8ahe

Analtu SDM
Aparatur

Pengadmlnlstraal
Kepegawelan

Kelengkapan Waktu Keluaran
loittptrtl

Keterangan

I Mene ma surat permohonan pindah/
mutasi antar unit bagi jabatan fungsional
a 6u pelaksana dan memberrkan disposisi
untuk ditindal<lanjuti

10 menit Disposisi, eurat usulan
pjndah/ mutaai
jabatan dan Surat
percetujuan melepas

Kot.rkeltan:
POS AP Penerimaan
Pindah/Mutasi Peeawai Antar
Unit/lnstansi lUnit Keria
Pemohon)

Surat usul
pindah/ rnutasi jabatan,
Lemba.r Disposisi, dan
Surat persetujuan
melepas

2 Mene ma dan mendisposisiksn kepada
Analis SDM Aparatur untuk
menindaklanjuti surat usulan
piodai/mutasi jabatan fungsional atau
pelal<sana

Disposisi, surat usul
pindah/mutasi iabatan
dan Surat persetuiuan
melepas

10 menit Disposisi, surat usul
pindah/mutasi jabatan
dan Surat persetu.juan
melepas

3 Melakukan pembahasan bersama terkait
usulan pindah/mutasi jabatan fungsional
alau pelaksana

+

I

hasilnotula, form
pembahasan

Bahan Rapat 120 Menit

Mengonsep surat berdasarkan hasil
pembahasan terkait usular
pindai/mutasi jabatan jabatan fungsional
atau pelaksara

hasilnotula, form
pembahasan

1B menit surat usuikonsep
pindah

Jika Ya ma](a Delampirkan: SK
CPNS,SK Terakhir, SK TUKIN,
Surat Lolos Butrlh, dan SKP 2
Tahun Temkhir

Memeriksa dsrl memaral (memverifikasi)
konsep surat jawaban usul dan surat
Pernyataan persetujuan menerima

15 menit konsep surat usul
pindah dan surat
pernyataan
persetujuan mene ma

surat usulkonsep
pindah

6 Memeriksa dan menandatangani surat
jawaben usul da.n surat pernyataan
persetujuan menerima

konsep surat usul
pindal dan surat
pemyataan persetujuan
menerima

5 menit surat usul pindal dan
surat pernyataan
persetujuan menerima

7 Mengi mkan surat jawaban
berkasnya ke Sestama/Biro SDM

dan surat usul pindah dan
surat pernyataa.n
persetuiuan menerima

5 Menit surat usui pindah dan
surat pernyataan
persetujuan menerima

Keterkeltea:
POS AP Pemrosesan
Keluar

Xetera,tga,1:
-UPl dan Unit Kerja di eksternal
Sekretariat Jenderal
mengirimkan ke Sestama
-PlN, LL Dikti dan Unit Kerja di
Internal Sekretariat Jenderal
mengidmkan ke Biro SDM

Surat

Mutu Baku

tl

____l

I
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C.5. POS AP Penerlmaafl Plndah/Mutasl Pegawal Anter Unlt/Instansl lunlt l(erja Pemohonl

KEMENTERIAN PENDIDII(AN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Nomor POS AP
Tanggal Pcmbuatal
Tenggal Revlal
Tanggal Efelttf
Dbehken Oleh

: Penerlmaan Plndah/Mutasi Pegawai Antar
Unlt/Instaosl (Untt ferja Pemohonl

Dasar Hukum : Kualtfikasl Pelaksana :

1. Undang-Undang Nornor 5 Tahun 2014 tentang Apalatur Sipit Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan

Peraturar Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubaian atas Peraturan Pemerintai Nomor 11 Taiun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Taiun 2012 tentang Pedoman
PenJrusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

4. Peraturan Badan Kepegawaian Negaja Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi
5. Peraturan Mented Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 T6iun 2019 tentang Organisasi dan Tata Keda Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Mented Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang
Organisasi da! Tata Kerja Kementerian Pendidikar dan Kebudayaan

6. Peraturan Mented Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentarg Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkunga,
Kementerian Pendidikan dal Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaaa Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Mented Pendidikan da.n Kebudayaan Nomor 46
Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kemente an Pendidikan dalt Kebudayaan

1, Memahami proses mutasi antsr unit atau instansi
2. Memahami tugas pokok dar fungsi unit kerja
3. Mampu mengolah dara kepegawaian
4. Memahami peraturan dan ketentuan yalg berlaku

Keterkeitan : Peralatan/Perlengkapan :

1. POS AP Pemrosesan Surat Keluar
2. POS AP Pengusulan Pindah/Mutasi Jabatan Anta,r Unit/lnstansi (Unit Kerja Penerima)

1. Surat Usul Mutasi/Pindah
2. Disposisi
3, SK TUKIN
4. Sulat Lolos Butuh
5. Surat Pernyataan Pelepasan
6. SKP 2 Tahun Terakhir
7 Bahan Rapat
8. Konsep dan Surat Jawaban

Perlngatan : Pencatatan dan Pendataan :

1. Petaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan altivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk

kegaga.lan yarg haius dipertalggungjawabkan oleh pelaksana.

Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan masing-masing satual kerja secata
elektronik dan/ atau manual

t,

t,
I'

l{arna POS AP

jdih.kemdikbud.go.id



POS AP Penerlmaan Plndah/Muta8l Pegawal Antar Unlt/In8tanai (Unlt Kerja Pemohon)

No. Langlah Xeglata!

Pclaksana Mutu Beku

I(ct€reD8an
Kepala

Utrlt Kerja
Kepala Subbagtan/

Nepala Baglan
Tata Usaha

Aualt8 SDM
Aparatur

Pcrgadmhrbtrasl
Repcgawelaa/

PergeloL
Kepegawalen

xelerrgtapan Waktu

L Menerima surat permohonan pindal/
mutasi dari pemohon

Surat
pindah/mutasi
jabatan

usul 10 mcnit Disposisi, surat
usulan pindah/
mutasi jabatan

2 Menerima dan mefldisposisikan kepada
Analis SDM Aparatur untuk
menindaklanjuti surat usulan
pindah/mutasi jabatan fungsional atau
pelaksana

I

Disposisi, slrrat usul
pinda}I/mutasi
jabatan

10 menit Disposisi, surat
usul pindah/mutasi
jabatan

3 Melakukan pembahasan bersama terkait
usulan pindah/ mutasi jabatan
fungsional atau pelaksana I

I

t-

Bahan Rapat 120 Menit notula, form hasi
pembahasan

Mengonsep surat berdasarkan hasil
pembahasan dan analisis terkait usulan
pindah/mutasi jabatan

notula, form hasil
pembahasan

18 menit konsep surat
jawaban dan
konsep sumt lolos
butuh

Jika Ya maka melampirkan:
SK CPNS,SK Terakhir, SK
TUKIN, SKP 2 Tahun Terakhir

5 Memeriksa dan memaraf (memverifikasi)
konsep suratjawaban

konsep surat jawaban
den konsep surat
lolos butuh

15 menit konsep
jawaban
konsep
butuh

surat
atau

surat lolos

Memedksa dan
jawaban

menandatangani surat konsep surat
jawaban da.n konsep
surat lolos butuh

5 menit surat jawaban atau
surat lolos butuh

7 Mengirimkan surat jawaben
berkasnya ke pemohon

dan surat jawaban surat
lolos butuh

5 Menit suratjawaban KctCrkaltaa:
1. POS AP Pemrosesan Surat
Keluar
2. POS AP Pengusulan
Pindah/Mutasi Jabatan Antar
Unit/lnstansi (Unit Keda
Penerima)

Ileluaran
lO,ltputl

-_l

l--
I
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C.6. Pos AP Pengusulen Plndah/Mutael Internel Pcgewel dl Unlt Kcrja

KEMENTERIAN PENDIDII(AN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Nomor POS AP
Tanggal PeDrbuat.n
Tanggal Revlsl
Tauggal Efekttf
Dllahlan Oleh

Name POS AP I Penguaulatr Plndah,.Iabatan/Mutasl Jabatan
PGgarral dl Internal Unlt KerJa

Dasar Hukum:
1. UndanS-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negaia
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengart

Peraturen Pemerinteh Nomor l7 Tahun 2020 tentang Perubahan alas Peraturan Pemeiintah Nomor I I Tahun 2Ol7
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nega-ra dan Reformesi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2Ol2 tentang Pedoman
Penlrusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tshun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi
5. Peraturan Menteri Pendidika! dan Kebudayaan Nomor 45 Taiun 2019 tentang Organisasi dan Tata Keia Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan sebagaiDa.na telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikar dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaar

6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaar sebagaimana telah diubah denSan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2O2O tentanS peruba-tran atas Pelaturan Menteri Pendidikart dan Kebudayaan Nomor 46
Tahun 2019 tentanS Rincian Tugas Unit Keia di Lingkunga! Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

1. Memahami Proses Pengusulan Pindah Jabatan/Mutasi Jabat€n Pegawai di Intemal
2. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
3. Mampu mengolah data kepegawaial
4. Memahami tugas pokok dan fungsi unit keria

Keterkeitan: Peralatan/ Perlengkapan:
1. POS AP Pemrosesan Surat Keluar'

2, POS AP Penyerahan SK Pegawai

1, Surat Usul 5. SKP2
2. Disposisi 6. SK Tukin
3. Bahan Rapat
4. Form Hasil Pembahasan dan t€mpiran Daftar Nama Pegawai yang dimutasi

Peringatan Pencatatan dan Pendataan :

1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aldivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai

bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelalsana.

Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan masing-masing unit kerja secara elektronik
dan/atau manual

t,

t,

Kuallfikasi Pelakaana:

jdih.kemdikbud.go.id



PIOS AP Pengusulsn Ptndah Jabatan/Mutasi Jebatan Pegawai dl Internal Unlt Korja

No. LangLah Kegl&tan

Pelek6ana Mutu Beku

Keterangan
Kcpala

Unlt KerJa
Kopatra

Subbaglan/
Kopala Baglan

Tata Usaha

P6rgadElalstrasl
Nepega! ala!/

Pongolol-
Kepegawalcn

Ilelergkepan Waktu Kcluaraf,
loutputl

1 Memberikan disposisi untuk
menJrusun konsep pindah
jabatan/mutasi jabatan Pegawai di
Intemal Unit Keda

Surat usul mutasi
intemal pegawai,
l,embaJ Disposisi

10 menit Disposisi, surat
usulan mutasi
internal pegawai

2 Menerima dan menindal<lanjuti
surat usulan pindah
jabatan/mutasi jabatan Pegawai di
Intemal Unit Ke{a

I

Disposisi, surat usul
mutasi internal pegawai

l0 menit Disposisi, surat usul
mutasi internal
pegawai

3 Melakukan pembahasan terkait
pindah jabatan/mutasi jabatan
Pegawai di Iflternal Unit Keia

I Disposisi, Surat Usulan,
SK TUKIN, SKP 2
Tahun Terathb, Peta
Jabatan Unit Keia,
Data Nominatif Pegawai

30 menit Bahan Rapat

MenSonsep surat usulan
berdasarkan hasil pembahasan
lerkair pindah iabatan/rDutasi
jabatan Pegawai di Intemal Unit
Kerja

Notula, Form
Pembahasan

Hasil 30 menit konsep surat usulan,
lampiran daftar
nama pegawai yang
dimutasi

Berkas kelengkapalr:
SK Parrgkat Teral<hir, SK
TUKIN/Mutasi, SKP 1

Taiun Terakhir

5 Memeriksa dan memaraf
(memverifikasi) konsep surat usulan
pindah jabatan/mutasi jabatan
intelnal pegawai

konsep surat usulan,
lampiran daJtar nama
pegawai yang dimutasi
dan berkas kelengkapar

15 menit konsep surat usulan,
lampiran daftar
nama pegawai yang
dimutasi da-n berkas
kelengkapan

6 Memeriksa dal:I menardatangani
surat usulan pindah
jabatan/mutasi jabata! Pegawai di
Intemal Unit Kerja

konsep surat usulan,
lampiran daJtar nama
pegawai yang dimutasi
dan berkas kelengkapan

5 menit surat usulan,
Iampiran daftar
nama pegawai yang
dimutasi dan berkas
kelengkapan

7 I\4engirimkan surat usulan dan
berkasnya ke Sestama/Kepa.la Biro
SDM

surat usulan, lampiran
daftar nama pegawai
yang dimutasi dan
berkas kelengkapan

5 Menit tanda terima KeterLaltan:
1. POS AP Pemrosesan
Surat Keluar
2. POS AP Penyerahan SK
Pegawai

Ansll3 SDM
Aparatur

jdih.kemdikbud.go.id



C,7. POS AP Pembuaten Kerpeg dan Karls/Kersu

KEMENTERIAN PENDIDII{AN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Nomor POS AP
Tanggal Pembuatan
Talggal Revlsi
Tanggal Efektif
Dlsahkatr Oleh

Nama POS AP I Pembuatan Karpeg dan Karls/Karsu

Daaar Hukum : Kualiflkasl Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Mana,jemen Aparatur Sipil Negara
2, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaima-na telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2O2O
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

3. Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintai Nomor 10 Tahun 1983 Tentang
Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apaiatur Negaia dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pen},'r.rsunan Standa-r Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimala telah diubah dengan Pelatursn Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9
Tahun 2020 tentang Perubaial atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang
organisasi dan Tata Keda Kementerian Pendidikan dal Kebudayaan

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dar
Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46
Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Keta di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

7. Surat Edaran Badan Adminitrasi Kepegawaian Negara Nomor 08 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi
PNS

1. Memahami proses pembuata-n karpeg dan karis/karsu
2. Memahafti tugas pokok dan fungsi unit kerja
3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku

Keterkaltan : Peralatan/Perlengkapan :

1. POS AP Pemrosesan Surat Keluar
2- POS AP Pemrosesan Surat Masuk
3. POS AP Input Data Pegawai

1. Data Pegawai
2. Konsep Surat Usulan dar Berkas Kelengkapan
3. Surat Usulan dan Berkas Kelengkapa-n
4. Karpeg darr Karis/Karsu
5. Aptikasi SIMPEG

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Petaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.
2. Segala bentuk penyimpanga.n atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk

kegagalan yang harus dipertanggungiawabkan oleh pelaksana.

Dicatat darl didata dalam berkas kearsipan masing-masing unit keda sec
elektronik dan/atau manual

t:

t:

l:
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POS AP Pembuatan K.arpeg dan Karls/Xareu

l{o. Langkeh Keglaten

Pelaksana Mutu BaLu

Ketcrangan
Pengedtnlnl3trasl

KGp.gasaLa
/Pcagelola

KcpeEasalan

Kepeta Subbaglen /
Kepala Baglan

Tete Usahe

Kepah
Uult KerJe Kelengkapan Waktu Kelurrea

loutputl

1 Membuat konsep surat usul
pembuatan karpeg dan karis/karsu
dengan melengkapi persyaratannya

Data pegawai 60 menit Konsep surat usulan dan
berkas kelengkapan

) Memeriksa kelengkapan berkas
pembuatan karpeg dan karis/karsu
serta memaraf (memverifikasi)
konsep surat usul pembuatan
karpeg dan karis/karsu

Konsep surat usulan dan
berkas kelengkapan

3O menit Konsep surat usulan
yang sudah diparaf dan
berkas kelengkapan

KGtGrL.ltart:
POS AP Pemrosesan
Surat keluar:

Memeriksa dan menandatangani
konsep surat usul pembuatan
karpeg dan karis/karsu

Konsep surat usulan yang
sudah diparaf darl berkas
kelengkapan

10 menit Surat usulan yang
sudah ditandatangani
dan berkas
kelengkapan

4 Memberi nomor dan tanggal surat
pengantar usul pembuatan Karpeg
dan karis/Karsu dan stempel surat
dan kelengkapan berkas usulan

Surat usulan yang sudah
ditandatangani dan
berkas kelengkapan

5 menit Surat usulan yang
sudah diberi nomor,
tanggal, alsinat, dan
stempel unit kelja serta
berkas kelengkapan

5 Memindai surat usul pembuatan
karpeg dan karis/karsu beserta
kelengkapan dan mengr:nggah hasil
pindai pada aplikasi usulan karpeg
dan karis/karsu

Surat usulan yang sudah
diberi nomor, tanggal,
alamat, dan stempel unit
ke{a serta berkas
kelengkapan dan cetakan
Form Registrasi dari
Aplikasi

1o menit Dokumen digital usulan
karpeg, karis/kaisu dan
form regristasi yang
berisi list nama yang
diDsulkan

6 Mengirim surat usul pembuatan
karpeg dan karis/karsu beserta
kelengkapan berkas ke Biro
SDM/Sekretaris Unit Utama

Surat usulan yang sudah
diberi nomor, tanggal,
alamat, dan stempel unit
kerja serta berkas
kelengkapan

15 menit Bukti pengiriman Xot rlrltr!
1. POS AP Pemrosesan
Surat Kelua,

7 Menerima karpeg dan karis/karsu
dari Biro SDM dan menyerahkan
kartu kepada pegawai yang
bersangkutan kemudian menginput
atau memastikan bahwa
Karpeg/ Karis/ Karsu telah tercatat
ke aplikasi SIMPEO

Karpeg dan karis/ karsu,
Aplikasi SIMPEG

30 menit Bukti penerimaan
karpeg dan karis/ka-rsu,

N.tcrliltan:
1. POS AP Pemrosesan
Surat Masuk
2. POS AP Input data
pegawai

3
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C.8.POS AP PenguBulan Keneikan Pangkat

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Nomor POS AP
TangSel PembuEtan
TangSal Revtsl
Tangtal EfeLtif
Dlrehken Oleh

Nama POS AP Pengusulan Kenalkan Pangkat

Dassr Hukum : Kuallfika8t Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000
Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Neteri Sipil

3. Pelaturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah deflgan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentEig Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor ll Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apaiatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penfrsunan Standar: Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

5. Keputus€n Kepa-la Badan Kepegawaia! NeBara Nomo! l2 Taiun 2002 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 99 Tahun 2OOO tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Tetah Diubah Dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 T€hun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil

6. Peraturar\ Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2Ol9 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaa! sebagaimana telal diubah dengan Pelaturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9
Tahun 2020 tentang Pelubahan atas Peratula! Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2Ol9 tentang
Organisasi dan Tata Keda Kementeria, Peldidikar dan Kebudayaart

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nohor 46 Tahun 2019 tentalg Rincian Tugas Unit Keia di Lingkungan
Kementerian Pendidikan d€n Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peratura! Menteri Pendidikan dan
Kebudayaa! Nomor 17 Tahun 2020 tentanS perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46
Tahun 2019 tertang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikai dan Kebudayaan

l. Memahami prosedur pengusulan kenaikan pangkat
2. Mampu merekap dan memverifikasi data kepegawaian
3. Memaha.rni peraturan dan ketentuan yang berlalru
4. Mema}Ia.mi lugas darl fungsi unit orgarisasi

Keterkaltan i Peralatan/Perlengkapan :

l. POS AP Pemros€san Surat Keluar
2. POS AP Penyerahan SK Pegawai

]' Peraturan Kepegawaian
2. Data Pegawai
3. Berkas Kelengkapan Kenaikai Parrgkat
4. Form Surat Pengantar
5. DaJtar Nama PNS yang diusulkan naik pangkat
6. Konsep sulat penganta, usul kenaikan pangkat
7. Surat Pengantar

Perlngatan: Pencatetan den Pendataan l
1. Pelaksana bertaflggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan d6n ditetapkan.
2. Segala bentuk penyi4pangan atas mutu baku terkait perlengkapan, w6ku maupun output dikategorikan sebagai bentuk

kegagalan yang harus dipertanggungiawabkan oleh pelaksana.

Dicatat dan didata dalafi berkas kearsipa! roasing-masing satuan kerja s€cara
eleldronik dan/atau msnual

t,
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POS AP Pe ulan Kenalkan t
Pelaksana Mutu Baku

No. Langkah Keglatan
PGngedminlsttasl
Kepegawalan atau

Pengelol&
Kepegawalan

Keprla Subbagian /
Kepala Baglan

Tata Usaha

Kepala
Unlt Nerja

Kelengkapan Illaktu Keluaran
loutputl Xeterangan

1 Membuat dajtar kenaikan pangkat periode
April dan Oktober

data pegawai 5 Menit
panSkal

KP Reguler adalah KP Otomatis
KP Pilihan ada-lah Kenaikan Pangkat
untuk PNS yang:
- menjabat Struktural
- menjabat Fungsional
- Menunjukkan prestasi keda luar biasa
- Diangkat menjadi pejabat negara
- Menemukan inovasi yang bermanfaat
bagi Negara
- Penyesuaian ijazah
- Fungsiooal yang sedang tugas belajar

2 Mengumpulkan
berkaa/dokumen
kenalkan pangkat

dan
digital

memedksa
kelengkaparl

Berkas kelengkapan
kenaiksn pangkat
pilihan

60 Menit dokumen kelengkapan
kenalkan pangkat

Berkas kelengkapan diatur delam
Keputusan Kepala BXN Nomor 12 Tahun
2002

3 Membuat konsep surat pengantar usul
kenaikan pangket

Iorm surat pengantai,
daltar oama PNS yang
diusulkan naik
pa.ngkat dan berkas
kelengkapan

10 Menit konsep aurat
pengantar usul
kenaikan pangkat dan
lampiran surat

Memeriksa dan memaraf (memverifikasi)
konsep surat pengantai usul kenaikan
pangkat

konsep surat
pengantar usul
kenaikan pangkat dsJI
lampiran surat

10 Menit konsep surat
penSantar usul
kenaikan pangkat dan
lampiran surat

5 Memeriksa dan mena.ndatangani surat
pengantar usul kenarkan pangkat

konsep surat
pengantar usul
kenaikan pangkat dan
la.rlrpira.n surat

5 M€nit surat peflgantar usul
kenalkan pangkat dan
lampiran surat

6 Mengidmkan surat usulan kenaikan
pangkat beserta kelengkapan kepada
Sestama/Kepala Biro SDM secara
elektronik dan mengarsipkan surat

surat peogantar usul
kenaikan pangkat dan
lampiran surat

5 Menit daftar surat keluar
(tanda surat
dikirimkan) dan arsip

Ikterlrttan:
- POS AP Pemrosesan Surat Keluar

POS AP Peryerahan SK Pegawai

I
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Notaor POS AP
Tanggal Pembuatan
Tatrggal RevlBl
Talrggal Efektlf
Dlsahkan Oleh

Nama POS AP I PengaJuan dan Pemrosesan Usul Cutt
Pegawal

Dasar Hukum : Kualiflkasl Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Peme ntal. Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubaha! atas Peraturan Pemerintah Nomor ll Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birok'asi Nomor 35 Tahun 2012 te,:,lal].g Pedoman
PenJ'usunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahur, 2Ol7 tentarg Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaal sebagaimara telah diubah dengan Peraturar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikal dan Kebudayaan

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaal Nomor 17 Tahun 2020 tentarg perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikal dan Kebudayaan Nomor 46
Tahun 2019 tentang Rincia-n Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan darr Kebudayaan

7, Keputusan Menteri Pendidikar dan Kebudayaan Nomor 3O/P/2018 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti
PNS di Lingkungan Kemendikbud

1. Memahami prosedur tentang pengajuan dan pemrosesan usul cuti pegaivai
2. Memahami tugas pokok darl fungsi unit ke{a
3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku

Keterkaltan : Pelalatan/Pedengkapan :

1. POS AP Pemrosesan Cuti Pegawal 1. Data Kepegawaian
2. Formulir Permintaan dan Persetujuan Cuti
3. Usul Cuti Pegawai dan Agenda Cuti
4. Formulir Cuti yang Disetujui Cuti Pegawai
5. Rekapirulasi Daftar Hadir Pegawai

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

1. Pelaksana bertenggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.
2. Segala bentuk penyirnpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk

kegagalan yang harus dipedanggungjawabkan oleh pelaksana,

Dicatat dan didata da-lam berkas kearsipar masing-masing unit kerja secara
elektronik dan/atau manual

C.9. P1OS AP PengeJuan dan Pemrosesan Usul Cutl Pegawal

l:

I,

t:
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POS AP Pe uen dan Pemroaesen Usul Cutl Pe wat
Pelaksana Mutu Baku

No.

Waktu Kcluaran
lotttPutl IleteratrganLangkah Keglatan

Pegawai Pcngadmlalatmsl
Ncpegaw&lan/

Pongolola
Kepegawalan

Kepela Subbagtan /
Kepala Baghtl

Tata Usaha / Ataaan
Langaung

Pejabat Yang
Berqrgnang

Monberlkan Cutl

Nelengkapar

1 10 menit cutlusul
pegawai

Mengajukal usul cuti dengan
mengisi formulir cuti

formulir
permintaan dan
persetujuan cuti

2 30 menit cutiusul
pega1,ai

Memeriksa rekapitulasi cuti pegawai
dan mengisi catatan cuti pada
formulir cuti pegawai

usul cuti pegawai,
rekapitulasi daftar
hadir pegawai

3 15 menit cutiusul
pegawai

Menyetujui usul cuti pegawai dengan
membubuhkan paraf

usul cuti pegawai

4 Memproses dan menyerahkan usul
cuti pegawai kepada Pejabat Yang
Berwenang Memberikan Cuti

usul cuti pegawai,
agenda cuti

1O menit cutiusul
pegawai

5 formulir cuti
pegawai yang
disetujui

Pejabat yang
menandatangani sesual
dengan Keputusan Mente
Nomor 030/P/2018 tentaig
pendelegasia! wewenang
pemberia.n cuti PNS di
lingkungan kemendikbud

Menyetujui dan menandatangani
usul cuti pegawai

usul cuti pegawai 10 menit

6 Mencatat, meodokumentasikan
formulir perselujuarl culi pegawai
yang disetujui dan menyerahkan
kepada pegawai

formulir cuti
disetu.jui
pegawai,
rekapitulasi
hadir pegawai

daltar

yang
cuti

10 menit formulir cuti
yang disetujui
cuti pegawai

terkait :

POS AP Pemrosesan Cuti
Pegawai

7 Menerima formulir cuti cutiformulir
pegawai

5 menit formulir cuti
pegawai

jdih.kemdikbud.go.id



C. 10. POS AP Pcngusulan Pengaktlfan Kemball Darl Tugae BelaJar Pegawai Dan Cuti Di Luar Tanggungan Negara

KEMENTERIAN PENDIDII(AN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Nomor POS AP
T.a8gil Pembu.tea
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Dlsahkan Oleh

Nama POS AP :Penguaulan Pengaktlfan Kemball Darl Tugas
BelaJar Pcgaval Dan Cutl Dl Luar T.lggungan
Negara

Dasar Hukum : Kuauflkasi Pelaksana :

1, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manaiemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimara telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O2O tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1961 Tentalg Pemberian Ttrgas Belaja.r
4. Peraturan MeDteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman

Penluaunan Standar: Operasional Prosedur Administrasi Pemedntahan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasiona.l Nomor 48 Taiun 2OO9 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi PNS

6. Peraturan Badal Kepegawaian Negara Nomor 24 Taiun 2Ol7 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawa-i Negeri Sipil
7. Pelaturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Keia Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomo! 9
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tefltang

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungar
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri P€ndidikan dan
Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46
Tahun 2019 tentang Rincian T\rgas Unit Keia di LinSkungan Kementelian Pendidikan darl Kebudayaan

1. Mampu mengolah data kepegawaian
2. Memahami peraturan dan ketentuan tent€ng kepegawaian
3. Memahami tugas dan fungsi unit organisasi

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

I POS AP Pemrosesan Surat Keluar
2 POS AP Pemrosesan Surat Masuk

l. Surat Permohonan dan Berkas Kelengkapan
2. Disposisi
3. Konsep surat pengantar pengaktifan kembali dari tugas belajar/atau cuti diluar

tanggungafl negara

4. Surat pengantar pengaltifan kembali dari tugas belajar/atau cuti diluar
tanggungan negara

Perlngatan : Pencatatan dan Pendataan :

1. Pelaksana bertanggunS jawab atas pels-ksanaan a-ktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorika-n sebagai bentuk

kegagalal yang herus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

Dicatat dan didata dalam berkas kea-rsipan masing-masing unit keda secara elektronik
dan/atau manua-l

t,

t,
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POS AP Pengu3ulan Pengektlfan kembali darl Tugaa BelaJar Pegawel dan Cutl di Luer Tenggungan Negara

No. Langkah Keglatao

Pelakdella Mutu Baku

Kete.aESan
Pegawal Kepala

Uult KerJa
Kcprla aubba8ha/

Kcp.la Begtan
Trt. ursha

Pergsd6lnl.ttaal
Ke pc gawalan /

Peagelol'
Kepcgawsla!

Kelengkapan Waktu
lourp|..l

I Mclaporkan diri untuk diaktiftan
kembali dari tugas bclajar/atau cuti
diluar tanSgungan ncgara

Sura! pcrmohonan dan
bcrkas kelengkapan

5 Menit Surat permohonan dan
bcrkag kelengkapan

Berkas kelenSkapan CLTN diatur
dalam Peraturan Kepala BKN No 24
Tahun 2017

) Mendisposisi tindak lanjut peleksanaan
pengal<tifan kembali dari tugas
belajar/atau cuti diluar tanggungan
negara kepada Kepala Subbagisn /
Kepala Bagian Tata Usahha

Surat permohonan dan
berkas kelengkapan,
lembar disposisi

60 Menit Surat permohonan d
berkas kclengkapan,
disposisi

Berkas Kelengkapan pengaktifan dari
tugas belajari
- SK Pangkat Temkhir
- Ijazai/ Surat Keterangan Luhls
- Transkrip
- SK Tugas Belajar
" SK Perpanjangan Tugas Belajar Uika
ada)
- sKP 1 Tahun temkhir
- Surat Permohonan ybs

3 Mendisposisi tindak lanjut pelaksanaen
pengaktifan kembali dari tugas
belajar/atau cuti dilua! tanggunSan
negara kepada Pentadministrasl
Kepe8awaian/Pengelola Kcpegawaian

Surat pcrmohonan dan
berkas kelenakapan,
disposisi

10 Menit Surat permohonan dan
berkas kelengkapan,
disposisi

Mcmcriksa bcrkas kelcngkapan dan
mcmbuat konsep surat pengantar usulan
pentaldifan kembali dari tutas
belajar/atau cuti diluar tangSungan
rlegara

Surat permohonan dan
bcrkas kelcngkepan,
disposisi

30 Nfenit konsep surat
penSantar pcngaktifan
kembali dari tugas
belajar/atau cuti diluar
tangSungan negara

Memeriksa dan memargf (memverilikasi)
konsep surat pengantar usulan
pengaktifan kembali dari tugas
belajar/atau cuti diluar taoggungan
ne8ara

konsep surat pengantar
pengaktifan kembali dari
tugas belajar/atau cuti
diluar tanglEungan
ne8ala

15 Menit konsep surat
pengantar pengaktifan
kembali dari tugas
belajar/atau cuti diluar
tanggungan negara

7 Memeriksa dan menandatantani konsep
surat pcngantar usulan pengaktifa,
kembali dari tuSas belajsr/atau cuti
diluar tanggungan negara

konsep surat pengantar
pengaktifan kembali dari
tugas belajar/ cuti diluar
tanSSungan negara

15 Menit surat penSantar
penSaktifan kcmbali
dari tugas belajar/ cuti
diluar t€nggungan
neSara

a Mengirimken surat penganter usulan
pengaktifan kembali dari tuges
belajar/atau cuti diluar tanggungan
negara kepede Sestema/Kepela Biro
SDM secala elektronik

surat pengantat
pcngaktifan kemba.li dari
tugas bclajar/atau cuti
diluar tanggunSan
negeia

5 Menit daftar surat
(t6nda
dikirimkan)

keluar
surat

N.tctt ltr!"
- POS AP Pemrosesan Surat Keluat
- POS AP Pemrosesan Surat Masuk

l
___-1
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C.11. FOS AP Pengusulan Pemberian Penghargaan Pegawai

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Nomor POS AP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Rewkl
Tanggal Efektlf
DlsahLan Oleh

Nama POS AP : Pengusulan Pemberlan Penghargaan Pegawai
Dasar Ilukum :

1 . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tanda Jasa dan Tanda Kehormatal
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Ta-hun 1994 tentang Tanda Kehormatan Tanda Satyalancana Karya
4 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksana Undang-undang Nomor 2O Tahun

2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
6. Peraturan Pemerintah Nomor ll Tahun 2017 tentang Manqjemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentarg Organisasi dan Tata
Ke{a di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diuba-h dengan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata
Keia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit
Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dar1 Kebudayaan sebagaimana tela}I diubah dengan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaal Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit
Ke{a di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaal

1 . Memahami prosedur pengusulan pemberian penghargaan
2. Memahami tugas dan fungsi unit kerja
3. Mampu merekap dan memverifikasi data kepegawaiar
4. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

1. POS AP Pemrosesan Surat Keluar 1. Data pegawai
2. Dallx Kehadiran Pegawai
3. SKP
4. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin
5. Surat keputusan pemberian penghargaal
6. Konsep surat pengantar
7. Surat pengantar

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

1. Pelaksana bertanggung iawab atas Delaksanaan aktivitas yans telah dibakukan dan ditetapkan.
2. Sega.la bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output

dikatagorikan sebagai bentuk kegagalar yang harus dipertanggungjawabkal oleh pelaksana.

Dicatat dan didata dalan berkas kearsipal masing-masing unit keda secara
elektronik dan/atau manual

lKualtflkast Pelaksana :

jdih.kemdikbud.go.id



POS AP Pemro8eaan Uaul Pemberlan Pe Pe w&l

No. Langkah Keglatan

Pelakaana Mutu Wektu

Pengelola
Kepegawalel/

PcngadmlnlstraEi
Kepegawalan

Kepala
Unlt Kcrja

Kelengkapan WaLtu Keluaraq
(Output)

1 Membuat daltar nominatif prestasi
pegawai

Data Pegawai, daftar
kehadiran pegawai,
SKP

2 jam Daftar nominatif prestasi
pegawai

2 Menyiapkan dan menyampaikan
daftar nominatif pegawai yang
memenuhi syarat untuk
memperoleh penghargaan

Daftar nominatif
prestasi pegawai

2O menit Daftar nominatif prestasi
pegawai yang memenuhi
syarat beserta berkas
usulan

Berkas usulan :

Data pegawai, Daftar
Kehadiran Pegawai, SKP,
urat pernyataan tidak
pernah djjatuhi hukuman
disiplin, Surat keputusan
pemberian penghargaan

3 Memeriksa data daftar nominatif
usulan pemberian penghargaan

Daftar nominatif
prestasi pegawa.i yang
memenuhi syarat
beserta berkas usulan

20 menit Data daftar
usulan
penghargaan
berkas usulan

nominatif
pemberian

beseIta

4 Membuat konsep surat usula!
pembe.ian penghargaan

Data daftar nominatif
usulan pemberian
penghargaan beserta
berkas usulan

30 menit Konsep surat beserta
berkas usulan pemberian
penghargaan

Memeriksa dan memberi paraf
(memverifftasi) surat usulan
pemberian penghargaan

Konsep surat besert
berkas usulan
pemberial
penghargaan

2O menit Konsep surat usulari
pemberian penghargaan

13 Memeriksa dan menandatangani
konsep surat usulan pemberian
penghargaan

Konsep surat usulan
pemberian
penghargaan yang
sudah diparaf

15 menit Surat usulan pemberian
penghargaan yang
ditandatangani

9 Mengirimkan surat pengantar dan
berkas usulan pemberlan
penghargaan secara
elektronik/manual

Surat
pemberian
penghargaan
diberi nomor
tanggal surat

usulan

yang
dan

15 menit Tanda terima surat
usulan pemberian
penghargaan

Keterkaltal:
POS AP Pemrosesan Surat
Keluar

Keterangan
I(€pala

Subbagian / K€ pala
Baglan Tata Usaha

5

---]
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C.12. POS AP Pen lan Dokumen Ke ian Sekretaris Unit Utama/Badan
NoEor POS AP
Tanggal Pernbuatan
Tanggal Revisl
Tanggal Efektlf
Dkehken Oleh

Nama POS AP I Pengusulan Dokumen Kepegawalan pada
Sekreteris Unlt Utama/Badan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Dasar Hukum: Kuallflkast Pelaksana:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 20 14 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor ll Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan

Peratulan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11. Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Neged Sipil

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
PenJrusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

4. Peraturan Menteri Pendidikan darl Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidika-n dan Kebudayaan Nomor 9
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

5, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan
Kementeriar Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimala telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46
Tahun 20 19 tentang Rinciar Tugas Unit Keda di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

1. Mampu mengolah data kepegawaian
2. Memahami peraturan dan ketentuan tentang kepegawaian
3, Memahami prosedur pelaksanaan pengusulan dokumen kepegawaian

Peralatan / Perlengkspan:Keterkaitan:
1. POS AP Pemrosesan Surat Keluar
2. POS AP Pemrosesan Surat Masuk

1. Data Kepegawaian
2. Daftar Nominatif Pegawai
3. Daftar kelengkapan berkas kepegawaian
4. Surat Pengantar

Perlngatan: Pencatatan dan Pendatean:
Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan masing-masing unit kerja secara
elektronik dan/atau manual

1. Peiaksana bertanggung jawab atas pelalsanaan aktivitas yang telah dibakukan darl ditetapkan.
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikatego kan sebagai

bentuk kegagalan yang harus dipertalggungiawabkan oleh pelaksana.

l:

t:
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POS AP Pelgululan DoLumon Kepegawalan padr Sekret&rls Unlt Utama/Badan

No. Langkah Noglatan

Pelaksana

Keterargar
Peng.dmhlstraal

Kepegal,&hn/
Pclrgclola Kepegawahn

Perunggunglawab
TotnlE

Kep&la Unlt Xerja

Kelengkapar Waktu KGluaran
lol,tputl

1 Menerima Dokumen Kepegawaian dari
Unit Kerja

Dokumen
Kepegawaiarr

1O Menit tanda terima Keterkaltan:
- POS AP Pemrosesan Surat
Masuk

2 Menyortt Dokumen
sesuai jenis usulannya

Kepegawaian Dokumen
Kepegawaian

20 Menit Dokumen Kepegawaian
sesuai jenis usulannya

3 Memeriksa, memverifikasi dan
memvaljdasi Dokumen Kepega\aaran
sesuai syarat dan kebutuhar

Dokumen
Kepegawaian sesuai
jenis dall tujuan,
form/daftar
kelengkapan usulan

15 Menit Dokumen Kepegawaian
yang telah valid atau
dafta.r kekuranga!
berkas

4 Membuat konsep su(at permintaan
melengkapi berkas ke Unit Kerja

daftar
berkas

kekurangan 30 Menit Konsep surat
permintaan melengkapi
berkas ke Unit Keia

Apabila berkas yang
dikirimkan belum lengkap

5 Membuat konsep surat pengantar
pengtiman dokumen kepegawaian ke
Kepala Biro SDM

Dokumen
Kepegawaian
telah valid

yang
10 Menit konsep surat Pengantar

6 Memeriksa
(memverifikasi)
permintaan
pengantar

dan
konsep

melengkapi/

memaraf
sutat
surat

konsep surat
permintasrr
melengkapi atau surat
pengantar

5 Menit konsep surat
permintaan melengkapi
atau surat Pengantar

7 Memeriksa dan menaldatangani
konsep surat permintaan melengkapi/
surat penganta!

konsep surat
permintaan
melengkapi atau surat
pengantar

5 Menit surat
melengkapi
pengantar

permintaan
atau surat

Keterk&ltan:
- POS AP Pemrosesan Surat
Keluar

Mengirimkan surat permintaan
melengkapi berkas ke Unit Kerja
Pengusul atau surat penganta! dan
dokumen kepegawaian ke Kepala Biro
SDM secara elektronik

surat permintaan
melengkapi atau surat
pengantar

5 Menit tanda terima Keterkalteni
- POS AP Pemrosesan Surat
Keluar

Mutu Baku
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D. POS AP Generlk Bldeng Ketatalak3anaen
D.1. POS AP Penlruaunan Dokumen Pro.6dur Opetaslonel Standar (FOS)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Tanggal Perabuatan
Targgal Revlsl
Talrggal Efektlf
Dl8ahkan Oleh

N&ma POS AP Penlruaunan Dokumcn Progedur Operaalonal
Stander IFOA)

Kualilikast PelalGana :

1. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikar dan Kebudayaan
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan ApaJatur Negara dan Reformasi Birokiasi Nomor 35 Tahun 2Ol2 tentang Pedomsn

Penlrusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

3. Peraturan Menteri Pendayagunaar Aparatur Negara dan Reformasi Biiokrasi Nomor 19 Tsiun 2018 tentang PenJrusunan
Peta Proses Bisnis lnstansi Pemerintah

4. Peraturan Menteri Pendidikan dafl Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentartg Organisasi dan Tata Kerja Kementeria-n
Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaa! Nomor 9
Taiun 2020 tentang Perubahan atas Peratulan Menteri Pendidikal dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 Organisasi
dan Tata Kerja Kementeriar Pendidikan dalr Kebudayaan

5. Peraturar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Toiun 2019 tentang zuncian Tugas Unit Keda di Lingkungan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaa! sebagaimana telai diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan
KebudayaaD Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46
Taiun 2019 tentang Rilciar Tugas Unit Kerja di LingkunSan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

6. Peraturan Menteri Pendidikan dajl Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan :

1. POS AP Pelal<sanaan Pengolahan data
2. POS AP Pelaksdraan Analisis Data
3. POS AP Pendokumentasian
4. POS AP Pemrosesan Surat Keluar'

1. Agenda keda
2. Disposisi
3. Peraturan tent€ng OTK, Rincian Tugas Unit Kerja, dEn Peta Proses Bisnis
4. Peraturan tentartg Kelas Jabatan dan Uraian Jabataan
5. Konsep POS
6. Surat Pengantsr
7. Dokumen POS Final

Peringatan Pencatatan dan Pendataan :

l. Pela-ksana bertanggung jawab atas pelaLssnaen a]<tivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan
2. Segala bentuk penyimpargan atas mutu baku telkait perlengkapan, waktu maupun output dikatagorikan sebagai bentuk

kegagalan yang harus dipertanggungiawabkan oleh pelaksana

Dicatat dan didata dalam
elektronik dan/atau manual

berkas kearsipan masing-masing unit kelja secaia

Nomor POS A.P

t,

I

Daaar Hukum ;
l Memahami penFrsuna,n prosedur operasiona.l standar
2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit keda
3. Melqahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
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PoA A.P P.nyu.unin Dol(lrnlea Prorodur OIE ..tonrl Stsnd& Admtntrtrait P.mortrtah.[

Langk.h K.gtrtan
K.pah aubb.atan

/Kspah BrStan T.t. /P.uolol. D.te T.t.
Orarnl.st itan T.t.

A ll. tnt.tr.rl Pro.c.

An.ll. Oriutn.l/
ln.ll. T.t. Lrlnn.

I M.nuaa.i l(.p.la Subbagian/Xcpala BaFs Tata
Usna untuk mcf,yu.un dokudrn Prc*dur
Op.rasional Shnder Admini.tBi Pcm.rintahan
(POS API

As.oda kcrjc, l.mtE
di3p@isi, P.m.n OTK,
P.m.n .inciad tqga. unit
k.rla, dan K.ph.. P.ta

Di.po!i.i, P.m.n mR,
P.m.n riocie luaa.
unit k.!a, dan K.ph.n

2 M.nSirstruklikatr P.ngolah Data/P.nt lola Data
Tara Oraanie.i .lM Tata LakEna dan Andi.
lnt.srui Pro&. Bi.ni./Anali3 org.ni&.i /Anali!
T.ra L.I$n. unruk m.nyiapka dara/nroma3'
untuk m.ngid.dtilika.i de m.nF.un kon..p POS

Di.po.bi, Pcm.n Ofi,
F.m.n nncis tusa. unit
k.!ja, de K.pE.n P.ta

Di.pori.i, P.rh.n
OTk,Pc6.n nn.i6
tuta. unit k..ja, d.n
l(cpmd P.ta Pro&.

M.nSu pulks dan rcngola! data/inioma.i
b..daekan ruSd dan fung.i unil k.rj. u.tuk
banm p.nJa3unan POS AP

Dbposisi, FmcndiLbud
t.nrsg rincie luaa. unit
kcrja dan P.mcndikbud
Uraie jabatan *na
K.p6.ndikbud P.ta Proe.

Fm.odikbud t.nteg
rincis tuse unit L.rja,
Fm.ndi*bud t.!tan!
qraian jabate, dd
k pE.odikbud p.ra

I M.nganali.is ddta/inlormasi dan m.lyusun kon&p
POS AP b.rdaErkan tu8as de tungsi unil k.rla Fmcndikbud t.nteg

nncim ruaa. uoit k.rja,
Fmcndikbud l.nldg
uruim jabataf,, d6
k pm.ndikbu.l p.ta pro&s

POS AP P.l8l.ea$ Analisi.

M.ngk@rdinalikan p.nbanaoan kon..p POS AP
d.n8an Bubtanli/bidangyea terkait

-'l
Mcbeuka p.mbaha&n B9:B1lkon*p POS AP ha.il
Fmbaha6 dcngs .ubtan3i t.rkait I

,i_

I
kon*p POS AP hali

Mclakuko p.ny.6pumMn kon.cp POS AP halil
Fftbahagn dsn m.nycralka kon&p POS AP
k pada l(cpala Subbagian/k.pala Bagian Tat' Uelu

M.tuc.ike dan m.marafkons.p final POS AP

M.mcnks dan m.nandatangmi ko.sp linal POS

M.nugtui K.pala SubbaAian/kpala BaSUn Tata
U$]1a urtuk mcnsRqndakan, mcndistribu.ikm, dm
m.ndokum.ltasikan Dokumcn POS

Dokum.o POS AP dan

I

I

tr
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L.nAhh r.atrt..
It.pd.

Udt K.rJ.
Klprl. subbrgtrn

/X.prl. Brglrn Trtr
U.rha

/P.!g.loL Drtr T.tr
OrSEl.ut drn Trr.

&dlt llt.lrlll rto...

Ardr. or8rrr...l/
AlrlL T.t. Lrtnn.

loutprtl

Di.F.i.i, Dokuo.n POS
da guEr P.ngorar

II M.nugsi P.ntadmini.tE. Umum untuk
mc.ggandakan, D.ndi.i.ibu.ikm, ds
m.ndokumcnt!.ild POS AP khudi.n h.n i.imkd
doku6.n POS AP Urit Kcrja k. Sckrctan.t Unn

Di.po8i.i, Dokud.n POS
dM SuEr PcnSantar

untuk unit x.rja di lot.m.]
S.kr.tdiat J.nd.ral, dokuh..
P()S diLi.imL.n k. Bi6
O.aani.ei dan T.ta !ak&n.

12 M.naaandakd <lan m.ndi.t.ibu.ik6n erta
h.ndokum.ntdikan k.mudian m.n8irimkan
dokuh.n POS Af Unn (.rja k. S.kr.tanat Unit

Dirpo.iri, Dokumcn POS
dan Sural P.ngmtar

POS
1. POS AP Pchdokum.ltalia.
2, POS AP Ptmrc&.in Surat

U
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D.2. FOS AP Pe ulan Kebutuhan Jabatan
Nomor POS AP
Tanggal Pembuatan
Talrggal Revl8l
Tanggal Efektlf
Dlsahkan Oleh

Nama POS AP Pengusulan Kebutuhan Jabatan

Dasar Hutum : Kuallnkasi Pelakaana :

l. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman
Evaluasi Jabatan

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Relormasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
9 Tahun 2O2O tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46
Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

1. Memahami prosedur pengusulan kebutuhan jabatan
2. Memahami prosedur penyusunan laporan
3. Mampu berkoordinasi dalam penyelesaian pelaksanaan tugas
4. Memahami tugas dan fungsi unit kerja
5. Memahami prosedur pen],usunan beban kerja

Peralatau/Perlengkapan :Keterkaltan :

1. POS AP Pemrosesan Surat Keluar l. Disposisi
2. Data uraian jabatan dan beban kerja
3 Bahan analisis
4. Konsep perhitungan beban kerja jabatan

5. Surat Pengantar

Pencatatan dan Pendataan :Perlugatan :

Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan masing-masing unit kerja
secara elektronik dan/atau manual

1. Pelaksana bertanSgung jawab atas pelaksanaan akivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikatagorikan sebagai

bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

jdih.kemdikbud.go.id



POA AP Xebutuhar Jqbatan

P.ngclola Deta Tita
o4.aLul d.! T.t! Aaalt Tata L.t!.na

1 lvlFnLsasi KFpal! Bas'an/Subba&En Ta'6
Ussha untuk men8ajukan usul kebutuh6n

) MenBtrahkan Anqlis Jab8lan/{nal's Tara
Laksana dan Pen8elota Data Tala Organisasi
dan Tata Laksana unruk melsksanakd
penaajuan usul kcbutuhan jabatan

Men8umpulkan dan hehgolah data kebutuhan
jabatan sebegai bahan analisis

Di8posisi, Dala uraian
jabatan dan b.ban kerja

MenAaoalisis bebe
bahan penyusunan
penataan o.gmisasi

kerja jabatan sebasai
formasi pceawai dm

Konsp perhitungan

5 MemcrikM kons.p bahan pengqjuan usul Konsep perhitungan
beban ke,lajabatan

Konsep p€.hitungan

Melakukan pembanasan konsep p.ngajuan
usul kcburuhanjabatan

t-- &nsep p€rhitunSan
bebm kerjajabatao

Konsep perhitunsan
beban ke.ja jabatan hasil

KonBep pe.hitungan
b€ban keda jabatan hasil

(onsep pe.hitunean
b.ban kerja jabatan yang
telah disempuma!€n

7 Menycmpurnakm konsep p€nsajuan usul
kebutuhan jabatan berdasarkan hasil
pembahasan d€nsan pimpinan

Konsep perhitunsan
beban kerja jabaran yang
t€lah disempurnakan

Mcmbuat konsep surat pcnSantar ke
s€kretarjat unlt utama/Biro Orsanissi dm

(onep perhitungan
bebm ke.ja jabatan yans
telah disempurnakan dan
konsp sulat pengantd

Konsep perhitungan
bcban kcda jabatan dan
konsep sura! penganttr

POS AP Pehros€sn Sumt Keluar
Memcriksa dan mefraral kons€p b8han
penaajum usul k butuhanjabatm dan konsep

Mem€rikM dan menandataogani konsep bahan
penSajuan usul kebutuhan jabatan dan suEt

Kon*p perhitungan
beban ke4a jabataJr dan
konscp surat pengantar

Konsep perhitunsan
beban kerja jabatan dan
konsep surat pengantar

l/ang tebn ditandatanaani

11 Mendokumentasikan dd mengirimkan suEt
pfnsaluan usul kebu,uhd ,a&r6n ke
sekreta.iat unit utama/Biro Or8aniesi dan

Kondep porhitungan
beban kerja iabatm dan
kons.p sumt pcngantd
yar{ telah

Dokuhen pensajuan usul l.Keterkaitan ; POS AP Pemrc*san

2. Unruk unit ke.ja dibawah Ditjen,
Badan, dah Itjen di jukan ke
Sekrettriat Unit Orxaoissi masing

3. Unir Keta dibawah Setlen dapat
lans8uns ditujukan kc Biro
O.ganisasi dan Tata Laksana

r

I

I
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D.3. POS AP Pelaksanaan Evaluasi asi
omor POS AP

Tenggel P€mbuatan
Tanggal Revlai
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh

Nama POS AP : Peleksanaan Evaluasl Organlsasl

KEMENTIRIAN PENDIDII(AN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAIIAN

Dasar Hukum : Kualllikasi Pelaksara :

1. Memahami prosedur pelaksanaan evaluasi organisasi
2. MemsJ:ami tugas pokok dal fungsi unit kerja
3. Mampu berkoordinasi dalam penyelesaian pelaksa.naai tugas
4. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku

1, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2Ol9 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang PenJrusunan

Standar Operasional Prosedur Administasi Pemerintaian
3, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman

Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah
4. Peraturan Menteri Pendidikan da-n Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2019 tenta:ng Pedoman Evaluasi Organisasi Kementerian

Pendidikan da.n Kebudayaaa sebagaimana telal diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45
Tahun 2020 tentarg Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2019 tentang
Pedoman Evaluasi Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2O1g tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementedan
Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah denga-n Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9
Tahun 2O2O tentang Peruba.han Atas Peraturan Menteri Pendidikan darl Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayael

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaai Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas di lingkungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17
Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan darl Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 Tentang
Rincian Tugas Unit Kerja di lingkungan Kemente a-n Pendidikan dan Kebudayaan

Keterkaltan : Peraletan/Perlengkapan :

1. Bahan instrumen evaluasi
2. Surat Dinas
3 Lembar disposisi, Bahan Ana.lisa

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Dicatat dan didata da-lam berkas kearsipan masing-masing unit kerja secaJa
elektronik dan/atau manual

1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapka!.
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikatagorikan sebagai bentuk

kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

l:

l:
t:

1. POS AP Pemrosesan Surat Keluar
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POS AP Pclek!.naan Evrluart O

PortGlol. D.t. T.t.
ory.nr.ot d.a r.t. Org.nLrl .1.a T.t.

I Mcnuaasi K€pala Baaian/Kcpala Subbagian
Tara Udaha unluk D.lakunekan cr€luasi

2 M.nugaskar Anelis Olganisasi/Analis Tala
Laksana/Analis K.lcnbaAaan untuk
mcnyiapkm bahan pclakMaan evaluasi

Mcnyiapkan bahan pclaksar@n evaluasi
orSanissi tingkar uni! kerja

Dispoaisi, Data inslrumcn
evaluasi orSani6asi m.lalui
aplikasi cvaluasi oraanisasi

Data instrumcn
cvaluasi orgqrisasi
mclalui aplikaBi

M.laksanakm evaluasi orSanisqsi tinSlat

I
t

t

I
D6ta inslrum.. .valLDsi
organisasi m.lalui aplikasi

Dara hasil cvaluasi
organisasi dan

M.nyuBun lapotu kcnudian mcnyc.ahkan
lapomn hasil cvaluasi kcpads Kcpala
Baaian/Su bbaaian Tats Ulaha

Hasil analisi! de
Ekomcnda3i halil cvaluasi

2jam Konscp laporsn hasil
cvqlua.i organissi

Mengorcksi laporan hasil evaluusi tinAkat
unil kcrja kenudian mcnyampaikan ke

Konsep laporaD hasil
evaluasi organisasi lingkat

Konsep laporan hasil
ev&luasi oraanisasi

7 M.ndima dan menseehkan laporan hasil
.valuasi organissi tinAkar unil k.4a

Konsep laporan hasil
eval'rasi orsmi$si tinakal

30 mcnit Laporan hasil cvaluasi
orSanisasi tinakat unit

M.n6ima dan m.nindaklanjuti .ekomendasi
hasil cvaluasi orSsnisasi

Lqporan basil cvaluaBi
orgmiesi tin8ka! unit tin&klanjut

rekomcndasi hasil
evaluasi organisasi

Berkoordinasi d.nAan
Sekr.tMiat Unil Ulama dln
Biro Organisasi dan Tata

M.nyiapkan banan pelahanaan evaluasi
organisa8i tid8ket u.it utema

l. Rencana tindaklanjut

2. surat penyampaian
laporan evaluasi orsanisa8i

pelaksanaan cvaluasi
oraanissi iingkar unit

bahan pelak$naan
evatuasi oraanis€si
tinSkat unil utama

5
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P.nl.tol. D.t. t.t.
Ora.d...t d.r A.tr O.8.ri...a d.n A.tr

Mclaksnakan eveluasi organisasi tingkat

I I

ba}lan pelaksanaan
e.valuasi orsani6asi
tingkat unit utama

lo jam Hasil .v6luasi
organisasi tinSkat

ll ll.nyahpaikan hasil evaluasi organisasi
lingkat unit utam kcpada Penangaungjawab
T.knis bidanS Organissi

Hasil evaluasi organisasi
tingkat unit utaha

2 jam
tinakst

Hasil

t2 Mcnyampajkan hasil evaluasi orAanisasi
tinAkat unit ulama k.pada Biro OraaDisasi

Hasil evaluasi organisasi
tinAkat unit utana

2 jam Hasil evaluasi
orS6nisasi tingkat

),1 Mcnyampaikan hasil .valuasi or8anisasi
iingker unit utama kcpa.ie Sekretaris
Jcndcral untuk mcndrpatkan pcrsctujuan
dan penacshm Menteri

1. Hasil evaluasi
organisssi tingkat unit

2. Surat pengantar

s jam l. Hasil evaluasi
orSanfuasi tinSkat

2. Surat p€ngantar

Keterkaitan densan POS
AP Pemrosesan Surat
Keluar

Mcnyampaikm stlrat
cvaluasi orgsnisasi

dan dokumcn hasil
tinakat unit uta6a orSanisasi tingkar unir

l. Hasil evaluasi

2. Surat penSantar

2 jam l. Hasil cvalua8i
orSanisssi ti.Skat

2. Surat p€nSant r

Keterkaitan den86n POS
AP Plmroscsan Sumt
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E. PiOS AP Btdalg Kerumahtanggaan
E,1. POS AP Pemeliharaao Keam&nan dall K€tertlban

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Nomor POS AP
Talggal Pembuatan
Targgel Revlsi
Tanggal Efekttf
Dtsahftan oleh

Nama POS AP

Dasar llukum:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OO2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 24 Tahrtn 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi,

Perusahaan, dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Perkantoran
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di
Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan

1. Mempunvai kartu tanda anggota satuan pengamanan dari Kepolisian
atau badan usaha jasa pengamanan resmi

2. Memahami prosedur pelaksanaan pemeliharaan keamanan dan
ketertiban kantor

3. Mampu berkoordinasi dalam penyelesaian pelaksanaan tugas
4. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
5. Mampu melakukan tindakan pengamanan

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan :

1. Disposisi
2. Laporan

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

1 . Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.
2. Segata bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikatagorikan sebagai

bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan masing-masing unit kerja
secara elektronik dan/atau manual

Pemellharaan Keamanan dan Ketertiban

Kuallflkasi Pelaksana :

jdih.kemdikbud.go.id



POS AP Pemellharaan Keamanan dan Ketertlber

Langkeh Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Kepala Subbegtefl/
Kepala Baglan

Tata Usaha
Petugas Keamenen Kelengkapan Waktu Keluatan

loutputl
Ketetangan

I Menj/usun rencana dan jadwal p€meliharaan
keararanan dan ketertiban tingkungan kaitor

data petugas keamanan dan
data area penga,naflan

I hari rencana dan jadwal
peme lihaiaan keamanan darl
ketertiban lingkungan kantor

'2 Memberikan instruksi kepada Petugas Kemanan
untuk melaksaanakan keamanan daJI ketertiban
di lingkungan kantor sesuai jadwal

rencana dan jadwal
pemeliharaan keamanan
dan ketertiban lingkungan
kantor dan Instruksi
Penugasan

30 menit Instruksi/Penugasan kepada
Petugas Keamanan dan
jadwal pemeliharaan
keamanan dan ketertiban
lingkungan kantor d6n
Instruksi Penugasan

3 Mengecek daJr memeriksa keamanan kantor serta
sarana dan prasarana kartor

Instruksi/Penugasan
kepada Petugas Keamanan
dal jadwal pemelihaiaan
keamanan dan ketertiba,
lingkungan kantor dan
Instnrksi Penugasan

I jam Laporan keamanan dan
ketertiba! lingkungan kajrtor

waktx
disesuaikan
dengar kondisi
dan luas area
pengamanan

l Mencatat pada buku laporan petugas keamanan
keadaalr serta keamanan sarana dan prasarana
kantor serta tamu ya.ng hadir di lingkunBan
kantor

Laporan keamanan dgn
ketertiban lingkungan
kantor

10 menit Lapor6n

Memeriksa kearnanal dan sarana parasara kantor
serta melaporkan seca.ra berkala kepada
Kasubbag Tata Usaha/Kabag Tata Usaha

I-aporan l5 Menit laporan dan tindakan
pengamanan sarana dan
prasarana kanto!

6 Melakukan evaluasi secaJa belkala keamanaJr dan
sarana prasarana kantor

lapolalr dan tindakan
pengamanan saiana dan
prasara.na kantor

5 Menit Laporan

7 Menindal<lanluti hasil evaluasi laporan rutin dan
berkala

Laporan 5 Menit Laporan

ti Menyimpan laporan Laporan 5 Menit Laporan terdokumentasi

No
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8.2. POS AP Pela n Tamu Pim lnan
Nomor POS AP

Tanggal Pembuatan
Tanggal Revl8l
Tanggal Efektif
Dlsahkan Oleh

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Nama POS AP Pelayanan Tamu Plmpinan
Dasar Hukum : Kualtfikasl Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010

tentang Keprotokolan
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012

tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang

Standar Pelayanan Publik
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementedan Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di
Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Keda di Lingkungan
Kementerian Pendidikan dan Kebudavaan

Keterkaltan : Peralatan/Perlengkapan :

1. POS AP Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Kantor 1. Undangan/ Surat Tugas
2. Kartu identitas dan kartu pengenal tamu
3. Buku Tamu dan Data Tamu
4. Agenda Pimpinan
5. Jadwal penerimaan tamu terkonfirmasi

Perl4gatan : Pencatatan dan Pendataan :

1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikatagorikan

kegagalan yang harus dipertanggungiawabkan oleh pelaksanasebagai bentuk

Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan masing-masing unit kerja
secara elektronik dan/atau manual

1. Memahami prosedur pelaksanaan pelayanan tamu pimpinan
2. Mampu berkoordinasi dalam penyelesaian
3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
4. Memahami tugas dan fungsi unit organisasi

jdih.kemdikbud.go.id



POS AP Pe anan TaInu Plm lnan
Pelaksana Mutu Baku

No. Langkah Kealatan
Petugas Keamanatl P€ngadmlnlstrasl

Persuratan/
Sekretsrls Plmplnan

Kepala
Unlt Kerja

Kelengkapan Waktu Keluaran
lotttptttl Keterangan

I Melaksanakan pemeriksaan keamanan
terhadap tamu pimpinan

Undangan/surat
tugas, Kartu
identitas dan kartu
pengenal tamu, dan
buku tamu

10 menit Data tamu Xctertaltrn:
POS AP
Pemeliharaan
Keama,nal dan
Ketertiban Kantor

2 Meminta identitas tamu, meminta tamu
untuk mengisi buku tamu (informasi hari
dan tanggal, pukul kedatangan, identitas
dan tujuar), dan memberikan kartu
pengenal tamu

Data tamu 10 menit kartu identitas
tamu, kaltu
pengenal tamu

3 Mengarahkan dan mempelsilakan tamu ke
ruang tunggu

Data tamu 5 menit Tamu terarahkan

Memastikan keterjadwalan tamu Agenda pimpinan 5 menit Konfirmasi
penerimaan tamu

Menyampaikan informasi kedatangan tamu
kepada pimpinan

Jadwal peoerimaan
tamu terkonframasi

5 menit Informasi
kedatangan talnu
pimpinan

Memberikan arahan terkait peneimaan
tamu tamu

Informasi
kedatangan
pimpinan

5 menit Arahan

7 Menerima tamu Arahan 60 menit Tamu pimpinan
yang terlayani

a Menerima tanda pengenal tamu dan
mengembalikan kartu tanda identitas tamu

pengenalKafiu
tamu

1 menit Tamu pimpinar
yang terlayani

Penerima Tamu

4
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8,3. POS AP Pemellharaan Keberslhan Kantor
Nornor POS AP
Tanggrl Pembu.tan
Tanggrl Revtal
Tanggal Efektlf
Dlsahkan Oleh

Nama POS AP Pemellheraan Keberslhad Llngkungan Nantor

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Dasar Hukum : Nualilikasi Pelaksana :

1, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentarg Barguna-n Gedung
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Peratura! Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PKl/Ml2OOg tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan
Gedung

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Sta-ndar Operasional Prosedur Administasi Pemerintahan

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06l2ol4 ter\laf.g Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Baiang
Milik Negara (BMN) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mented Keuangan Nomor 87/PMK.O6/2016
tentang perubaher atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.O6|2O|4 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Penggunaan Ba.rang Milik Negara (BMN)

6. Peraturan Menteri Kesehata! Nomor 48 Tahun 2016 tentang Stardar Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Perkantoralr

7. Peraturan Menteri Pendidikan da-n Kebudayaar Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementeriar Pendidikan darl Kebudayaan sebagaimana telah diubah den8an Peraturan Menteri Pendidikan
daI Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan darr
Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan darr
Kebudayaan

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di
Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah denga.n Peraturan Menteri
Pendidikan darl Kebudayaan Nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaal Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di LingkunSan Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan

1. Mcmahami prosedur pelaksanaan pemeliharaan kebersihan kantor
2. Mcmahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
3. Mcmahami penggunaan peralatan kebcrsihan

Keterkaltan: Peralatan/Perlengkapan :

1. Disposisi
2. Rencana pemeliharaan kebersihan dan keindahan lingkungan kantor
3. Daftar periksa pemeliharaan kebersihan dan keindahan lingkungan kantor
4. Konsep laporan pemelihaiaan kebersihan dar keindahan lingkungan kantor
5. l,aporan pemeliharaan kebersihan dan keindahan lingkungan kantor
6. Arsip laporan pemeliharaar kebersihan dan keindaian linskunsa! kanto!

Peringatan: Pencatatan dan Pendataan :

l. Pelal<sana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikatagorikan

sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

Dicatat dan didata dalam berkas
elektronik dan/atau manual

kearsipan masing-masing unit kerja
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POS AP Pemellharaan Kebersihen Llngkungan Kantor

No. Langkah keglatan

Pelaksana Mutu Baku

xepala
Unlt Kerla

Kepala subbaglan
/Kepala Bagtan

Tata Uoaha

AuallB
Pengembangan

samra dan
Pla!atana

Petugaa
Kebetalhan

Pengedmlnlatrasl
Sarena dan
Preaarena

Kelengkapan Waktu Keluaren
loutputl

Ketelangan

l Mengarahkan Kepala
Subbagian/Kepala Bagian Tata Usaha
untuk melaksanakan pemelih€raan
kebersih€n lingkungan kantor

Disposisi 5 menit Disposisi

'2 Menginstruksikan pem€lihgraan
kebersihar lingkungan kantor

Disposisi 5 menit Disposisi

Menjrusun perencalaarl pemetharaa!
kebersihan lingkungai kantor

Disposisi I hari Rencana
pemeliharaan
kebersihan
lingkungan kaltor

4 Melakukan pemeliharaar kebersihan
lingkungan kantor

Rencana
pemelihaiaan
kebersihan
lingkungdl kantor

3 jarn Daftar periksa
pemelihara€n
kebersihan
lingkuogan kantor

5 Meme ksa
pemeliharaan
kantor

hasil
kebersiha!

pekerjaarr
Lingkungan

Daftar periksa
pemeliharaan
kebersihan
lingkungan kantor

3 jam Konsep laporan
pemeliharaarl
kebersihan
lingkungan kantor

Men)rusun laporan pemeliharaan
kebersihan lingkunga.n kantor

Konsep laporan
pemeliharaan
kebe!sihan
lingkunga! kantor

60 menit laporarl
pemeliharaan
kebersihan
lingkungan kantor
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E.4. POS AP Pemellharaan Sara[a dan Prasaraaa Kantor

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PROSIDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Nomor POS AP
Tanggal Pembuetan
Tanggal Revlsl
Tanggal Efekttf
Dlsahken Oleh

Nadra POS AP Pemellharaan Sarana dan Praaarana Kantor

Daaar Hukum : Kuallllkasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
2. Peratura! Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Baiang/Jasa Pemerintah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 TaIun 2014 tentang Pengelolaai Barang Milik Negara/Daerai sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

4. Peraturan Menteri Pekeiaan Umum Nomor 24/PRI/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaa.n dan Perawatan Gedung
5. Peiaturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Bii'okrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman

Penyusunan Standar Operasional Prosedu! Administrasi Pemerintahan
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2O14 lenlallE Tata Ca.ra Pelaks€raan Penggunaa! Barang Mitik Negara

(BMN) sebagaimana telah diubah dengar! Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK,O6/2016 tentang perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2O14 lentan,g Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Ba.rang Milik Negara
(BMN)

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomo! 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Keda Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimsna telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9
Tahun 2020 tentalg Olganisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikal dan Kebudayaan

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahu! 2019 tentalg Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimaJra telah diubah dengaJr Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor l7 tahun 2020 tentang perubahan atas PeraturaJt Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomo! 46 Tahun 2019 tentang
Rincian T\-rgas Unit Keda di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

l. Memahami prosedur pelaksanaan peEeliharaan sarana dam prasarana
2. Mampu berkoordinasi dalam penyelesaian pelalsanaan tugas
3. Memaharai tugas dan fungsi unit
4. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku

Keterkaitan Peralatan/P€rlengkapan :

1. POS AP Pengadaan Barang dan Jasa l Laporan kerusatan dari pengguna sarana dan prasarana kantor
2. Kongep rencana pemeliharaan sarana dan prasarana kantor tingkat

kerusakan ringan/ sedang darr berat
3. Disposisi
4. Rencana pemeliharaan sarana darn prasarana kantor tingkat kerusakan

ringan/ sedang

5. Daftar periksa (Checrdi:st) pemeliharaan sarana dan prasaraia kantor
6. Rencana Anggaian Biaya dan Spesifiksi Teknis
7. Surat permohonan pengadaan barang/jasa sarpras karto
8. Berita Acara Serah terima
9. Laporan hasil perbaikan pemeliharaan sarana dan prasarana ka.ntor

Perlngatan: Pencatatan dan Pendataan :

l. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan al<tivitas yang tel6h dibakukan dan ditetapkan.
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikatagorikan sebagai bentuk

kegagalan yang harus dipertanggungiawabkan oleh peLaksana.

Dicatat dan didata dalam berkas kearsipar masing-masing unit kerjs sec6-ra
elekuonik dai/ atau manual
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POg AP PeEeliharaan Saiana dan Presaratra Ksntor

P.lg.dmllLttut Aor.n.
d.a Ptr.ran.

Anall. P.nacmh.nain
a.En. il.D Prua.an.

TcLEbl a.ntu der

I Mcmbcrikan disposisi kcpada KaBubbaa
/Kab6g Tata Usaha untuk mclaklenakan
p.mcliharsar 35tua dan prs8amna
kanbr bcrdasarkan laporan p.nsauna
sar&a dah pmsrana kartor

Laporu kcru$ksn .lsri
p.nSauna sarana dan

2 McnuAaskan Analis PengembanAan Sarana
dan ftas€Ena untuk m.mbuat rencana
pcmcliharaqn sdana dan prasarana

3 Mclakukan koordinali dcngan Gknisi
sarPEB untuk mcm6ike dan
hcDaanalisis sataa dm pralarana kanror

I Konaep
p.m.lihsEan 8a,ea dm
p.asarans kantor tingkat
kcrulake ringu/$dmg

.1 M.mp.rbaiki samna dan prasarana
kanlor yang menga:lami kerusakan

Konsep
pemeliharaan sarana dan
praErana kantor rinSk8!
k rusakm rinsan/sedang

lionscp laporan hasil
pcrbaikan sdana dan
p.assrana kantor y&ng
mensalami keruskan

Mckporksn hasil p.rbaikan sar?ras kantor
yang rusak kcpada kasubbas/Kabqs Tata

Konscp lapoED haBil
p.rbaikn sarana dan
prasarana kanror yanS
menealami kc.usakan

L€po.an hasil pcrbaikan
$rsna dan praMa
kanto. yang mcnSarami

Jika kc.usakan tinSkat
nnsan/.cdan8, ms!@
langkai k.aietan $Lsi

M.ncrima lapo.an hasil pobaikan sarpBs Laporan hasil p..baihn
srana dan pramrana
kantor yang menaalami

Mcnaidcntilikasi, mcnaanalisis, dan
mcnympaik n rencana Fmclihaf.n
sraha dan pmsolfua ka.tor kepada
(cpala Subbaaian/Kepala Bagi$ Tata

Lspotu hasU pc.baikan
sarana dan Prasamna
kantor yang ncDgalami

Kon*p Encana p.rbaik n
.arPras kanto., rcncana
anggaran biays, da!

Mencriksa dan tuenyetujui
p.meliharaan sarana dan

Kon&p
pe.baikan erpras
kantor, rencana snSaaran
biaya, dan sp.sifiksi

Rencana p.rbaikan e.pras
kanror, rencana angSaran
biaya, dan sp.sifi ksi teknis

pcrbaikan
ssrp.as kantori rcncana
angaa,a biaya, dan

Mcnaqjukan p.nsada4n baEns/jala
3arana dm pEsatra kmtor

Sumt p.mohonan
pcnaadaan barans/ja3a Pr)S AP P.nsa&an

lo Mclaporkan hasil p.rbaikan
sarana dan prasaEna kantor

Berita Acara Serah te.ima Laporan hasil perbaikm
p.m.lihareo sarana dm

ll Mcndokumcntesiksn lapomn
p"6clihM s.lue dan pra.aEna

Lsporan halil pcrbaikan
Fm.liha@ smne dan

Xopdr Subb.Ar.a
/XGp.l. B.at n Trt.

--l
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E.5. POS AP Pe Sarana dan Prasarana Kantor
Nomor POS AP
Tanggal PeBbuatan
Tanggal Revisi
Taaggal Efehtlf
DiEahkan Oleh

Narrra POS AP PemlnJaman Sarana dan Prasarana
Xantor

KEMENTERIAN PENDIDII(AN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Kualiflkasi Pelakaana :Dasar Hukurn :

l Memahami prosedur pelaksaraan peminjaman sa.rana dan pr
2. Mampu berkoordinasi dalam penyelesaian pelaksanaan tugas
3. Mema}Iami tugas dan fungsi unit kerja
4. Memaiami peraturan dan ketentuan yang berlaku

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
2. Pelaturan Mente Keuargar Nomor 181/PMK.O6I2016 tentarg Penatauaahaan Barang Milik Negara
3. Peratulan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimaaa telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang perubaharl atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentsng Pengelolaan Barang Milik Negs-ra/Daeral

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nega-ra dan Reformasi Birokiasi Nomor 35 Talun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standai Operasional Prosedur Administrasi Pemerintaian

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246lPMX.O6l2014 tentartg Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (BMN)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 tentang perubahan atas Peratur.rn
Menteri Keuangan Nomor 246lPMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (BMN)

6. Peraturan Menteri Keuangan NoDor 57 /PMK,O6l2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Mi.lik Negara

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Taiun 2019 tentang Orgarisasi da, Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dsn Kebudayaan sebaSaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun
2020 tentanS Organisasi dan Tata Keia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

8. Peratumn Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rinciar Tugas Unit Kerja di Lingkungan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikar dan Kebudayaan
Nomor 17 tahun 2O2O tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomo! 46 Tahun 2019 tentang
Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.O6/2O20 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara

Keterkaltan; Peralatan/Perlengkapan :

l. Disposisi
2. Data ketersediaan sarana dan prasarana kantor
3. Konsep suratjawaban
4. Surat jawabaJr

5. Data penjadwalan peminjaman sarana darr prasarana kantor
6. Iaporai hasil pelaksanaan tugas
7. Arsip Laporan

1. POS AP Pemrosesan Surat Keluar

Pencatatan dan Pendataan :Peringatan i
Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan masing-masing unit kerja secara
elet<t onik dan/atau manual

l. Pelaks€na bertanggung jawab atas pelalsanasn aktivitas yarg telah dibakukan dan ditetapkan.
2. Segala bentuk penyimpaJrgan atas mutu baku terkait perlengkapan, wo-ktu maupun output dikatagorikan sebagai bentuk

kegags.lan yang harus dipertangSundawabkan oleh pelaksana
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POS AP Pemlnjeman Sarana dsn Prasarana Kantor

Pelaksane Mutu Baku

No. Lengkeh Keglatar
Kepele

Unlt Ketje
Nepala Subbaglaa

/Kepala Baglar
?ate U.ehe

Petrgadalnlatraal
Slrana dan Preaereua

Kele gkapan Keluaran
(At@ut) Keterengan

l Memberikan disposisi kepada Kepala
Subbagian /Kepala Bagian Tata Usaha
untuk memproses usulan pegtinja-Earl
sarana dan prasarana ksrtor berdasarkaJt
perrEintaan

Disposisi 5 menit Diposisi a. Apabila pemohon da-ri ekstena.l
satker tapi dalam satu
kementerian. lxaka surat
pennohonan ditujukkan kepada
pimpinan unit kerja
b. Apabila pemohon dari internal
satker, maka surat petmohonan
ditujukksr kepada
kasubbag/kabag Tata Usaha

2 Menugaskan Pengad$inistrasi Sarana
da, Plassrana untuk menindakla.nj uti
peminjaman sarana dan prasarana kantor

Disposisi 5 menit Disposisi

:l Mengecek ketersediaan sarana dan
prasarana kantor yang akan dipinjaE

Disposisi,
Buku/ data
pemiljaman sarana
dan plasarana
karttor

l0 menit Data ketersediaan
sarana dan
prasarala kaltor

4 Menyusun surat jawaban atas permintaan
sarana dan prassrana kantor berdasarkan
hasil cek ketersediaan

usulaI1,Surat
disposisi

20 menit suratKonsep
jawaban

Ket.rkaltaD:
POS AP pemrosesan surat keluar

Me&eriksa da.!r mem araf/ memverifikasi
konsep surat jawaban

Konsep
jawaban

5 menit suratKonsep
jawaba.n

KeterLaltanl
POS AP pemrosesan surat keluar

6 Memeriksa dan melrandatangani surat
jawaban

suratKoosep
jawaban

5 menit Suratjawaban Keterk lt.n:
POS AP pemrosesan surat keluar

7 Jika ketersediaan sai'pras tidak
ada, maka proses berhenti di
larrgkah kegiatan ini

I(eterkaltar:
POS AP pemrosesan surat keluar

Menyampaikan surat jawaban
peminjaman kepada pengusul
peninjamalr sarala dan prasarana kantor

Suratjawaban 5 menit Suratjawaban

Waktu
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Pelaksana

No. LanSkah Ncglatan

Mutu Baku

Keterangan
Kepala

Uutt Kerle
Kepale Subbdglen

/Nepala Bagla!
Tata U8aha

PeaSadahhtrasl
Sarane den Praaarana

Kelengkapao Waktu K€luaran
(afiput)

8 Mencatat dan raenj adwalkan penggunaan
sarana dan prasarana kantor berdasarkan
usulan peminjsnan

u sulan,Surat
disposisi

5 menit Data penjadwalan
Peminjajnan
sarana dan
prasarana kzrntor

Menyera}lkan
kantor yang

Pemohon

salana dan prasarana
a.kan dipinjam kepada

Data penjadwalan
peminja$a-n sarana
da.n plasara.na
kantor

5 menit Sa.rana d6n
Prasa.rana kantor
yang dipinjamkan

Mendokumentasikan bukti peminjsman
sarana dan prasa.rsra ka.ntor

Sarane dan
Ptasarana kantor
ya,lg dipinjamkan

3 menit Arsip bukti
peminjamarl
Sarana dan
Prasarana kantor

Arsip bukti
peminjaman Sarara
dan Prasarana
kantor

l1 Metaporkan hasil pekeiaan kepada
kabag/ kasubbag Tata U salta

5 menit Laporan
peminjaman
Sarana dan
PraseraJra kantor

9.

t0
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F. POS AP Generik Bldang Barang Milik Negara (BMN)

Nomor POS AP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revlsl
Tanggal Efektlf
Disahkan Oleh

KEMENTERIAN PENDIDII{AN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Neme POS AP
Petrguaulen Rencana Kebutuhan Barang Mlllk
[egara (BMN)

Dasar Hukum: Kualifikaai Pelaksana:
1. Peraturan Pcmerintah Nomor 27 Tahun 2Ol4 tentang Pengelolaan Ba-rang Milik Negara atau Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturar Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentsng Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Mitik Negara atau Daerah

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Standar

Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah
4. Peraturan Mcnteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakaa Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman

Perencanaa.n Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
6. Peraturan Kepala l,embaga Kebijakan Pengadaan Barsng atau Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman

7. Peraturan Kepala kmbaga Kebijakan Pengadaan Ba-ran8 atau Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

8. Peraturari Kepala t€mbaga Kebijakan Pengadaafi Berang atau Jasa Pemerintah Nomor 12 Taiun 2018 tentang Pedoman
Pengadaan Ba-rang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan BaranS/Jasa Pemerintah

9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Nomor l3 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaa-n Darurat

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaaa Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tetah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9
Tahun 2019 tentang Perubahan ataa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2Ot8 Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pendidikar dan Kebudayaan

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Keda di Lingkungan
Kementerian Pendidikal dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019
tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

1. Memahami prosedur perencanaan kebutuhan BMN
2, Memaiami peraturan dan ketentual yang berlaku
3. Memahami tugas pokok dan fungsi unit keia
4. Mampu menganalisa kebutuhan BMN pada unit kerja

Keterkaitan: Perlengkapan:Peralatan/
l. POS AP Pemrosesan Surat Keluar 1. Lembar disposisi

2. Usulan kebutuhan BMN
3. Rencana kebutuhan BMN
4. Draf Analisis kebutuhan BMN
5. Rencana kebutuhan BMN, Aplikasi RK BMN

Peringatan :

F.1. POS AP Pe Rencana Kebutuhan B Mitik Ne ra BMN

1. Pelaksana bertangSung jawab atas pelal<sanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapa-n, waktu maupun output dikatagorikan sebagai bentu

kegagalan yang haius dipertanggungiawabkan oleh pelaksana

Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan masing-masing unit kerja
aecara elektronik dan/atau manual

Pencatatan dan Pendataan :
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POS AP Penyusunan Rencana Kebutuhan BMN

IYo. Langkah Kegtetan

Mutu Baku

Keterangan
K.peh

Urlt Kcrla
Kepala Subb.glan/

Ncpala Brgl.n
T.ta U.rha

Pergelola BMN Aralt. BMN Pcngrdmtntrtrr.t
BMT{

x€lenSkapan Kclueran
(outpttt)

I Menugaskan Kepala Bagian / Kepala
Subbagian Tata Usaha untuk
menganalisis kebutuhan BMN pada
lingkup unit keda

L€mbar disposisi,
data BMN unit kerja

5 menit Lembar Disposisi,
data BMN unit kerja

2 Menugasi Pengelola
mengumpulkan dan
kebutuhan BMN

BMN untuk
mengolah data

l,embar Disposisi,
data BMN unit keda

5 menit L€mbar Disposisi,
data BMN unit kerja

3 Mengumpulkart dan m€ngolah
usulan kebutuhan BMN

data Disposisi, data BMN
unit keda, dan
Usulan kebutuhan
BMN

l jam Rencana
Kebutuhan BMN

Menganalisis data usulan kebutuhan dan
menyusufl tencana

Rencana kebutLrhan
BMN

2 j"'" Konsep Analisis
kebutuhan BMN

5 Memeriksa dan memvedfikasi hasil
analisis keblrtuhan BMN dan usulan
rencana kebutuhan BMN

I Konsep Analisis
kebutuhan BMN

2 jam Konsep Anelisis
keburuhan BMN

Memerikaa dan menyctujui usulan
rencana kebutuhan dan menyerahkan
kepada Kasubbag Tata Usaha/Kabag Tata
Usaha

Konsep Analisis
kebutuhan BMN

2 ja,,]' Konsep Analisis
kebutuhan BMN

7 Menyerahkan .encana kebutuhan yang
telah disetujui ke Pengelola BMN

Rencana kebutuhan
BMN

30 menit Rencana kebutuhan
BMN

8 Menginput rencana kebutuhan BMN
melalui aplikasi rencana kebutuhan BMN

Rencana
BMN,

BMN

kebutuhan
aplikasi

kcbutuhan

5 hari Rencana kebutuhan
BMN

waktlr disesLraikan
dengan ir.rmlah
kebutuhan BMN nya

10 Mandokumentasikan usulan rencana
kebutuhan BMN kemudian mengirimkan
ke Sestama/Biro Kcuangan dan BMN

Rencana kebutuhan
BMN

t0 menit Rencana kebutuhan
BMN, ABip

terkait :

POS AP Pengelolaan
Surat Keluai

__l
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F.2. POS AP Penetapan StatuE Penggulaan Barang Mtltk Negara (BMN)

KEMENTERTAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTATIAN

l{omor POS AP
Tanggal Pembuatan
Targgal Revbt
Tanggal Efektif
Dkehken Oleh

Nama POS AP
Perretapan Status Pedggunasn Barang Mlllk
Negara (BMN)

Dasar Hukum : Kualllikasi Pelaksana :

1, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daelah

2. Peraturan Menteri Pendayagunaa! Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 TaIun 2012 tentang Standar
Operasional Plosedur Administrasi Pemerintahan

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK,06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK,06/2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pela.ksanaan Penggunaan Baiang Milik Negara

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Talun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikal dan Kebudayaan gebagaimana telai diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9
Taiun 2O2O tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 OrSanisasi da!
Tata Keda Kementerian Pendldikan dan Kebudayaan

5. Peraturan Mented Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan
Kementerian Pendidikaa dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengsrr Peraturan Menteri Pendidikan dar
Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2020 tentalg Perubahsn atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46
Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomo! l.15/PMK.06 /2O2O ler,tar.g Pemanfaatan Bdang Milik Negara

1. Memahami prosedur pengelolaan barang persediaan
2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit ke{a
3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku

I(eterkeitan: Peralatan/Perlengkapan :

1. POS AP Pemrosesan Surat Keluar
2. POS AP Inveotarisasi BMN

1. Daftar BMN
2. Data dukung penetapan status penggunaan BMN
3. Rencana penetapan status penggunaan BMN
4. Surat penetapan status penggunaan BMN
5. Data status penggunaan BMN
6. Arsip surat penetapan status penggunaar BMN

Peringatan : Pencatatan de[ Pendataan :

1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waltu maupun output dikatagorikan sebagai bentuk

kegagalan yang harus dip€rtanggundawabkart oleh pelatsana

Dicatat dalam berkas
dan/atau manual

kearsipan masing-masing unit kerja secara elektronik
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POS AP Pon.trpan Statut P.ngguna.n BM

Langk.h (oglatan P.ngelola BMll Anatl. BMIS Kcpde Aubb.at.n /
(.par. B.d.a

K.pd.
Unrt K.rj. BM!g loutputl

I Mcngumpulk n dan mcngolah dqta dukung
pcnetapan status pcnSgunaan BMN

I lam Dai, dukung pencupan
status p€ngaunaan BMN

2 Menyusun rencana pcnetapan status
penggllnaan BMN s€suai dengen
kebutuhan

Data dukunS
pcnctapan status
pcngSunaan BMN

2 jarr, Konsep rencana
penetapan status
pengSunaan BMN

3 Memeriksa konsep
analisis penetapan
B[4 N

rencana dan hasil
status penSSunaan

Konsep rencana
p€netapan statug
penSSunaan BMN

I jam Konsep rcncana
penetapan status
pengl<unaan BMN

Menyetujui konsep
analisia penetapan
BMN

rencana dan hasil
status penSSunaan

l(onsep
penetapan status
penggunaan BMN

I lam Rencana

BMN
penSSunaan

Menyampaikan usul BMN yang akan
digunakan kepada Sekretariat Jenderal dan
KPKNL sesuai denSan kewenangannya

Rencana
status
BMN

penSgunaan
30 m€nit surat usul penetapan

status p€ngSunaan
BMN

X.torkrttrn:
POS AP Pemrosesan Surat
Keluar

Menerima surat
pengSunaan BMN
(euanSan/Betjen
Keuangan dan BMN)

penetapan status
dari Kementedan

kemdikbud (Biro BMN

penetapan
penggunaan

surat penetapan atatus
pengSunaan BMN

7 Melakukan pemutakhiran data status
penSSunaan pada aplikasi pencatatan BMN status

BMN
penggunaan

I jam Data status
p€n88unaan BMN

Mengarsipkan surat pcnetapan status
p€n88unaan BMN dsri Kemenkeu/Setjen
(emdikbud (Biro Keuangan dan BMN)

a Xeterkattan:

BMN
pengSunaan

l0 menit Arsip surat pcnetepan
stAtus penSSunaan
BMN

POS AP Inventarisasi BMN

Ketr uaul persetujuan
penetapan status penggunaan
BMN s€suai demngan
permenkeu ttg penetapan
status penggunaan BMN

jdih.kemdikbud.go.id



F.3. POS AP Petrdistribusian Barang Mtttk Negsra (BMNI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

[ornor POS AP
Tenggal Pcmbuatrrl
Tanggal Revlsl
Tanggal Efektlf
Dlsahkan Oleh

Pendistrlbusian Barang Mlllk Negara IBMN)

Daaar Hukum: Kualilikast Pelaksana;
l Peraturan Pemerintah Nomor 27 Taiun 2Ol4 tentang Pergelolaan Barang Milik Negara atau Daerair sebagaimana telah

diubah denga! Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemedntah Nomor 27
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bararlg Milik Negara atau Daerah

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06l2O14 fenfa,,g Tata Cara Pelalsanaan Penggunaan Barang Milik Negara

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.O6l2Ol4 tentang Tata Cala Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanlaatan Barang Milik Negara
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan l(ebudayaan Nomor 45 T6hun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Pendidikan daf1 Kebudayaan sebagaimana telah diubal dengan Peraturan Mented Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9
T6hun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 Organisasi dan
Tata Keda Kementerian Pendidikar dar Kebudayaan

7. Peraturan Menteri Pendidika! dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungaa
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidilan darl
Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan d6n Kebudayaan Nomor 46
Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Keda di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

1. Memahami prosedur pendistribusia.n BMN
2. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
3. Memahami tugas dan fungsi unit keia

Keterkaitat!: Peral&tan/ Perlengkapan:
l. POS AP Pembukuan BMN
2. POS AP Penataan Daftar Baiang Ruangan

L. Disposisi
2. Data pada aplikasi pencatatan baiang
3. Data BMN yang akan didistribusikan
4. Berita Acara Serah Terima (BAST)

5. Daftar Barang dan fisik b€rang
6. Laporan hasil pendistribusian BMN
7. Formulir Tanda Terima

Perinqatan: Pencatatan dan Pendataan:
1 . Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakuksn dan ditetapkan
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikatagorikan sebagai bentuk

kegagalan yang harus dipertanggungiawabkan oleh pelaksana

Dicatat dal6m berkas kearsipan masing-masing unit kerja secara elektronik dan/atau
manual

I

Nama POS AP

jdih.kemdikbud.go.id



POS AP Pendlstrlbutlan Barang Milik Negara

No. Langkah Kegiatan

Pelaksan& Mutu Baku

Keterangan
Kepala Subbaglan/

Kcprla BeglaB
Tata Usaha

Pengelola BMN Kelengkapan Wektu

l Menerima daftar barang, dan fisik
barang dari Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan (PPHP) dan mendisposisikan
kepada Pengadministrasi BMN untuk
dilakukan pencatatan

Daftar Barang
fisik barang,
lembar disposisi

dan
dan

I Jam Daftar Barang dan
fisik barang, dan
disposisi

) Memeriksa, mencatat,
tanda terima BMN
barang

dan membuat
sesuai daltar

Daftar Barang dan
fisik barang,
disposisi, dan
Formulir Tanda
Terima

10 Jam Disposisi, Barang
dan lembar tanda
terima

waktu disesuikan dengan
jumlah BMN yang
diperiksa

3 Melakukan pencatatan ke aplikasi
pencatat barang

Lembar Disposisi,
Barang dan lembar
tanda terima

10 Jam Data pada aplikasi
pencatatan barang

waktu disesuikan dengan
jenis BMN yang dicatat
terkait dengan POS
Pembukuan BMN

Melakukan pengkodean (pelabelan)
BMN

Data pada aplikasi
pencatatan barang

10 Jam Barang, Label waktu disesuikan dengan
jumlah BMN

5 Menyiapkan Surat bukti Berita Acara
Serah Terima (BAST) pendistribusian
berdasarkan rencana kebutuhan BMN

Data BMN yang akan
didistribusikan

10Jam konsep BAST waktu disesuikan dengan
jumlah BMN

Melakukan pendistribusian
sesuai rencana kebutuhan

BMN konsep BAST 10 Jam BAST waktu disesuikan dengan
jumlah BMN

7 Melaporkan pendistribusian BMN BAST 5 jam laporan hasil
pendistribusian
BMN

il Memeriksa laporan pendistribusian
BMN

laporan hasil
pendistribusian BMN

2 jam Iaporan hasit
pendistribusian
BMN

9 Mengarsipkan laporan pendistribusian
BMN

laporan hasil
pendistribusian BMN

10 menit arsip laporan

Pcngadmlnistrasi
BMN

Keluaran
(Ovtput)

__l
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F.4. POS AP Pembukuan Bara Mtltk Ne BMN
Nomor POS AP

Tenggal Pembuatan
Tanggal Revlsl
Tanggal Efettlf
Dlsahken Oleh

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Itama POS AP : Pembukuan Barang Milik Negara (BMN)

Daser Hukum : Kualirikasi Pelaksana :
1. Peraturan Pemedntah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturar Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Standar
ODerasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMI(.OSl2013 tentang Bagan Akun Standar (BAS)
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Baaang Milik Negara
5. Peraturan Mente Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Pendidikan darl Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun
2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan da]:l Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 Organisasi dan Tata Keia
Kementerian Pendidikan darl Kebudayaan

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian nrgas Unit Kerja di Lingkungan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang
Rincian Tugas Unit Keia di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaar

7 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 I PMK.O6 I 2O2O tentarg Kodefikasi Barang Milik Negara
8. Keputusan Diiektur Jenderal Perbendaha-raan Nomor Kep-211/PB/2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun

Standar
9. Keputusa.n Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep-531/PB/2018 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada

Bagan Akun Standar
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbenda-ha-raan NomorNo S/9070/PB/2014 tenta.ng Perubahan Akun Belarja Persediaan

1. Memahami prosedur pengelolaan barang persediaarr
2. Memahami tugas pokok da.n fungsi unit ke{a
3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku

Keterkaltan : Peralatan/Perlengkapan :

1. Dokumel berita acara
2. Disposisi

3. Dokumel sumber transaksi perolehan BMN

4. Hasil analisa dokumen sumber transaksi BMN

Peringatan: Pencatatan dan Pendataan :

1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukar da.n ditetapkan
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikatagorikan sebagai bentuk

kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana

Dicatat dalam berkas kearsipan masing-masing satuan kerja secara elektronik
dan/atau manual

t,
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POS AP P€nbukuan Blllil

Lingk!h xeltst.o KeteranganX.pd. K.p.l. BrrbbraL! /
X.pdr EraLa

P.llait6t!t trut
BMN

Analt. BMr PG6g.lol. BUlt
lout,url

I Mcnerima b€rita acara srerah teriEa BMN yanS Dokumen berila acara trmbar Disposisi
Dokulr'en berits acara

) Menugaskan Pengadminjstrasj BMN untuk
mengumpulkaE dokumen sumber transa-ksi
pemlehan BMN

Lembar Disposisi dan
Dokumen berita acara

trmbar Disposisi dan
Dokumen berita acara

3 MenAumpulkan dokum€n sumber taf,saksi
p€rolehn BMN (BAST, SP2DI

trmbar Disposisi dan
Dokumeh berits acara

BMN

Mengsnalisa hasil pcnSumpulan dokuh.n
sumbcr transaksi BMN sesuai d€naan b€rita
acara s€rah tcrirna BMN

s.iam Hasil analisa dokuDen
sumber transaksi BMN

Mclak8anakan input dal! pengadaan BMN ke
daiam aplikasi pencatat BMN dan atau buku
kontrol

H,sil analis
dokumen sumber
transaksi tsMN

Arsip Data Komputer
densan jenis BMN lang

I

E
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F.5. POS AP Rekonsiliasl Data Milik N BMN
Nomo. POS AP
Tanggal PeErbuatan
Tanggal Revisl
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Nama POS AP Rekonrlllasl Data Barang Mlhk Negara (BMN)

Dasar Hukum : Kualiflkasl Pelakaana :

1. Pelaturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2010 tentang Standar Akunta.nsi Pemedntah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2O2O tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2Ol8 tentang Pengadaan Barang atau Jasa
4. Peraturan Kepa-la Lembaga Kebljakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengunguman

Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2Ol2 tentang Standar

Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.O6/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara
7. Peraturan Mcnteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2O18 tentang Tata Cara Rekonsiliasi BMN da.lam Rangka Penyusunajr

Laporan Keuangan Pemerintah Atsat
8. Peratursn Menteri Pendidikan daJl Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2Ol9 tenta.ng Organisasi dajt Tata Keia Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9
Tahun 2020 tentang Perubaha! atas Peraturan Menteri Pendidikan dal Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 Organisasi da,I
Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

9. Peraturan Mcnteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Taiun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaal
Nomor 17 Tahun 2O2O tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2OI9
tentang Rincian Tugas Unit Keia di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

1. Memaiami prosedur penghapusan barang milik negara
2. Memahami tugas pokok dan lungsi unit kerja
3. Memahami peraturar dan ketentuan yang berlaku

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

1. Disposisi
2. Data BMN
3. Kesesuaian data BMN pada neraca laporan keuangan
4. Berita Acara Rekonsiliasi

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dall ditetapkan
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikatagorikan sebagai bentuk

kegagalan yarg harus dipertanggundawabkan oleh pelaksana

Dicatat dalam berkas kearsipan masing-masinS unit kerja secara elektronik
dan/atau mafrual

jdih.kemdikbud.go.id



POS AP Rekonsiliasl Data Barang Milik Negara

l{o. LanSkah Kcgistaa

Mutu Baku

Xctelangan
xGpah

Urlt xcrja
X.pda Aubbegtan/

Xopala Baglan
Tatr U.ah.

Pengclola BMN Pctugsr SAIBA P.ng.dmlnl.tra.l
BMTI

KGlcngkapan Waktu Kcluarsn
(Ot tput)

I Mendisposisikan kepada Kepa.la
Bagian/Kepala Subbagian Tata
Us€ha untuk melakuka,
rekon si.liasi data BMN

disposisi l0 menit disposisi

'2 Menugasi dan memberikan aiaian
untuk melakukan rekonsiliasi data
BMN

disposisi l Jarn disposisi
ajahan

dan

3 Menyiapkan dan mengirimkan data
BMN

disposisi, arahai,
dart data BMN

30 menit disposisi, aiahan,
dan data BMN

I Menerima data BMN berupa Arsip
Data Komputer (ADK) pada SAIBA
dan melakukan verifikasi
kesesuaian data BMN pada neraca
lapoaErr keuangan

disposisi, arahan,
dan data BMN

3 jam kesesuaian data
BMN pada neraca
laporan keuanga!

5 Menlusun
Rekonsiliasi

Berita kesesuaialr data
BMN pada
neraca laporan
keuangar

30 menit Berita Acara
Rekonsiliasi

Mengarsipkan
Rekonsiliasi

Berita Acara Berita Acara
Rekonsiliasi

10 menit Arsip Berita Acara
Rekonsiliesi

jdih.kemdikbud.go.id



F.6. POS AP Penyuaunan Laporan Barang Mtltk Negara (BMN)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Nomor POS AP
Tanggal Pembuatsn
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Dlsahkan Oleh

Nama POS AP . Penyusunan Laporatr Barang Mllik Negara
' (BMN)

DasarHukum: Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol4 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2O2O tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
20 14 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahar dan Penghapusan
Barang Milik Negara

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mented Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Mented Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

4, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Keda di Lingkungan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 17 Tahun 2O2O tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019
tentang Rincian Tugas Unit Keia di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

1. Memahami prosedur pen),usunan laporan barang milik negara
2. Memahami tusas dan fungsi unit keria
3. Memahami peraturan dan ketuan yang berlaku

Peralatan/Perlengkapan :

1. POS AP Sinronisasi Data BMN 1. Disposisi
2. Dokumen Sumber Perolehan dan Penghapusan BMN
3. Data BMN
4. Berita Acara Rekonsiliasi
5. Laporan BMN

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikatagorikan sebagai bentuk

kegagalan yang harus dipertanggung,awabkan oleh pelaksana.

Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan masing-masing unit keda secara
elektronik dan/atau manual

l,

l:

Keterkaitan :
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POS AP Penyusunan Laporan Barang Milik Negara

Lrrlkah Xcglatan
K.p.h

ultt xGrlr
K.pa.l. Subbrylen/

Kcprle grglur
Trtr Urahr

Pengelol. BMN Anell6 BMN Pcnaadmlal.trqll
BMI{

Kcl.naLspan
(outpttt) Kct€rangan

1 Mendisposisikan kcpada Kepala
Subbaaian/Kepala Bagian Tata Usaha
untuk menyusun Laporan BMN

disposisi 10 menit disposisi

) Menugasi dan memberikan arahar
kepada Pengelola BMN untuk
men)rusun konsep laporan BMN

disposisi 1 Je.m dandisposisi
aralta,

3 Mengumpulkan dokumen sumber
perolehan dan penghapusan BMN

disposisi, ara}lan,
dan dokumen
sumber

t hari dokumen sumber
perolehan dan
penghapusan BMN

a. Wektu dis.suaiksn
densanjumlah BMN
b.Dokumen sumber
ber\rpa: dokumen
pengadaan, SP2D, SPM, SK
Penghapusan, BAST

4 Mclakukan entry data BMN pada
aplikasi Pelaporan BMN

dokumen sumber
perolehan dan
pedahapusan BMN

I hari data BMN waktu disesuaikan dengan
jumlah BMN

Melakukan vcrifi kasi kesesuian antara
dolcumen sumber dengan data pada
aplika8i Pclaporan BMN

dara BMN I hari data BMN

() Melakukan rekonsiliasi date BMN
dengan SAIBA

Berita
Rekonsiliasi

K.t.ttrltr!:
POS AP Sinronisasi i)ata
BMN

Berita Acara
Rekonsiliasi dan
data BMN

2 jem

'7 Menyusun dan menyampaikan konsep
laporan BMN kepade kasubag/Kabag
TU untuk diverifikasi

Berita
Rekonsiliasi

t hari laporankonsep
BMN

iika di unit keria tituk ada
Analis BMN, la'Igkah ini
dilakukan oleh Pengelola
BMN

It Melakukan velifikasi konsep lapora.n
BMN BN,lN

ko.sep laporan 30 menir laporankonsep
BMN

9 Menyetujui konsep laporarl BMN
I BMN

lO menit laporan BMN

i0 Menya.rnpaikan laporan BMN ke
UAPPB.W dan atau UAPPB eselon I

lapora! BMN 10 menit laporan BMN

11 Mendokumentasikan laporan BMN laporan BMN 10 menit arsip laporan BMN
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F.7, POS AP Pengawasan dan Pengendallan Barang Milik Negara (BMN)

KEMENTERIAN PTNDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEI{IIOLOGI
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Nomor POS AP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revki
Tanggal Efektlf
Dlsahkan Oleh

Nama POS AP
Pengawesal dan Pengendallan Barang Mlllk
Negara (BMNI

Dasar Hukum : Kualilikasi Pelaksana :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara darr Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tah]un 2Ol2 tentang Standar
Operasiona-l Prosedur Administrasi Pemerintahan

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.06/2016 tentang tata cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendaliarl Barang
Milik Negara

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikar dar Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Mente Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungar
Kementeriar Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019
tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

1. Memahami prosedur pengawasan dan pengendalian BMN

2. Memahami tugas dan fungsi unit kerja
3. Memahami peraturan darl ketentuan yang berlaku

Keterkaitan : Peralatan/Pedengkapan :

1. POS AP Pemindahtanganan BMN
2. POS AP Penetapan Status Penggunaan

1. Disposisi
2. Dokumen pengawasan dan pengenda.lian BMN
3 Data pengawasan dan pengendalian BMN
4. Hasil analis data pengawasan dan pengendalian BMN
5 Laporan pengawasan dan pengendalian BMN

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakuka! dan ditetapkan.
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikatagorikan sebagai bentuk

kegagalan yang harus dipertanggungiawabkan oleh pelaksana.

Dicatat dan didata dalam berkas kearsipal masing-masing unit kerja secara
elektronik dan/atau manual

jdih.kemdikbud.go.id



POS AP waBan den BMN

Mutu Baku

t{o. Lrngkah Kegtatan
xcp.h

Ut t K.rja
K.para subb.rr.-nl

I(Gpr! B.Al.n
T.t. U.ahr

Pcngelola BMN Anelt! BMN PGngrdmlnlrtri.l
BMTT

Kelcnskapan Waktu Kaluaran
(anputl KcterangaD

I Mendisposisiksn kcpada Kepala
SubbaSian/Kepala Ba8ianTata usaha untuk
melakukan p€ngawasan dan p€nacndslian
BMN

Disposisi Disposisi

2 M.nuSasi dan mcmbcriksn arahan u.tuk
mclakukan p.ngawa$n dan p€nScndslian
BMN

Disposisi I jAm Disposisi

3 MenSumpulksn dokumen pen8awasan dan
Pensendalian IIMN

Disposisi, I htlri Dokumen

pengendalisn BMN

dokum€n pengawasan dan
p€nsendalian BMN b€rupa
dokumen penetapan status
pengtaunaan BMN, dokumen
pemindahbnganan BMN, dan
dokumen peman-faatan BMN

mel.akukan entry data dokumen p€nSawasan
dan pengendalian BMN dalam aplikasi SIMAN

peneendaiian BMN

2 hari Data

BMN

Waktu disesuaikan denSan
jumlah BMN

Mclal<ukan verifrkssi dan analisis data
dokumen pcn9wslan dan pcnSendalian BMN
kc dalarn aplikasi SIMAN

Data

BMN

Hasil analis data
p€ngawasan dan
pcnSendalian BMN

Menyusun dan menyqmpaiksn kons€p
taporan pengawasan dan pensendalian BMN
kepada k€suba8/ Kaba8 TU unruk diverifikasr

Hesil enelis data
p€ngawasan dan
pengendalian BMN

I har, Xonsep laporan
p€nsawasan dan
p€ngendalian BMN

waktu dis€suaikan denSan
jumlah BMN

Melakukan verifikasi konsep laporan
PenSawasan dan pen8endalian BMN

Konsep laporan
pengawasan dan
penaendalien BMN

Kons€p laporan
p€nSaivasan &n
pensendalian BMN

Meryetujui konsep laporan Denaawasan dan
Pengendalian IIMN

(onsep taporan
pengawasan dan
pengendaliaD BMN

penSawssan dan
pensendalian BMN

Menyrmpaikan laporan p€nSawasan dan
p€ng€ndslian BMN kepada eselon I darr
KPKNL

Laporan pensaqasan
dan p€nSendalian
BMN

penSawasan dan
p€nsendalian BMN

tl

to Mendokumentssikan lsporan p€ngawasan dsn
pengendalian BMN

Laporan p€ngawasan
dan penSend€lian
BMN

Arsip laporan
pcnaawasan dan
pe nSendalian BMN
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F.a. POS AP Inventarisasl Barang Mtltk Negara (BMN)

KEMENTERIAN PENDIDIKAIY, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Nomor POS AP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revlsl
Tanggal Efektif
Dtsahkan Oleh

Nama POS AP Inventarisasl Barang Milik Negara (BMN)

Dasar Hukum : Kuallfikasi Pelaksana :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturar Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 tentarg Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah

2. Peraturan Menteri Pendayagunasn Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahajr

3. Peraturan Menteri Keua-ngar Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara
4. Peratura-n Mentei Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Pendidikan dan Kcbudayaar sebagaimana telah diubai dengan Peraturan Menteri P€ndidikan dan Kebudayaan Nomor 9
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayasr

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019
tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkunga-n Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

1. Memahami prosedur inventarisasi barang milik negara
2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja
3, Memahami peraturar dan ketentuan yang berlaku

Keterkaitan: Peralatan/ Perlengkapan:
1. POS AP Pemrosesan Surat Keluar r. Disposisi

2. Data BMN
3. Daftar BMN
a. Aplikasi SIMAK BMN
5. Hasil Inventarisasi BMN
6. Laporan Inventarisasi BMN

Pedngatan : Pencatatan dan Pendataan :

1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaar aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, wa-li.tu maupun output dikatagorikan sebagai bentuk

kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana

Dicatat da-lam berkas kearsipan masing-masing unit keda secaia elektronik
dajl/atau manual
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POS AP Invefltadsaal Barang Millk Negara

Pelaksana Mutu Baku

No. Lantkah Keglatan
Xepela

Unlt Kerja
Kcp.la Subbaglar/

Ncpala Baglan
Tata Urah.

Petrgadmlnl.traal
BMIV

PeDtelola BMN Kelcngkapen Xelueren
loutputl

Keterangan

1 Memberika-n disposisi kepada Kepala
Bagia-n/Kcpala Subbagi6n Tata Usaha
trntuk mclakukan inventarisasi BMN

Disposisi l0 menit Disposisi Berupa SK Tim
Inventarisasi BMN/Surat
tugas Inventarisasi BMN

'2 Menugasi dan memberikan arahs.n
PenSadministrasi BMN dan Pengelola
BMN untuk melsl(sanakan invenErisasi
BMN

Disposisi I jam Arahan dan Disposisi

3 Mela-l<ukan persiapan pengumpulan
dokumen dan menyiapkan dra.ft kertas
kerja inventarisasi

Disposisi, SIMAK
BMN. catatan

5 jam Data rlMN Dokumen beflrpa laporan
BMN, KIB, DBR, dAN
Dokumen Kepemilikan,
Drait I{KI

Melekukan pendataan dan identilikasi
fisik barang gesuai da.ftar barang

Data BMN 1 miflggu waktu disesuikan dengan
jumlal data dan
identifikasi fisik BMN

5 Melakukan entry hasil data pendataan
idcntifikasr fisrk ke dalarn kertas keda
inventar'igasi

DAtA BNlN s jam kedaKertas

Menyusun dan menyafipaikan laporan
hasil inventarisasi beserta kelengkapannya
kepada KasubbaS/Kaba8 Tata Usaha

kedaKertas
inventarisasi

I ja- HasilLaporan
inventarisasi

7 Memeriksa laporan hasil inventarisasi Laporan inventarisasi I jam l,aporan inventarisasi

8 Menyetujui laporan inventa.risasi Laporan inventarisasi 5 menit Laporan inventarisasi

I Mcnindaklanjuti laporan
inventarisasi pada leporan BMN

hasil Lapo€il inventarisasi t hari Laporan BMN waku disesuikan denSarr
jumlah BMN

LO Merldokumentasikai ds.n mengirifi
laporan inventarisasi kc Biro Keuangan
dan BMN/S.stama

Laporan BMN 30 menit Surat penyampaian
laporan BMN

Kot€llrlten:
POS AP Pemrosesan Surat
Keiuar

Waktu

I

___ l

___.1

I

I----r
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F.9. POS AP Penataan Daftar B R R
Nomo. POS AP
Targgal Pembuatan
T&nggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh

KEMENTERIAN PENDIDII(AN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Nama POS AP Penataan Daftar Barang Ruangan (DBR)

Dasar Hukum : Kualiftkasl Pelaksana :

1 Memahami prosedur penataan daftar barang ruangan
2. Memahemi tugas pokok dan fungsi unit kerja
3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku

1. Peraturan Pemedntal Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barallg Milik Negara atau Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2O2O tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Standar
Operasiona-l Prosedur Administrasi Pemerintahan

3. Peraturan Menteri Keuarngan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Ba-rang Milik Negara
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi BMN dalam Rangka Peny-rsunan

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Keta Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan P€raturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9
Talun 2O2O tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2olg Organisasi
dan Tata Kerla Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

6. Peraturan Mented Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan
Kementerian Pendidika-n dan Kebudayaan sebaga.imana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2O2O tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46
Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Keda di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Keterkaltan : Peralatan/Perlengkapan :

1 POS AP Inventafisasi BMN
2 POS AP Pelaporan BMN

1. Disposisi
2. Data BMN
3. Data Ruangan

Perlngatan : Pencatatan dan Pendataan :

1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelatsanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu batu terkait perlengkapan, wal<tu maupun output dikatagorikan sebagai bentuk

kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelal<sana

Dicatat dalam berkas kearsipan masing-masing unit kerja secara elektronik
dan/atau manual

jdih.kemdikbud.go.id



POS AP Penataan Daftar Barang

Pelaksana Mutu Baku

o. Langkah Negietan Kepala
Unit xerJa

Kepala Subbagtatr /
Kepala Baglan

Tata U8aha

Pengelola BMN Pengadmlnlatraal
BMN

Xelengkapan Waktu Keluaran
(Output)

1 Mendisposisikan kepada Kepala
Bagia./Kepala Subbagian Tata
Usaha untuk melakukan penataan
daftar barang ruangan

Disposisi IO menit Disposisi

2 Menugasi dan memberikan
untuk melakukan penataan
barang ruangan

arahan
daftar

Disposisi 15 menit Disposisi
arahan

Melakukan pendataan ruangan dalDisposisi
arahan

tha Data ruangan waktu menye suiakan
dengEn jumlal rua.ngan

Melakukan entry data ruangan pada
aplikasi SIMAK BMN

Data ruangan 3 jam Data ruangan wattu menyesuiakan
dengan jumlai ruangan

5 Mencetak dan menyampaikan daitar
barang mangan kepada
Kasubbag/Kabag TU

Data ruangan 30 menit Data ruangan

() Memeriksa da! menyetujui daftar
barang rualgan

Data ruangan 1O menit Data ruangan

7 Menempatkan daftar barang ruangan
sesuai dengan data ruangan

Data ruangan t hari Data ruangar waktu menyesuiakan
dengan jumlah ruangan

Mengarsipkan
barang ruangarr

dokumen daftat Data ruangan 10 menit Arsip
manSan

d ata

Keterangan

--_l
dar

3

8
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F.10. POS AP Pemindah Bara Miltk Ne ra
Nomor POS AP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revlst
Tanggal Efektlf
Disahkan Oleh

KEMENTERIAN PENDIDII{AN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Nama POS AP Pemifldahtanganan Barang Milik Negara {BMN)

Dasar Hukum : Kuallflkasi Pelaksana :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubaian atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bararg Milik Negara atau Daerah

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Standar
Operasiona.l Prosedur Administaasi Pemerintahan

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab tertentu
dari Pengelola Barang kepada P€ngguna Barang

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.O6/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan
Barang Milik Negara

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06 / 2O 16 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Negara
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikai dan Kebudayaan Nomor 9
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 Organisasi
dan Tata Keia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaal Nomor 17 Tahun 2O2O tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46
Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Keia di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

8. Keputusan Menteri Menteri Pendidikar dan Kebudayaan Nomor 1058 Tahun 2O2O tentang Pelimpahan Kewenangan
Menteri Pendidikaa dan Kebudayaan selaku Pengguna Bararg Milik Negara dalam bentuk mandat kepada Kuasa
Pengguna Barang Milik Negara di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

1. Memahami prosedur pemindahtanganan barang milik negara
2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja
3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku

Keterkaitan : Peralatan/Pedeflgkapan :

1. Disposisi
2. Daftar hasil identifikasi BMN

3. Dokumen pemindahtanganan BMN
4. Berkas usulan barang yang akan dipindahtangankan

Perlngatan : Pencatatan dan Pendataan :

Dicatat dalam berkas kearsipan masing-masing unit kerja secara elektronik
dan/atau manual

1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikatagorikan sebagai bentuk

kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana

jdih.kemdikbud.go.id



PoS AP Pomlndahtanganan BM

No. Lengkeh Kegtatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganKepala
Untt KerJa

Perrgadmlrdstraal
BMI{

A.rralk BMN Kepala Subbagtan/
Kepala Bagian

Tata Usaha

Pengelola BMl{

Kelengkepar Wektu Keluaran
(Output)

I Memberikan disposisi kepada Kepala Bagian
/Kepala Subbagian Tata Usaha untuk
melakukan pemindahtanganan BMN

djsposisi 10 menit disposisi

Menugasi dan memberikan arahan untuk
melaksanakan pemindahtanganan BMN

disposisi I jam disposisi dan arahan

3 Melakukan proses pendataan dan identifikasi
BMN yang akan dipindahtangalkan

disposisi, arahan, dan
daftar hasil identifikasi
BMN

t hari
pemindahtanganan
BMN

Meneliti dan menyiapkan usulan barang yarg
akan dipindaltanSankan pemindahtanganan BMN

I hari berkas usulan barang
yang akan
dipindahtangankan

untuk memberikan
nilei limit

5 Menyampaikan usul BMN yang akan
diprndaht:ngankan kepada Kepal€ Bagran

/Kepala Subbagian Tata Usaha untuk
diveriflkasi

berkas usuian barang
yang akan
dipindahtansankan

10 menit berkas usulan barang
yans akan
d ipindaltangankan

iika pada lanskah ini
tidak ada analis BMN.
maka dilakukan oleh
pengelola BMN

6 Melakukan verifikasi usul BMN yang akan
dipindahtangankan

berkas usulan barang
yanS akan
dipindahtangankan

30 menit berkas usulan barang
yanS akan
dipindahtangankan

7 Memberikan persetujuan usul BMN yang
akan dipindahtangar*an

berkas usulan barang
yang akan
dipindahtangankan

10 menit berkas usulan barang
yang akan
dipind ahtangankan

8 Menyampaikan usul BMN yang akan
dipindahtangankan kepada Sekretariat
Jenderal ateu KPKNL sesuai dengan
kewenangannya

berkas usulan barang
yang akall
dipindahtansankan

1O menit berkas usulan barana
yanc akan
dipindahtangankan

9 Mendokumentasjkan usul BMN yang akan
dipindahtangankan

berkas usulan barang
yanc akan
dipindahtangankan

I0 menit arsip berkas usulan
barang yaflg akan
dipindahtangankan

2

I
__-,1

jdih.kemdikbud.go.id



G. POS AP Btdang Perauratan dan Kearslpar
G.1. POS AP Pcrnroaeaan Surat Maauk

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Nohot POS AP
Tauggal PGDrbuatan
TangSal Revlsl
Taaggal Ef€ktif
Dlsahkaa Oleh

Nama POS AP Pemtoaeaan Sutat Masuk

Dasar Hukum: Ruallflkasl P€lakaanai
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokmsi Nomor 35 Tahun 2012 tefltang Pedoman

Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
2. Peraturan Menteri Peodidikan dai Kebudayaan Nomor 68 Tahuo 2016 tentang lata Kearcipan di UngkunSan Kementedan

Pendidikan dan Kebudayaan
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2019 tentanS Petunjuk Pelaksadaan Tata Naskah Dinas

Olektronik Kementerian Pefl didikan dan Kebudayaan
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang OrSanisasi dan Tata Kerla Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun
2020 tentanS Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 Organisasi dan Tata Keda
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Ke{a di Lingkun8an
Kementcrlan Pcndidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dcnSan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Parubehan atas Peraturan Menten Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2Ol9 tentanS
funcian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayeen

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentanS Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan

1. Memiliki pengetahuan dan keterampilan mengenai pemrosesan surat masuk
2. Dapat menggunakan komputer untuk memproses surat ke dalam Sistem Naskah Dinas
3. Memiliki ketelitian dalam menyortir surat
4, Mengetahui alur pemrosesan surat masuk

Netetkaltan: Petalataa/Perlengkapan :

1 POS AP Pemrosesan Surat Keluar
2 POS AP Pengelolaan Arsip Aktif

1. Komputer

2. Printer
3. Kertas
4. Alat tulis kantor (ATK)

Perlngatan : Pencatatan darr Pendataan:
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.
2. Segala bentuk penyimpanSao atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu, maupun outpuf dikategodkan sebaSai bentuk

kegagalan yang harus dipertanggungjewabkan oleh pelaksana.

1. Lembar Pengarah Surat
2. Daftar surat masuk pada Sistem Naskah Dinas Elektronik
3. Fisik surat dan/atau Arsip
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POS AP Pemrosesan Surat Masuk

LangLah Kegtatan

PcoS.drEltrl.trut r.p.l. Aubb.ftE
drn/rt u Kcprl. Braren

T.tr Ur.ir/
P.nra8gunS J.r.t

Tckd.

l Mcnerima dan men€liti kelenSkapan surat serta
menandatanSani tanda terima sumt masuk

Surat Surat yang
diteliti

Surat yanS diterima d616m b.ntuk lisik
atau dikirimkan melalui sarana komunikasi
Iain

) Menerima dan meneliti kelengkapan surat
masuk rana diterirna dari pmses surat keluar
melalui sistem naskah dinas elektronik

3 menil Surat tang telah
diperikss

Khusus untuk surat masuk yang dit€rima
dsfl pros€s kirim surar keluar mclalui
sistem naskah dinas elektronik, Sekretaris
pimpinan (yanC diaktiftan fitur
apprcualnya) memeriksa surat dan
m.n8eklik tombol apprDral terhadap surat
untuk dapat berlanjut proses ke akun

3 Membubuhkan st.mp€l pcn€rimaan surat
masuk (m.ncatat tanggal danjam p€nerimaanl

Stempel agenda

Pcnarimaan surat
Surat yanS sudah
dist€mp€l

+ [4engk]asifikasikan surat s€suai den8an
tujuan/jenis/sifat surat dan melampirkan
lembar penSarah surat

L€mbar p€nSarah
surat. tata naskah
dinas

Surat yanS t€tah
diberikan lemba.

Pengadministrasi Persuratan men.ntukan
jenis surat (rutin, pentinS, rahasia, dan
pribadi)

5 Memberikan masukan pengaraha. surat Surat, lembar
pengarah surat,

rentang oTK

5 menit Surat yana telah
dibcrikan maBukan
pcnSarahan

sesuai dengan arahan pimpinan

Mengarahken surat sesuar denSan isi surat dan
mcmpanimbanSkan masukan sarta
mcnandatanSani lembar pengarah slrrat

surat, Lmbar
penSarah aurat,
P.mcndikbud
tcntana oTK

5 menit Surat yanS telah
diarahkan

8 Melakukan p€mindaian (sconning) dokumen dan
mcnginpur informasi surat pada sistem Naskah
Dinas Elektronik

Surat dan lembar
p€n8arah surat

Surat yanS telah
dipindai dan diinput

Untuk surat dengan lampiran atau
kelengkapar berkas yans banyak,
pengantar dimasuklan ke dalam sistem
dan kelengkapannya dapat diantarkan oleh
petugas ekspedisi/pramubakti

Melakukan p€nSecekan ulang informasi surat Surat,
pcngarah
Pcrmcndikbud
tentan8 oTK

5 menit Surat yang
dikonfirmasi

- Sekretaris dapat meneruskan surat
k€pada unit pensolah terkait b€rdasarkan
arahan pimpinan atau mengeklik qpploua
untuk melanjutkan surat ke akun
pimpinan

t0 Memb€rikan instruksi pada isi disposisi Surat 5 menn Instruksi/disposisi

jdih.kemdikbud.go.id



G.2. POS AP PeEroaeaan Suret Keluet

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Noinor POS
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revi8i
Tanggal Efektif
Disahkafl oleh

Nama POS Pemlogesan Surat Keluar
Dasar Hukum: Kuallflkasl Pelakgana:
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penj'usunan Standar operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
2. Peraturan Mcnteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di

Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik Kementeriai Pendidikan dan Kebudayaan
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Te-hun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 45 Tahun 2019 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di
Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendidikar dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikari dan
Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan

1. Memiliki pengetahuan dan keterampilar mengenai pemrosesan surat keluar
2. Dapat menggunakar komputer untuk memproses surat ke dal6m Sistem Naskah

Dinas Elektronik
3. Memiliki ketelitian dalam pemberian nomor sesuai peraturan yang berlaku
4, Mengetahui alur pemrosesan surat
5. Memahami peraturan perundang-undangan tentang tata naskah dinas Kemendikbud
6. Mampu mengonsepkan surat sesuai ketentuan naskah dinas dan kaidah bahasa

Keterkaitaa: Peralatan/ Perlengkapan
I POS Pemrosesan Surat Masuk
2 POS Pengelolaan Arsip Aktif

l. Komputer
2. Printer
3. Kertas
4. Alat tulis kantor (ATKI

Periagatal i Pencatatan dan Pendataan:
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksaraan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkar.
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu, maupun ou,pua dikategorikan

sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungiawabkan oleh pelaksana.

l. Daftar disposisi
2. Daftar
3. Tanda terima Dengiriman surat
4. Arsip

jdih.kemdikbud.go.id



POa AP PeEro..a! 6ur.t L.lurt

x.Dd! srhbrdr! drn/.t.r
r(.D.L l.abr T rt. U..n./
P.r'.lur j. t r.r'L

(P.r.h.t ttarh.r Thaa,

M.n.riE/ D.ryu.un tonxp .ur.r Di.ponn, kra nskah din@ s.lmh Fgsi .iipd d.njadi p.naonnp
&.{ ieai ebddi dm di.po.i.i

rbnsp rurai tara na.klh dG,

subb.gld da/adu K.pah

P.n.{3!.9 j.w!b tl61t

Gu.ur Fnbutb lronrp .lnr E.l.lui
ni.a &*.I di@.l.knonit, L.p.r. x.pd.
Subblsid drn/atN K.p.la B.aie Tau
Ueh./P.n.rEuna jdab t.k ri. rb.a.i
v.rin}do. d.rat a.blolrd ..lt (ko!.t.i
6Edlrt), r.r1.i (k Db.I k rirlarir
eb.luffiyr), tol.r (lr.iban L. p.ryon*p) d.n
*tuju l,ro4. bdloju0

Po*du. r.tni. dapal dllinar di pudum
P.ns[qlr.d M.nu D.af surat padi ApllLui
P.!.uiim K.m.ndikburi

I

xom.p rumt yaru sdan
dip.ril<e ol.h k para x6Fra
subbaee d&/ahu (.pola
Baaim rara u3arh/ P.nE1gu'g
l.wab r.bni., 6b !8L*r dins

dltsritu ol.h k.rsra uair
Lon..p rur.i E.l.tul
.Lktonik, L.pala ult

L.rja &b.s.i v.nikabr elejubyr d.par
n.lal.uks .dil (kor.ksi nmdiii), r.vi.i
S.abiri k. tirukat eb.Iu@y4, lohr B.dbal
L. Fnao*p) d.n *tuju (prer. h.rr.njur)

Pro*dur l.knir dlpd dilihar di pandum
P.ig8r:lr,o M.nu Dral sur.r

v.n.rita LonEp .uot kon*p.ura. yaA .udah
dip.il@ oLh k pah unt t.rja,

Konip .ur.r y.rl3 Ndrrr
dip.rilE ol.h rLFrui

Xhu.u. p.obu.16 kor-p .lr rLlui
rid.d E*.h dilE .l.khniL, -l6.Ei.
Fj.bi Fn.n& b!36 ya.!a ddtiftr 6tu
lppdd'nya oro6a.i. 6.d.dl e.ri6hor .Ihn
rb.lld @ul t .ku p.j.b{ Fn.rd.
6ia6. s.rFdn drpar 6.Lkul(s .dr
lkoEtd oltdi.il, di.i (t.ab.li Ir. ri.aLi
-b.lumy.), toLl (l.bhdi L. Fnaonxp)ds
-rulu u,b,. b.'r'!jur)

drpd diUhat di pddue
P.nagu@ M.nu O..fsuat

M.n.rjku de d.nmdarmsmi konrp .uar xo p rumr ygra ruda! Khusur p€nbuab ton&p surat
.i.t.o nRlk8h din .l.ldrcnil p.jabar
p.Mda iArgo diEinb E rouk].a
passrh.cf untul( b.mkri*o p.rerujum
r.rh6dap .urar (I.rE naupu! bpa mE)

I.mb.ri nomor 3uru1 kcluu surar ydrg r.l.h dlb.rtkd a untuk a.t8ls. p.mbuate &or..p .ur.r
blah dib.ril.e no6ot

.uhr k lur pa.la 3i.!.8 et,{jur!y, diprok.
&lrth lar8luna k pada iujus inr.rn r .urat
b UntuI( m.L i3n. p.Etruah kon&p ahr

Lldrmik. .i3r.E
arrs otobati. E.nb.rilb noEor. 6!ta'1, do
QR .od. (iiLa ]-IE) dm m.Eun.ulLm rauh

'wd k.luE unluk prce.,thir kirim darm
tul iujum &d iitffl dau nnar ddd hrr
rujum 3ulr .r.t.Eal (bio dial.uks ol.h
p.naon*p d.ngM *oE hlt 't&. di li!r.E)

t.l.naLrp.n de .ii, djtirio
diLirihks 6.iLnya

lro.h r.l1@ b.eh) de/dau.uar y.,3
tujumya d!]3l' .ld.rn l K.E.ndilbud

l(hud. .ura. ydra F.lu diLirial@ tr.ilrny.
lrmdr raryo bagh) dd/atru 'u.ai 

yau
tuju@yr ad.l.h .kd.mar ko.ndilrbud

#

U U
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x.D.r. aubb.ar.n d.n/.t.u
x.pd. a.d!! trt. uuhr/
P.nE..!rt ,.r.t r.rnt

lP.r$.t Pl[rlr.! thrr

M.nsnin.urnr rcri.l.ldrenjk sur L.luu yq o.niadi Unrut @toi@. Fabuah Lonrp e t
LkEdit. da.D

*a D.rdrulo pl@. .Lhi. kirio d.le hrl
djud .ur.t inr.nBl .hu &Bl d,lah hn
djud &Et .r.d.mar (bia dil.hrm ol.h
p.naonxp dhao *ou. h.I alr-r di d.r.6)
-F taro L.Fntirym inrcmd ds.lr.r.rnd
(publik di ll[ al(e. aid.m naich dinu
.l.khniLl d.par a.ng.c.t u.t y.r8

Pro*. llrim erar unrul irLm.l
(.6.ndikbud i.Llui .i.r.b nallah dinr

k.n.ldikbud ol.h Prsubal<ii
- p.n&aku k !.ntjngm inEmal dm
ek.i.D.l (publ,]. di lls .&ma .istm n..kd
dh6 .l.ktrorn! aapar d€ng...k .ural yang
dit.luekm dui x.E.ndikbud E.lalui 3i.td

P.naia,j1m rdp &.u.i pree
baik *.ua Druar mupun sbr.6

P.na.lol.a .4nip Aktif

U

tl
U
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G.3. POS AP Pemindahan Arsip

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Nomor POS AP
TEnggal Pembuatan
Tanggal Revlsi
Tanggal Efektlf

Nama POS AP : Pemlndahan Arsip

Dasar Hukum ; Kualiflkasl Pelakaana :

1

2

3

4

5

6

Undang-Undarg Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2OOq tentang Kearsipan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelalsanaan Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 43 Taiun
2009 tentang Kearsipan
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penjrusunan Klasifikasi
Arsip
Peratular Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
Peratura-n Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan
Keaisiparr
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2Ot6 tentang Tata Kea-rsipan di Lingkungan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Peraturan Arsip Nasional Nomor 9 Taiun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaal Arsip Dinainis
Peraturan Arsip Nasional Nomor 14 Tahun 2018 tentang Standar Deskripsi Aisip Statis
Peiaturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Klasihkasi Arsip
Peraturan Menteri Pendidikan den Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2Ol9 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimala telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikar dar Kebudayaan Nomor 9
Taiun 2020 tentang Perubahan atas Peratura.n Menteri Pendidikan dan Kebudayaa,n Nomor 45 Tahun 2019 Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Keia di Lingkungan
Kementerian Pendidikart den Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dar
Kebudayaan Nomor 17 Tahun 202O tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomo! 46
Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

7.
8.
9.
10

11

l. Memahami prosedur pengelolaan arsip inaktif tidak beraturan
2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja
3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku

Keterkaltan : PeralataD/Perlengkapan :

1. POS AP Pengelolaan Arsip Aktif l. Disposisi
2. Daftar berkas
3. Daftar isi berkas
4. Surat permohonan pemindahan arsip

Peringatan ; Pencatatan dan Pendataa[ :

1. Pelaksarta bertanggung jawab atas pelaksanaan al<tivitas yang telah diba.kukan dan ditetapkan
2. Segala bentuk penyimpanSan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikatagorikan sebagai bentuk

kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksa-na

Dicatat dalam berkas kearsipan masing-masing unit kerja secara elektronik
dan/atau manual

t,

t:
l:

Dlsahks.n Oleh

jdih.kemdikbud.go.id



POS AP Pemlndahan Arstp

Langkah I{eglatan

Pelaksaaa Mutu Baku

Keterangan
Bepale

Unlt K€rJa
Kepala Beglan/

Kcpela Subbeglan
Tata ulahe

Arslparh/
Pengadmlnl!t.a!l

Pe16uratan

Kelengkapan Waktu Keluaren
(Outwt)

l Memberika! disposisi kepada Kepala
Bagian/Kepala Subbagian Tata Usaha
untuk melaksanakan pemindahan arsip

Disposisi 10 menit Disposisi

2 Mengrn struksikan
pemindahgn a.sip

pelaksanaar Disposisi 10 menit Disposisi

3 Menata arsip dan mengelompokkan a.rsip
berdasarkan jenis dan tahun ke dalarxl
folder lodner yang dilengkapi dengan
da-ftrr isi berkas sesuai klasifikasi arsip

Disposisi 5 jam arsip yang telah
dikelompokkan, daftar
berkas, daJr da.ftar isi
berkas

keterka.itan:
POS AP Pengelolaan
Arsip Aktif

Menata folder/odner ke dalam Boks arsip afsip yang telah
dikelompokka!, daftat
berkas, dan daltar isi
berkas

30 menit arsip yallg tertata da.lam
boks arsip

Membuat konsep surat permohonan dan
daftar 6rsip usul pindah

I

konsep
permohonan dan
arsip usul pindah

surat
daftar

60 nrenit konsep
permohonar dar
aJsip usul pindah

surat
daJtar

7 Memeriksa dan memveriflkasi konsep
surat pefi[ohonan dan dartar arsip usul
pinda}l

konsep
permohonan dan
arsip usul pindah

surat
daftar

30 menit konsep
permohonan dan
arsip usul pindah

surat
daftar

IJ Memeriksa dan menyetujui konsep surat
permohonan darl da.ftar arsip usul pindah

konsep
permohonan dan
arsip usul pindah

surat
daftar

30 menit surat permohonan dan
daftar arsip usul pindah

9 Meng4ukan pemindaiart arsip inaktif ke
Unit Keaisipan

surat pernohonan darl
daftar arsip usul pindah

I jam tanda terima
permohonan

surat

No.

jdih.kemdikbud.go.id



Pelaksana

Langkah Kegletan

Mutu Baku

Keterangan
Kepala

Unlt Kerja
Kepele B.glan/

I<epale subbaglan
Tata Usaha

Aralparli/
Pentadmlnlltrasl

Per!uaatan

,lelengkapar Waktu Kelueren
(Output)

10 Memberikan label pada boks arsip Iabel dan boks arsip l5 menit boks arsip yang sudai
diberi arsip

l1 Melalukan pemeriksaan artara dafta, dan
fisik arsip

arsip dar fidaftar
arsip

5 jam daftar arsip daJI fisik
arsip

t3 Menlapkan Dsftar Alsip Pindal dan
Berita Acara Pemindahan

daftar arsip dan fisil<
a!siP

1 ja-rn Daftar Arsip Pindah dan
Berita Acara Pemindahan

1.1 Melaksanakar pemindahan arsip I Daftar Arsip Pindah, fisik
a.rsip, dan Berita Acara
Pemindahan

5 Jam Daftar Arsip Pindah, lisik
arsip, dan Berita Acara
Pemindahan

15 Menandatangani Berita Acaia dan
menetapkan lokasi penyimpanan arsip

Daftar Arsip Pindah, fisik
arsip, dan Berita Acara
Pemindahan

I jam Berita Acara Pemindahan
Yang sudah
ditandatartgani

1a) pa.n dan memelihara arsip Berita Acara Pemindahan
yang sudai
ditandatangani

l0 menit

No.

5

Dokumen yangl
diarsipkan 

I

I

jdih.kemdikbud.go.id



G.4. POS AP PeEusnahan Arlip

KEMENTERIAN PENDIDII(AN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Nomo, POg AP
Trngtal Pe6buatatr
Tsnggel Revlsl
Tenggel Efcktlf
Dkahkan Oleh

flama POS AP I Pemusnahan Arslp

Dasar Hukum : Nuallflkasl Pelaksana :

l Undant-Undang Republik Indoflesia Nomor 43 Taiun 2009 tentang Kearsipan
2. Peraturan Peme ntah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelalsanaai Unda.ng-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009

tentanS Kear$ipa.n

3. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomo! 35 Tahun 2012 tentaog Standar Operasional

Pros€dur Admiflistrasi Pemerintaian
5. Peraturan Kepala Arsip Nasiongl Republik lndonesia Nomor 19 Tahuo 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kearsipan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaa.n Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tata Kearsipan di Liogkunten Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaa!
7. Peraturan Arsip Nasiooal Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis
8. Peraturan Arsip Nasiona.l Nomor 14 Tahun 2018 tentang Standar Deskripsi Arsip Statis
9. Peraturan Menteri Pendjdikah dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Arsip
10. Peraturan Menteri Pendidikai da-n Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemente an Pendidikan

dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Norlor 9 Tahun 2020 teotang
Perubahan atas Peratulan Mente Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 Organisasi dan Tata Keia Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Talun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Keda di Lingkungan
Kementenan Pendidikan dan Kebudayaan sebataimana telah diubah denga, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 17 Tahun 2020 tentarg Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang
Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementeria.n Pendidikan dan Kebudayaan

1. Memahami prosedu! pemusnaJran arsip
2. Memahami tugas pokok dai fungsi unit kerja

3. Memahalni peraturan dan ketentuan yang berlaku

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan :

l. Disposisi
2. Daftar arsip usul musnah
3. Laporan hagil s€lcksi arsip yang akan dimusnahkan
4. Berita Acara Pemusnahan

5. Laporan Panitia Penilai Arsip
6 DaJtar arsip yang dimusnahkan

Peringatan: Pencatatan dan Pendataan :

l. Pelaksana berta-nggung lawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu bal<u terkait perlengkapan, waktu maupun output dikatagorikan sebagai bentuk

kegagalan yanS harus dipertanggungjawabkan oleh pelakssna

Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan masing-masing satuan kerja secara
elektronik dan/atau manua]

jdih.kemdikbud.go.id



POS AP Pemuanahatl Aralp

No. Langkah Keglataa

P€laksana Mutu Beku

KeterangaD
Kcpala

Untt KerJr
Kepala Begtan/

Kcp.l.e Subbegi.n
Tete Uaeha

A tpertB/
PcngrdElDLtrell

Parauretin

Kelengkapan Wsktu I(eluann
(Output)

t Mengajukan
penyampaian
arsip

Permohonan dao
proposal pemusnahan

proposal pemusllahan
arsip

60 menit proposal pemusnahan
arsip

2 Memberikan disposisi
Kabat/Kasubag tata usaha
melakukan pemusnahan arsip

kepada
untuk

Disposisi 10 menit Disposisi

il Menginstruksikan
pemusnahan arsip

pelaksanaan Disposisi 10 menit Disposisi

.1 Melakukan pemantauar/ menyeleksi
arslp berpedoman pada Jadwal Relensi
Arsip

Disposisi dan Daftar arsip
usul musnah

l jam Laporan hasil
arsip yang
dimusnahkan

seleksi
akan

5 Membuat daftar arsip yant akan
dimusnahkan

Laporan hasil seleksi arsip
yang a-kan dimLlsnahkan

5 jam Da-ftar Arsip
Musnai

Usul

6 Menilai arsip yent akan dimusnahkan Daftar Arsip Usul Musnah 5 Jam Daftar Arsip
Penilaian

Hasii

Menlrusun konsep proposal XeSiatan
Pemusnahan Arsip

Daftar
Penilaian

Arsip Hasil 3 jam konsep
Kegiatan
Arsip

proposal
Pemusflahan

u Menyetujui proposal
Pemusnahan Arsip

Kegiatan konsep proposal Kegiatan
Pemusnahan Arsip

30 menit proposal Kegiata.n
Pemusna-han Arsip

9 Membeotuk panitia pemusoahan arsip

---l

Konsep usul kepanitiaa-n
pemusnahan arsip

2 jam SK kepanitiaan
pemusnahan afsip

lo Metheriksa arsip berketerantan musnah
sesuai Jadwal Retensi Alsip

SK kepanitiaan
pemusnahan arsip, Daftar
Arsip dan Jadwal Retensi
Arsip

l jam Daftar Arsip lnaktif
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Pelakaana Mutu Baku

KeterangstrNo Langkah Xegtatan
Pemohon Kepala

Untt Kerja
Kepala Bagten/

Kepala Subbaglaa
Tate Uaahe

Arslparts/
PengadmlnLetrasl

Petauratan

Kclengkapan Waktu

1l Memilah arsip yang akan dimusnahkan Daftar Arsip Inaktif 5 jam ArsipKelompok
musnah

waktu menyesua,Lan
dengan jumlah arsip
yaog akan dimusnahkan

Daftar Arsip 5 jam Arsip UDaftar
Musnah

12 Membuat dafta.r arsip usul musnah

arsrp yangDaftar
dinilai

untuk unit kerja
setingkat eseleon IV,
penilaian arsip yang
akan dimusnahkarr
dinilai oleh kepala unit
keia

Menilai arsip yang akan dimus ahkan J Dafta-r arsip usul Musnah 5 jam

Penilai
arsip

Laporan Panitia
Arsip dan DaJtar
yang dinilai

l jam Laporan Panitia Penilai
Arsip dan Daftar Arsip

11 hasil Penilaian Ar^sipMelaporkan
Musnah

15 Membuat konsep
pemusnahan ar:sip

Berita acara Penilai
Arsip

Laporan Panitia
Arsip dan Da-ftar
Musnah

30 menit Daftar Arsip Musnah
dan Konsep Berita
Acara Pemusnahan

Daftar Arsip Musnah dsn
Konsep Bedta Acara
Pemusnahan

I jam Daftar Arsip Musnah
dan Konsep Berita
Acara Pemusnaharl

Memeriksa dan memverifikasi konsep
Berita acara pemusnahan arsip

t7 Memeriksa dan menandatangani Berita
acara pemusnahan semua pihak

Daftar Arsip Musnah dan
Konsep Berita Acara
Pemusnahan

I jam Berita Acara
Pemusnaian

Berita Acara Pemusnahan
dan Arsip yang akan
dimusnahkan

5 jam telahArsip yang
dimusnahkan

Dibakar, dicacah, atau
dilebur

t8 Melaksanaan pemusnahan

Berita acara dan daJtar
arsip yaog
dimusnahkan

Disimpan selamanyatq Menyimpan berkas pemusnahan arsip Berkas pemusnahan arsip 300 menit

KclueIan
(Otttputl

tl
13

I

___l
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G.5. POS AP POS Pe lolaan Arsi Aktif
Nomor POS AP
TaDggal Pembuatan
Tanggal ReviEi
Tanggal Efekif
kualifrkasi Pelaksana :

KEMENTERIAN PENDIDII(AN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Nama POS AP Pengelolaan Arslp Aktlf
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 20Oq tentang Kearsipan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Und€-ng-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2OO9

tentang Kear'gipan
3. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Standar Operasional

Prosedur Administrasi Pemerintahan
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik lndonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kearsipan
6. Peraturan Menteri Pendidikan darl Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tata Kear:sipan di Lingkunga! Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 14 Tahun 2018 tentang Standar Deskiipsi Arsip Statis
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 50 Tahun 2Ol5 TentanS Petunjuk Teknis Pemberkasan Arsip a-ktif di Centr@l File
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2Ol9 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaal Nomor g Tahun 2020 tentang
Perubahsn atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun
2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit
Keia di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaa!

1. Memahami prosedur pengelolaan arsip aktif
2. Memahami tugas pokok da-rl fungsi unit kerja
3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku

Keterkaltan : Peralatan/Perlengkapan :

1. POS AP Pendokumentasian
2. POS AP Pemrosesan Surat Masuk

1. Disposisi
2. Arsip
3. Berkas lengkap
4. Arsip yang sudah dilengkapi denga! kode sesuai dengan naskah d
5. Arsip yang berlabel
6. Daftar isi berkas

Peringatan: Pencatatan dan Pendataan :

l. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aldivitas yang telah dibakukan dan ditetapkal
2. Segala bentuk penyimpa.ngar atas mutu baku terkait perlengkapar, waktu maupun output dikatagorikan sebagai bentuk kegaga.lan

yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana

Dicatat dalam berkas kearsipan masin8-masing unit kerja
elektronik daJl/atau manusl

l:
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POS AP Pengelolaan Arslp Aktlf

No. Langkah Kegletan

Peleksena Mutu Baku

Keterangan
Kcpala

Urlt Kerja
Kepata Bsglsa/

Kcpala Subbagi.lt Tate
Urahi

Arslpark /
Peltged!!lalab.al

Perauratan

Kel€trgkspau waktu Keluaran
lotttpurl

1 MerEberikan disposisi kepada
kabag/kasubbag tata usaha untuk
melaksan€lan penataan arsip/dokumen

Disposisi 5 menit Disposisi

'2 Menugasi arsiparis/pengadministrasi
persuratan untuk melakukan penataan
arsip aktif

Disposisi 5 menit Disposisi

Menerima dsJr membuat tanda terima
arsip dari hasil kegiatan yalrg sudah
dinyatakan selesai

Disposisi 10 menit arsrp KGtGrtrltaD:
l POS AP Pendokumentasiarr
2.POS AP Pemrosesan surat masuk

Melakukan pemeriksaan berkas arsip 20 menit berkas lengkap Hal'hal yang harus diperhat-ikaa
ketika melakukan perneriksaar
berkas meliputi:
a. Memastikan tanda simpan dari
pimpinan dalam bentuk disposisi
atau yang lain.
b. Cek kelengkapar belkas dan
lampiran.
c. Kondisi Iisik, untuk arsip yang
rusak harus diperbaiki terlebih
dahulu.
d. Keterkaitannya arsip dengan
arsip yang disimpan sebelumnya

Melakukar Penyortiran (Sorting)
terhadap fisik arsip

berkas Iengkap 30 menit berkas lengkap Penyortiran dilakukan dengan:
a. Penyortiran dilatukan untuk
memilai berkas sesuai kelompok
masalahnya
b. Memilah antara arsip dan non
arsip

6 Melakukan Pembuatan indeks /inderng.) berkas lengkap 10 menit klasfikasi arsip

3

-
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Peleksana

No. Latrgkah Kegieten

Mutu Baku

Ketcrang6r
xcpala

Uatt Kerja
Kepela Begtrn/

Kepala Subbeglan Tat.
Uaaha

Arslp.rl! /
PeagEdelEllbaal

Perauratan

Kelengkapan waktu xelueran
loutputl

7 Menentuan Kode klasifikasi arsip sesuai
ketentuan naskah dinas

klasifikasi arsip 10 menit arsip yang sudah
dilengkapi dengan
kode sesuai dengan
naskah dinas

8 Melakukan Pembuatan label arsip yang bsudah
dilengkapi dengan kode
sesuai dengan naskah
dinas

10 menit Arsip yang berlabel

9 Melakukan Pembuatan tunjuk silang
(cross reference)

Arcip yang berlabel 15 menit tunjuk silang

l0 Melakukan Pembuatan daftar berkas
arsip

tunjuk silang 15 menit daftar berkas arsip

11 Melakukan Pembuatan daftar isi berkas daJta-r berkas arsip 2 jam daftar isi berkas arsip

12 Melakukan Penyimpanan arsip daftar isi berkas arsip 5 menit arsrp

jdih.kemdikbud.go.id



G.6. POS AP lolaan Arsi Inaktif ?ldak Beraturan

TanEgal Pembuatan
Tanggal Revt8l
Tan8gal Efekttf
Disehkan Oleh

Naris POS AP Pengelolaan Arslp Inaktlf Tldak Beraturan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Kualiflkasi Pelaksana :Dasar Hukum :
1. Memahami prosedur pengelolaan arsip inaktif tidak beraturan
2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit ke{a
3. Mellrahami peraturan dan ketertuon yang berlalu

1. Undartg-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
2. Peratura.rl Pemerintah Nomor 28 Tatrun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009

tentang Kearsipan
3. Peraturoi Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoma.n Pen).usunai Klasilikasi Arsip
4. Peratursn Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biiokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Standai

Operasonal Prosedur Administrasr Pemerintahan
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik tndonesia Nomor 19 Taiun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kearsipan
6. Peraturai Menteri Pendidikan dan Kebudayaa.n Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tata Kearsiparl di Lingkungal Kementerian

Pendidika.n dan Kebudayaan
7. Peraturan Arsip Nasional Nomor 14 Ta.hun 2018 tentang Stardar Deskdpsi A.rsip Statis
8. Peraturan Menteri Pendidikan dai Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2019 tentarg Klasifikasi Arsip

9. Peraturan Mented Pendidika.n darl Kebudayaan Nooor 45 Talun 2019 tentang Orga.trisasi da.r Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dal1 Kebudayaari sebagaimana telal diubah dengaa Peraturan Menteri Pendidika.n da.n Kebudayaan Nomor 9 Tahun
2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 Organisasi dan Tata Kerja
Kementedan Pendidikan dan Kebudayaan

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaar Nomor 46 Talun 2019 tentang tunciarr Tugas Unit Kerja di Lingkungar
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaarr
Nomor 17 Tahun 2020 tentairg Peruboian atas Peraturan Mente Pendidikan dan Kebudayaa.n Nomor 46 Tahun 2019 tentang
Rincian T\rgas Unit Kerja di Litgkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Peralatan/Perlengkapan :Keterkaltan:
1. Disposisi
2- Ruang simpan arsip
3. Ral lemad dan boks arsip
4. Skema Penataan Arsip

5. Daftar periksa (checklist) arsip
6. Format daftar arsip

Pencatatan dan Pendataan :Peringatan:
Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan masing-masing unit keia secaia elektronik
dan/atau marlual

1. Pelal<sarla bertanggung jawab atas pelaksanaan attivitas ya.ng telah dibalukan darl ditetapkan
2. Segala bentuk penyimpa.Irgait atas mutu baku terkait perlengkapa.n, waktu maupun output dikatagodkan sebagai bentuk

kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelakso.na

NoEor POS AP t,

l,
I'

7. Laporan pengelolaan arsip inakif
8. Daftar arsp inaltif dan fisik arsip inalcif
9. Arsip y6ng sudah dipilah sesuai denga.n

I klasifitasi
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POS AP Pe Inqktlf Tldak Teratut

Pelaksaoa Mutu Baku

No. Latrgkah Keglatan
Kcpala

Ualt xcrJo
Kcpala Bagtra!/

Xcpala Subbegha
Tata Uaahe

At3tpartr /
PGEsadmlnLttsal

Pcraurrtla

Keleagkepsn Waktu Kclua.aa
lOutput) Xeteraagaq

1 Menginstruksikan pelaksalaan penataan
arsip inaltif tidak telatur

30 menit disposisilembar disposisi

2 Menyiapkan ruang simpa-n dan sarana
pengelolaan arsip inaktif kemudian
menginstruksikan pelaksanaan penataan
inaktif tidak teratur

disposisi 3 jam ruang simpan, rak
lemari, dan boks arsip,
skema penataan

3 Membuat skema penataan dan
menyiapkan sa.rana dan prasarana

DisposisiDisposisi 10 menit

.1 Melakukai peninjauan arsip
idenlilikasi arsip inaktif Tidak Teratur

dan Disposisi, daftar
periksa lchecklist)
arsip, dar! kelentkapan
lainnya

f jarn Identifikasi arsip dan
volume arsip

5 Membuat dafta, ikhtisar arsip inaktif Daltar ikhtisar arsipFormat daftar arsip 90 menit

() Menyiapkan perlengkapan penataan arsip
inaktil

Daltar ikhtisar a.rsip
lembar, ceklist
perlengkapa.n

15 menit peralatan pengarsip Dalam melalokan penataan
arsip di ruangan yant besar,
pellu pera.latan: Sarung
tangan, masker, dan baju
laboratorium (wearpack),

7 Mengidentifikasi dan mengelompokkan
sesuai dengan klasifikasi arsip

Arsip inaktif yang akan
ditata, peralatan arsip

5 jam tusip yan8 sudah
dipilah sesuai dengan
klasilikasi

B Membuat daftar arsip dan memberi label
pada boks arsip

Arsip yang sudah
dipilah sesuai dengan
klasifikasi, peralatan
6.rsip

30 menit Daftar arsip insl<tif
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No Langkah Kegietan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan
Kepela

Unit Kerja
Kepala Bagian/

Kepala Subbagian
Arsiparts /

PeIrgadmlnistrasi
Persuiatan

Kelengkapan Waktu I(€lueran
lAttput)

Memeriksa kesesuaian daftar arsip inaktif
dengan fisik arsip inaktif

Da-ftar arsip inaktif da.n
fisik arsip inaktif,
Peralatan arsip

10 menit Daftar arsip inaktif

10 Menyimpan dan menata arsip inaktif ke
dalam boks untuk selanjutnya
dimasukkan ke dalam roll opect {lemari
ra} arsip

DaJtar arsip
peralatan arsip

inal<til l5 menit Arsip yang tertata

11 Membuat konsep laporan tentang
pengelolaan arsip inaktil yang teratur dan
tidak teratur

Daltar arsip inaktif,
Peralatan arsip, format
laporan pengelolaan
arsip teratur inaktif
tidak teratur

60 menit konsep laporan
pengelolaan arsip
inaktif tidak teratur

12 Memeriksa dan memverifikasi konsep
laporan tentang pengelolaan arsip inaldif

konsep laporan
pengelolaan arsip inalitif
tidak teratur

konsep laporai
Pengelolaan arsip
inal<tif tidak teratur

13 Menerima dan memberikan persetujuan
laporan tentang pengelolaan arsip ina-ktif

konsep laporan
pengelolaan arsip inatlif

5 menit Laporan pengelolaarr
arsip inakti-f

14 Menyimpan laporan tentang pengelolaan
arsip inaktif

Laporan pengelolaan
arsip inaktif

5 menit Arsip inaktif

15 Menyimpar, memelihara, dan merawal
arsip inaktif

Arsip inaktif 5 rnenit Arsip inaktif

MENTERI PEND]DIK6N, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESlA

aslinya,

, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

2198803200 r
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f
30 menit

___.1

sesuai

TTD-
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